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Muh. Santiago Pawe (B111 13 374), Tinjauan Hukum Perubahan Iklim
Terhadap Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Sebagai Akibat Dari
Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt oleh Pemerintah
Indonesia. Dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai Pembimbing I dan
Maskun sebagai Pembimbing II.
Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam
kehidupan manusia. Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan
pengaruh signifikan adalah mengenai perubahan iklim (climate change)..
Suhu bumi meningkat sekitar 0,8 derajat celcius selama abad terakhir.
Keberadaan gas karbon dioksida (CO2) sebagai salah satu penyumbang
dalam peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca.
Akhir tahun 2015 lalu menjadi momentum aksi global dalam
memerangi perubahan iklim melalui Conference of the Parties (COP) 21 di
Paris. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca
sebesar 29% pada tahun 2030 dan sebesar 41% apabila menerima
dukungan internasional. pemerintah telah merancang untuk memperbesar
pasokan listrik sebanyak 35.000 MW di tahun 2019. Jika seluruh
Pembangkit  listrik beroperasi pada tahun 2019, akan menghasilkan emisi
karbon sebesar 1,3 Giga Ton.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan
pengendalian emisi gas rumah kaca dalam hukum perubahan iklim dan
untuk mengetahui tinjauan hukum perubahan iklim terhadap
pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawaat. Penelitian ini
merupakan penelitian normatif yang menggunakan data primer dan data
sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara dan
studi kepustakaan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan
secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
berkesimpulan bahwa (1) telah lahir berbagai instrumen hukum terkait
pengaturan pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca baik itu
dalam skala internasional hingga skala nasional.; serta (2) peningkatan
emisi gas rumah kaca dari program pembangkit listrik 35.000 megawatt
akan mempengaruhi komitmen penurunan emisi Indonesia pada Paris
Agreement 2015. Meskipun telah dimasukkan dalam perhitungan emisi
dari program tersebut, Indonesia akan kesulitan dalam mencapai
komitmen yang telah dikemukakan apabila tidak ada perubahan dalam
komposisi penggunaan bahan bakar pada program tersebut.
Kata kunci: Emisi Gas Rumah Kaca, Hukum Perubahan Iklim,
Indonesia, Pembangkit listrik 35.000 Megawatt.
xABSTRACT
Muh. Santiago Pawe (B111 13 374). Climate Change Law Review of
Escalation Greenhouse Gas Emissions As a result of 35,000
Megawatts Power Plant Development by the Government of
Indonesia. Supervised by Juajir Sumardi as Supervisor I and Maskun
as Supervisor II.
The environment is a very crucial factor in human life. One of the
environmental issues that have a significant impact is climate change. The
temperature of Earth escalated approximately 0.8 degrees Celsius over
the last century. The existence of carbon dioxide gas (CO2) is one of the
contributors to the increased concentration of greenhouse gas emissions.
At the end of past 2015 was becoming the momentum of global
action to combat climate change through the Conference of the Parties
(COP) 21 in Paris. Indonesia is committed to reduce greenhouse 29% gas
emissions by 2030 and 41% if received international support. The
government has designed to increase power supply as much as 35,000
MW in 2019. If all power plants would be operated by 2019, it would
produce carbon emissions up to 1.3 Giga tons.
The purpose of this study is to determine the regulation controlling
the greenhouse gas emissions and climate change law and to identify the
law review of climate change on the construction of 35,000 megawatt
power plants. This study is a normative research uses primary data and
secondary data. Data were collected through interviews and literature
study methods then analyzed qualitatively and presented descriptively.
Based on the research that has been conducted, the authors
conclude that (1) there are various legal instruments presented related
regulation controlling the escalation of greenhouse gas emissions either in
international scale up to national scale; and (2) an escalation in
greenhouse gas emissions from 35,000 MW power plants program will
affect Indonesia’s emission reduction commitments in Paris Agreement
2015. Although it has included calculated emissions of the program,
Indonesia will have difficulty in accomplish the commitments that have
been stated if there is no alteration in fuel composition usage in the
program.
Keywords: Greenhouse Gas Emissions, Climate Change Law,
Indonesia, 35,000 Megawatt power plants.
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Bumi adalah tempat tumbuh dan berkembang berbagai spesies
makhluk hidup termasuk manusia didalamnya. Alam dan makhluk hidup
secara natural membentuk keseimbangan, sinergi, homeostatis, rantai
makanan, dan daur hidup. Segala sesuatunya berhubungan dengan alam
dan saling melengkapi satu sama lain. Namun, manusia kadang lalai
bahwa bumi ini tidak dihuni sendiri oleh mereka, banyak spesies, flora dan
fauna yang semuanya berbagi ruang kehidupan dengan manusia.1
Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam
kehidupan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini.
Lingkungan memberikan hampir semua yang dibutuhkan oleh manusia,
baik itu bahan makanan, minuman, udara segar, sandang, tempat
bermukim, maupun faktor-faktor pendukung lainnya. Dari serangkaian
revolusi yang telah terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial di
beberapa Negara, tidak ada yang dapat memberikan perubahan besar-
besaran terhadap nilai dan perilaku manusia dalam menjalankan
kehidupan sebesar sumbangsih dari revolusi lingkungan. 2
Isu lingkungan hidup menjadi sebuah isu global dan mulai dilirik
para penggiat hubungan internasional pasca perang dingin. Tepatnya
pada akhir dekade 1990-an sekelompok pakar yang disebut “Copenhagen
1 Kuncoro Sejati, 2011, Global Warming, Food, and Water Problems, Solutions, and The
Changes of World Geopolitical Constellation (Pemanasan global, Pangan, dan Air
Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta. hlm. 7.
2 John McCormick,1989, The Global Enviroment Movement, John Wiley & Son
Foundation, New York, hlm. ix.
2School” diantaranya Barry Buzan, Oleh Waever dan Jaap de Wilde
mencoba memperluas objek rujukan isu keamanan yang tidak lagi
dimaknai keamanan “negara” (tradisional) melainkan juga menyangkut
keamanan “Manusia” (human security).3
Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh
signifikan terhadap semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan
banyak kalangan saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim
(climate change). Perubahan iklim hadir sebagai suatu bentuk fenomena
kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang
kehidupan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia, baik pada
tataran lokal, nasional maupun pada tataran global. Perubahan iklim
terjadi akbat proses pemanasan global (global warming), yaitu
meningkatnya suhu rata-rata suhu permukaan bumi karena akumulasi
panas yang tertahan di atmosfer sebagai akibat dari efek rumah kaca.
Pada awalnya manusia hidup bersahabat dengan alam dan
menggunakan lingkungan dengan efisien dan tidak berlebihan, akan tetapi
setelah terjadinya revolusi industri di Inggris maka pola kehidupan
manusia mulai berubah. Manusia terus menerus menggunakan mesin-
mesin yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga lambat laun kadar
gas rumah kaca menjadi menumpuk di atmosfer. Perang Dunia II yang
sudah menggunakan senjata nuklir dan juga mesin mesin yang
menghasilkan karbon dioksida sehingga memberi dampak yang sangat
buruk bagi lingkungan.
3 Yulius P. Hermawan, 2007, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor,
Isu dan Metodologi, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.
3Pada abad ke 19 manusia sudah mengenal ilmu pengetahuan dan
studi mengenai iklim mulai mengetahui tentang kandungan gas yang
berada di atmosfer, disebut sebagai Gas Rumah Kaca (GRK)4, yang bisa
memengaruhi iklim bumi. Pemahaman dasar pentingnya kondisi iklim
digambarkan oleh para ilmuan secara sederhana, bahwa seandainya
kandungan gas rumah kaca tidak berlebihan, bumi ini akan lebih nyaman
dan makhluk hidup yang ada di dalamnya dapat hidup dengan nyaman.
Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)5 melaporkan
bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi. Suhu bumi meningkat
sekitar 0,8 derajat celcius selama abad terakhir. Tiga dekade terakhir ini
secara berturut-turut kondisinya lebih hangat daripada dekade
sebelumnya. Berdasarkan skenario permodelan, diperkirakan pada akhir
2010, suhu global akan lebih menghangat 1,8-4 derajat celcius
dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan dengan
periode pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2,5-4,7
derajat celcius. Proses pemanasan global terutama disebabkan oleh
masuknya energi panas ke lautan  (kurang lebih 90% dari total
4 Gas rumah kaca terdiri dari Uap air, Carbon dioxide  (CO2), Methane (CH4), Nitrous
Oxide (NO2), dinitro oxide (N2O), sulfurheksaflorida (SF6),  perflorokarbon (PFCs),
Chloroflurocarbon (CFC), hidroflorokarbon (HFCs), Ozon dan gas-gas turunan lainnya.
5 Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), adalah Badan yang dibentuk pada
tahun 1988 oleh United Nations Environment Programme (UNEP) dan World
Meteorological Organization (WMO). IPCC hadir dalam rezim perubahan ilim sebagai
amanat kedua organisasi tersebut untuk menangani masalah perubahan iklim global
yang telah masuk menjadi agenda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun
1980. Lihat Thomas D. Potter, 1986, Advirsory Group on Greenhouse Gases Established
Jointly by WMO, UNEP, and ICSU dalam Environmental Conservation December, New
York, hlm. 365.
4pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama
periode ini.6
Pada awal perbincangan mengenai perubahan iklim, banyak
kalangan yang mengatakan bahwa perubahan iklim hanya merupakan
sesuatu yang bersifat prediksi semata. Namun, seiring dengan berbagai
dampak nyata seperti kenaikan suhu bumi secara terus menerus,
kenaikan air laut secara berkesinambungan, hingga cuaca ekstrim di
berbagai belahan dunia membuat pernyataan di atas terbantahkan.7
Keberadaan gas karbon dioksida (CO2) sebagai salah satu
penyumbang penting yang dihasilkan oleh manusia dalam peningkatan
konsentrasi emisi gas rumah kaca dalam kurun waktu 1970 sampai
dengan 2004 mengalami peningkatan secara signifikan. Tercatat, paling
tidak terjadi peningkatan sebanyak 80% dari jumlah awal pada tahun 1970
sebanyak 21 Gigaton menjadi 38 Gigaton pada awal tahun 2004.
Peningkatan ini pun terhitung memberikan sumbangsih sebanyak 77%
dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia pada tahun
2004 secara keseluruhan. Bahkan, peningkatan pada kurun waktu 1995
sampai 2004 tercatat berada pada intensitas paling tinggi dibandingkan
1970-2014.8
Secara umum, kontribusi peningkatan konsentrasi emisi gas rumah
kaca antara negara maju dan negara berkembang dilatarbelakangi
6 Emil Salim, 2009, “Legislasi dan Perubahan Iklimí”, Jurnal Legislative Indonesia, Ditjen
Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.6
No. 1-Maret , Jakarta, hlm. 1-14.
7 Deni Bram, 2016, Hukum Perubahan Iklim, Setara Press, Malang, hlm. 29.
8 Zbigniew Jaworoski, 2007, CO2: The Greatest Scientific, Scandal of our Time, 21st
Century science & Technology Spring/summer, New York, hlm. 16.
5kebutuhan yang berbeda. Di negara-negara maju, tingkat emisi yang
dihasilkan secara umum berasal dari sektor penggunaan bahan bakar
fosil, sedangkan di negara berkembang angka terbesar disumbangkan
dari alih fungsi lahan yang terjadi secara sporadis. Perbedaan orientasi
setiap negara menjadi latar belakang utama yang menyebabkan
perbedaan unsur yang menjadi penyumbang utama dalam peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca di setiap negara.9
Laporan IPCC menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca sebagian
besar dipicu oleh peningkatan kesejahteraan global. Suhu rata-rata akan
meningkat 3-5 derajat celcius pada akhir abad ini dibandingkan dengan
pada era pra-industri. Peningkatan yang signifikan terhadap laju
konsentrasi emisi gas rumah kaca yang kemudian mengakibatkan
perubahan iklim dalam kurun waktu 1970 sampai dengan 2004 berasal
dari sektor penggunaan energi, trasnportasi, dan industri. Sedangkan,
penyumbang lainnya dalam jumlah yang lebih kecil berasal dari rumah
tangga, sektor kehutanan dan sektor perkebunan.10
Saat ini emisi tahunan global adalah sekitar 50 miliar ton karbon
dioksida ekuivalen. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber
terbesar emisi (2/3 dari total keseluruhan emisi), dan sebagaian besar
adalah untuk pembangunan terutama industri dan pertanian. Dalam
kenyataan sehari-hari, dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi gas
rumah kaca terkait dengan gaya hidup dan perilaku konsumerisme suatu
negara. Dalam sebuah penelitian tahun 2009 terlihat bahwa penggunaan
9 Pim Martens dan Jan Rotmans, 1999, Climate Change : An Integrated Perspective,
International Centre for Integrative Studies (ICIS), Maastricht University, Kluwer, hlm. 144.
10 Ibid
6bahan bakar fosil untuk keperluan asupan listrik baik berupa pemanas,
pendingin serta alat elektronik lainnya, serta sektor transportasi menjadi
salah satu penghasil emisi tertinggi yang dihasilkan.11
Pada sisi lain, negara-negara yang sedang merangkak dalam
kegiatan ekonomi berbasisi non-industri namun kaya dengan sumber daya
alam pada sektor kehutanan seperti halnya Indonesia, Zaire, dan Brazil
turut pula memberikan sumbangsih terhadap laju konsentrasi emisi gas
rumah kaca dari sektor kehutanan. Tercatat paling tidak hingga saat ini
sektor kehutanan memberikan seumbangsih sekitar 20% dari emisi gas
rumah kaca secara keseluruhan.12
Gambar 1. Pergerakan Emisi Karbon
Sumber: Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres, Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions (Carbon Dioxide Information Analysis Center, OakRidge
National Laboratory, U.S. Department of Energy: Oak Ridge, 2010)
Pergerakan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer juga dapat
dilihat pada grafik di atas, di mana konsentrasi CO2 mengalami
11 Intergovermental Panel on Climate Change, 2007, Working Group I Contribution to the
Fourth Assesment Report of the IPCC: The Physical Science Basis, IPCC, New York,
hlm. 78.
12 Ibid
7peningkatan secara signifikan sejak tahun 1960. Jika trend ini tetap
berlanjut, para ilmuwan sangat khawatir karena akan menimbulkan
pemanasan global yang dahsyat dan para pakar telah membuktikan
bahwa kehancuran akibat perubahan iklim telah dialami di banyak belahan
dunia. Contoh nyata dari akibat perubahan iklim tersebut adalah sering
terjadinya curah hujan dan panas yang tidak teratur, mencairnya es di
Kutub Utara dan Selatan serta tenggelamnya sejumlah pulau kecil.
Sektor energi yang sebelumnya tidak menjadi sorotan ternyata
menyumbang emisi gas rumah kaca besar. Pendataan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap bahwa pada
tahun 2013, total emisi karbon dioksida dari energi sebesar 494.998.490
ton. Data Sign Smart yang didapatkan lewat pengukuran emisi dari 514
kabupaten/kota di 34 provinsi itu mengungkap, pada tahun 2000, emisi
karbon dioksida dari batubara masih 444.738 ton, tetapi pada tahun 2013
mencapai 2.290.082 ton. Meningkat pesat. Sementara, pada sektor
transportasi, emisi pada tahun 2.000 sebesar 56.454.652 ton. Tahun 2013,
emisi meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai 142.318.307 ton.13
Sektor energi sendiri merupakan sektor penyumbang gas emisi
rumah kaca terbesar kedua (40%) setelah pertanian dan kehutanan
(45%). Data Sign Smart Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menunjukkan pembangkit listrik yang terutama bersumber dari batubara
13 Yunanto Wiji Utomo, 2015, Emisi Karbon dari Sektor Energi yang Terus Meningkat,
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/07/emisi-karbon-dari-sektor-energi-yang-terus-
meningkat, diakses pada rabu 19 Oktober 2016, pukul. 19.00 Wita.
8menyumbang sepertiga (200 juta ton CO2) dari total emisi sektor energi
pada tahun 2014.14
Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dianggap perlu
untuk dituangkan secara spesifik dalam instrumen hukum internasional.
Berdasarkan hal tersebut, masyarakat internasional bersepakat pada
tahun 1992 untuk menyepakati United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCC). Konvensi ini bertujuan menentukan langkah-
langkah yang dianggap perlu untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah
kaca (GRK) pada tingkat konsentrasi yang dapat mengeliminir dampak
bahaya dari kegiatan manusia secara sistematis mengurani kandungan
carbon dioxide (CO2) methane (CH4), dan nitrous oxide (N2O) yang secara
kolektif memberikan pengaruh sebanyak 88% terhadap pemanasan
global, dan memberikan sumbangsih 24% terhadap peningkatan suhu
yang kambali dari pancaran sinar matahari.15
Akhir tahun 2015 lalu menjadi momentum aksi global dalam
memerangi perubahan iklim melalui Conference of the Parties (COP) 21 di
Paris. Dalam pidatonya di pertemuan yang melahirkan Perjanjian Paris
tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebagai salah satu
negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia
telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Indonesia berkomitmen
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030
14 Ibid
15 World Meteorolgical Organization,2008, Greenhouse Gas Bulletin NO.4, The state of
Greenhouse Gases in The Atmosphere Using Global Observations Through 2007, hlm. 2-
3.
9dalam skema business as usual dan sebesar 41% apabila menerima
dukungan dana internasional.16
Pada tahun yang sama, pemerintah telah merancang untuk
memperbesar pasokan listrik sebanyak 35.000 MW di tahun 2019 sebagai
janji pembangunan Nawa Cita kepemerintahan Jokowi-JK.17 Guna
mencapai target dalam kurun waktu lima tahun tersebut, energi berbasis
batubara ditingkatkan sebagai pembangkit listrik utama yang diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan rencana awal
sebanyak 60% pada 2019. Menurut Rencana Kerja Pemerintah tahun
2016, pemilihan batubara sebagai prioritas energi nasional terkait dengan
menurunnya produksi minyak bumi dari tahun ke tahun.18
Menurut data Greenpeace, 60% atau sekitar 22.000 MW akan
dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Setiap
2.000 MW PLTU batubara  akan menghasilkan emisi karbon rata-rata 10,8
juta ton per tahun, Dalam rentang tahun 2019 sampai 2030 jika seluruh
PLTU batubara beroperasi pada tahun 2019 sesuai dengan target
pemerintah, PLTU ini akan menghasilkan emisi karbon sebesar 1,3 Giga
Ton yang tentunya akan menyebabkan semakin meningkatknya
konsentrasi emisi gas rumah kaca.19
16Lilis Suryani, 2016, Menilik Komitmen Pengurangan Emisi Karbon,
http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/07/04/menilik-komitmen-pengurangan emisi-
karbon, diakses pada rabu 19 oktober 2016, pukul 19.00 Wita.
17 Kementrian Perencanaan & Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2014, “Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional”,Jakarta, hlm. 218-221
18 Lihat Keputusan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:
5899 K/20/MEM/2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2016 S.D. 2025.
19 Sapariah Saturi dan Indra Nugraha, 2015, Indonesia Targetkan Penurunan Emisi
Karbon 29% pada 2030, http://www.mongabay.co.id/2015/09/02/indonesia-targetkan-
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Terdapat kontradiksi antara komitmen pemerintah untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Paris Agreement
2015 dengan rencana aksi pembangunan dalam hal in sektor energi yakni
pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang sebagian besar
menggunakan bahan bakar batubara. Dengan kecenderungan
peningkatan emisi gas rumah kaca ditambah rencana pemerintah
menggunakan sumber energi tenaga batubara secara besar-besaran,
jumlah emisi gas rumah kaca akan berlipat ganda yang tentunya menjadi
kontibutor utama dalam perubahan iklim. Menarik untuk melihat
bagaimana sebenarnya pengaturan dalam hukum internasional terhadap
pembangunan pembangunan listrik 35.000 MegaWatt oleh pemerintah
Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai
rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan tentang pengendalian emisi gas
rumah kaca dalam hukum perubahan iklim?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum perubahan iklim terhadap
pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt oleh
pemerintah Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaturan pengendalian emisi gas rumah
kaca dalam hukum perubahan ilklim.
penurunan-emisi-karbon-29-pada-2030/, diakses pada  19 oktober 2016, pukul 20.00
Wita.
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perubahan iklim terhadap
pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt oleh
pemerintah Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi mengenai emisi
gas rumah kaca dalam hukum perubahan iklim.
2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang aspek





A. Hukum Lingkungan Internasional
1. Definisi Hukum Lingkungan Internasional
Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang sangat muda,
yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Apabila
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai
aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang
peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai
environmental concern.20
Hukum Lingkngan terdiri dari dua unsur yakni pengertian hukum
dan pengertian lingkungan. Munandjat Danusaputo, membagi hukum
lingkungan dalam dua bagian yakni hukum lingkungan klasik dan hukum
lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada
penggunaan lingkungan atau Use Oriented. Sedangkan, hukum
lingkungan modern berorientasi pada lingkungan.21
Ida Bagus Wyasa Putra Mendefinisikan Hukum Lingkungan
Internasional sebagai:
“Hukum Lingkungan Internasional adalah keseluruhan kaedah,
azas-azas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan
kaedah tersebut dalam kenyataan.22 Hukum atau keseluruhan
20 Koesnadi Hardjiasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gajahmada University
Press, Yogyakarta, hlm. 39.
21 Mohammad Askin, 2008, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Lingkungan, Yayasan Peduli
Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, hlm. 11-12.
22 Ditransformasikan oleh Ida Bagus Wyasa Putra dari definisi hukum internasional oleh
Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta : Bandung,
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kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan
azas yang terkadung dalam perjanjian-perjanjian internasional
maupun kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup,
yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-
negara, termasuk subjek hukum internasional bukan negara,
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-
lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.23
Berkaitan dengan pengertian hukum lingkungan internasional
Alexandre Kiss menyatakan :
“International environmental law is a branc of public international
law. While agreements devoted to aspects of environmental
protection have developed their own particularities, the structures
and norms of international law provide the basic legal framework for
the field. Within this framework, international rules having quite
varied objectives often need to be includes as part of international
environmental law, because they have a significant environmental
impact. The first treaties, for example, were primarily intended to
pervert conflict between fishermen of different nationalities and to
protect local economies. Fulfillment of these objetives nonetheless
fostered concept of sustainable exploitation, permitting then
maintenance and renewal of fisht stocks. Similary, norms to
standardize the performance of internal combustion engines,,
originaly adopted by the European Union in order to facilitate trade
within the redion, have led to cleaner technology and reductions in
engine noise and the emission of noxious gases. In sum, the field of
international environmental law encompasses large arts of public
international law as well as being subsumed within its basic
structure.”24
Perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global di awali
dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga
para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus lingkungan
menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur
pencemaran lingkungan yang bersifat international atau cross-border.
Tragedi-tragedi lingkungan menimbulkan kesadaran manusia akan
pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan hukum yang mengaturnya
hlm 7, dalam Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. Hukum Lingkungan Internasional Dalam
Perspektif Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.
23 Ibid
24 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, 2007, Guide to International Enviromental Law,
Koninklijke Brill NV : Leiden, Belanda, hlm. 1.
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karena permasalahan lingkungan melewati batas-batas administrasi
pemerintahan dan negara. Perlu pula dicatat bahwa hukum lingkungan
internasional yang berkembang pada saat setelah kejadian-kejadian
lingkungan masih bersifat spesifik atau sektoral karena diarahkan hanya
untuk mengatur satu permasalahan khusus.
Perkembangan ini kemudian melahirkan rezim hukum lingkungan
internasional baru yang dapat digolongkan dalam dua kategori besar
yakni25:
a. Instrumen hukum lingkungan international lunak (soft law
international instruments), dan
b. Instrumen hukum lingkungan yang keras/mengikat (hard law
international instrument)
Pengelompokan itu penting dilakukan karena setiap instrument
memiliki karakter-karakter khusus dan berbeda antara satu dengan yang
lain walaupun ada juga kemiripan antara keduanya. Soft law instrument
menurut Alan Boyle26, sekurang-kurangnya memiliki tiga karakteristik
berikut:
a. soft law is not binding (hukum lunak tidak mengikat),
b. soft law consists of general norms or principles, not rules
(hukum lunak memuat norma-norma umum atau prinsip/asas,
bukan aturan),
c. soft law is law that is not readily enforceable through binding
dispute resolution (hukum lunak adalah hukum yang tidak siap
25 Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif, 2015, “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip
Lingkungan Global”, dalam “Hukum Lingkungan”, USAID, Jakarta, hlm. 39.
26 Alan Boyle, 1999, Some Reflection on the Relationship of Treaties and Soft Law, 48
International and Comparative Law Quarterly, New York, hlm. 901.
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untuk ditegakkan melalui penyelesaian sengketa yang
mengikat).
Ciri-ciri lain dari soft law instrument dapat dilihat dari namanya yang
selalu menggunakan declaration, resolution, accord, charter, dan tidak
pernah menamakan diri dengan convention, treaty, agreement, dan
protocol yang telah menjadi ciri-ciri khas international hard law instrument.
2. Objek Hukum Lingkungan Internasional
Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, objek hukum internasional
berdasarkan pendekatan hukum internasional dan ekologi, dapat
diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu: 27
a. Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Wilayah Suatu Negara
(under national jurisdiction)
Dijelaskan  bahwa sebagai bagian wilayah suatu negara,
lingkungan hidup tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi suatu
negara, dan karenanya terhadap lingkungan hidup dalam status
demikian berlakulah prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi
negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Resolusi  Umum PBB
No. 3281 (XXIX) tentang Charter of Economic Right and Duties of
States bahwa “Every state has and shall freely exercices full
permanent sovereignty, including prosession, use, and disposal,
over all its wealth, natural resources and economic activities”.
Namun demikian, kedaulatan suatu negara atas haknya dalam
pemanfaatan sumberdaya alamnya tersebut yang merupakan
27 Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit., hlm. 6-9
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bagian wilayahnya tetap diimbangi dengan kewajiban untuk
memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak
menimbulkan kerugian  terhadap negara atau pihak lain yang
berada di luar darin wilayah yurisdiksinya. Sebagaimana yang
termuat dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 (Declaration of
the United Nations Conference on the Human Environment) bahwa:
“States have in accordance with in charter of ther
United Nations and the principles of international law the
sovereign right to exploit their own natural recources
pursuant to their own environmental and developmental
policies, and the responsibility to ensure that activities within
their jurisdiction or control do not cause damage to the
environmental fo the other states or of areas beyond the
limits of national jurisdictions”
b. Lingkungan Hidup Yang Berada di Luar Wilayah Suatu Negara
(beyond the limits of national jurisdiction)
Lingkungan hidup yang berada di luar wilayah suatu negara baik
karena sifatnya yang tidak mungkin dikuasai maupun karena
masyarakat internasional menyepakati untuk tidak menempatkan
kawasan-kawasan demikian itu sebagai bagian wilayahnya adalah
seperi laut bebas (high sea) dan ruang angkasa (outer space).
Terhadap kedudukan lingkungan hidup demikian itu berlakulah
kesepakatan negara-negara, baik yang dikukuhkan melalui suatu
perjanjian maupun yang lahir dari hukum kebiasaan internasional
(international customary law).
Persoalan high sea tersebut dijelaskan pada pasal 87 UNCLOS
1982 bahwa “ The high seas are open to all States…”, kata “open to
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all states” menunjukkan bahwa high sea dapat dimanfaatkan oleh
semua negara atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan objek
kepemiikan oleh negara tertentu. Sementara pasal 192 menyatakan
bahwa “States have the obligation topretect and preserve the
marine environment”, sebagai imbangan dari hak pemanfaatan
tersebut.
Kemudian persoalan outer space didasari pasal 2 Perjanjian
Ruang Angkasa 1967 (Space Treaty 1967) yang menyatakan
bahwa “Outer space, including the Moon and other celestal bodies,
is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by
means of use ormoccupation, or any other means”. Kemudian
diimbangi dengan pasal 9 yang menyatakan bahwa:
“States Parties to the Treaty shall…conduct
exploration of them so to avoid their harmful contamination
and also adverse charges in the environment of the Earth
resulting from the introducing of extraterrestrial matter…”
c. Lingkungan Hidup Sebagai Suatu Kesatuan Keseluruhan (global
environment)
Sejak tahun 1970-an berkembang pandangan tentang
lingkungan hidup lebih tegas lagi disebutkan sebagai lingkungan
hidup bumi, sebagai suatu keseluruhan (wholeness), yang  diberi
lingkungan hidup global (global environment). Pandangan ini
memandang lingkungan hidup bumi sebagai suatu ekosistem
besar, tempat satu-satunya dimana manusia hidup dan
menggantungkan kehidupannya, yang keterlanjutan daya
dukungnya kepada stabilitas kualitas elemen-elemennya. World
18
Commission on Enviroment and Development (WCED) dalam
laporan studinya diberi judul Our Common Future menulis
permulaan laporan dengan menyatakan :
“in the middle of the 20tth century, we saw our planet
from space for first tim … From Space, we see a small and
fragile ball dominated not by human activity and edifice but
by a pattern of clouds, oceans, greeney, and soils. ….we can
see and study the earth as an organism whose health
depends on the health of all it parts.”
Pandangan demikian melahirkan konsep baru dalam
pengaturan internasional perihal pemanfaatan dan perlindungan
lingkungan hidup, yang antara lain ditandai dengan lahirnya konsep
global environment, lingkungan hidup sebagai warisan bersama
ummat manusia (common heritage if mankind), lingkungan hidup
sebagai objek kepentingan bersama (common interest), krisis
global (global atau interlocking crisis), usaha bersama untuk
mengatasi masalah lingkungan (common efforts), dan lain-lain.
Oleh karenanya pandangan tentang konsep global
environment semakin menguat, bahwa elemen-elemen lingkungan
global pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dan membentuk serta memengaruhi kualitas
lingkungan hidup secara keseluruhan, yaitu lingkungan hidup yang
terdiri dari elemen-elemen yang berada di dalam wilayah suatu
negara, seperti air, tanah, hutan, flora, fauna dan keberagaman
hayati, dan elemen-elemen lain yang karena sifat atau letaknya
tidak dapat dijadikan objek pemilikan suatu negara, seperti ozon,
19
udara yang senantiasa bergerak, lapisan atmosfir, dan elemen-
elemen lain yang berada di luar wilayah setiap negara.
Sehingga memungkinkan gerakan-gerakan, usaha-usaha
dan partisipasi yang bersifat internasional, yang menembus batas-
batas kedaulatan negara, untuk bersama-sama mengatur
pemanfaatan dan pengelolaan elemen-elemen lingkungan hidup
bumi.
3. Subjek Hukum Lingkungan Internasional
Berdasarkan definisi hukum lingkungan internasional yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa hukum lingkungan internasional merupakan
bagian dari hukum internasional publik, oleh karenanya hukum
internasional merupakan kerangka dasar dari hukum lingkungan
internasional. Sehingga subjek hukum lingkungan internasional adalah
subjek hukum internasional pada umumnya, seperti negara-negara,
organisasi-organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum
internasional bukan negara lainnya.28
Adapun yang dimaksud bahwa hukum lingkungan internasional
memiliki corak tersendiri, hal tersebut dideskripsikan melalui objek hukum
lingkungan internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga
dalam konteks hukum lingkungan internasional, ada peningkatan peran
subjek-subjek bukan negara, terutama subjek-subjek privat yang
sebenarnya tidak diterima sebagai subjek hukum internasional. Sebab,
28 Yusran Adrian Nisar, 2016, “Implementasi Convention on Biological Diversity 1992
Pada Sektor Kelautan di Indonesia”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar, hlm. 28.
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atas dasar konsep Global Environment yang dideskripsikan dalam objek
hukum lingkungan internasional, ada pemberian kesempatan dan
pengakuan oleh negara-negara terhadap peran subjek-subjek seperti itu,
dan atas dasar gerakan humanisme universal yang lahir dari konsep
Global Environment yang menempatkan manusia sebagai suatu
keseluruhan atau mengatasnamakan keseluruhan untuk bergerak
bersama-sama dalam gerakan lingkungan internasional untuk menentukan
sikap terhadap tindakan yang bersifat merusak lingkungan hidup.
4. Sumber-Sumber Hukum Lingkungan Internasional29
Sebagaimana halnya dengan sumber-sumber hukum internasional,
hukum lingkungan internasional memiliki sumber-sumber hukum seperti
perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum
umum, putusan mahkamah internasional, dan doktrin para ahli yang
disebutkan dalam pasal 38 statuta mahkamah internasional.
Meskipun hanya diatur dalam statuta mahkamah internasional,
sumber-sumber hukum tersebut telah diterima dan diakui sebagai suatu
sumber hukum yang menciptakan aturan yang mengikat bagi negara-
negara.
Hanya saja pasal 38 tidak secara eksplisit mengatur sumber-
sumber hukum secara hirarkis, khususnya diantara tiga sumber hukum
pertama yang disebutkan, yang ada adalah hubungan keterkaitan yang
kompleks. Umumnya, perjanjian internasional diinterpretasikan sesuai
dengan hukum kebiasaan yang memungkinkan, namun dengan perjanjian
29 Alexandre Kiss & Dinah Shelton., Op.Cit., hlm. 3-16.
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pula suatu hukum kebiasaan juga dapat diubah asalkan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
Praktik masyarakat internasional saat ini banyak mengandalkan
aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi internasional yang berbeda yang
dapat berkontribusi terhadap perkembangan aturan hukum baru,
khususunya dengan mengadopsi non-binding text (naskah tidak mengikat)
atau non-binding normative instrument (instrument hukum tidak mengikat)
atau umumnya dikenal dengan soft law. Instrument hukum seperti itulah
saat ini banyak memegang peranan dalam pembentukan hukum
internasional pada umumnya dan hukum lingkungan khususnya.
Instrument hukum tersebut banyak digunakan sebab dinilai lebih
fleksibel sehingga seluruh kehendak subjek hukum internasional bahkan
termasuk subjek yang tidak diterima sebagai subjek hukum internasional.
Subjek-subjek hukum tersebut dapat menempatkan normative statements
(pernyataan hukum) dan persetujuan-persetujuan. Bahkan instrumen
hukum dimikian dinilai lebih mudah sebab negoisasi atau perundingan
dalam memformulasikannya dapat lebih cepat daripada dalam bentuk
perjanjian lainnya. Instrument hukum seperti itu juga dinilai lebih mudah
untuk mengimplementasikan, selain itu peserta perunding akan mudah
menggunakan tekanan politik untuk memengaruhi peserta lainnya walau
tidak ada tuntutan untuk menyesuaikan norma hukum yang termuat
dengan hukum nasional suatu negara peserta, sehingga instrumen hukum
tersebut sarat dengan nilai pengetahuan ilmiah dan dinilai lebih ampuh
dapat mendorong kesadaran publik untuk melakukan perlindungan
terhadap lingkungan hidup.
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5. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional
a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pengertian dari sustainable development adalah pembangunan
yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi
kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi
kebutuhannya. Definisi diberikan oleh World Commision on
Environment and Development (WCED) atau Komisi Dunia untuk
Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana tersaji dalam laporan
komisi yang terkenal dengan komisi “Brutland” yang terumuskan
berupa 30: “if it meets the needs of the present without compromising
the ability of future generation to meet their own needs”
(pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan mereka).
b. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)31
Pernyataan tentang prinsip ini terdapat dalam deklarasi Rio (Rio
Declaration) yang dianggap sebagai salah satu ketentuan yang paling
penting, yaitu pada prinsip 15 yang berbunyi :
“in order to protect the environment, the precautionary principle
shall widely applied by states according to their capabilities. Where
there are threats of serious or irrecesible damage, lack of full
scientific certainly shall not be used a reason for postponing cost-
effective measure to prevent environmental degradation”
Bahwa dalam rangka melindungi lingkungan hidup, prinsip kehati-
hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai
30 Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif, Loc.Cit hlm. 50.
31 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, Op.Ci. ,hlm. 94-95.
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dengan kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan yang
serius dan irevesibel, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan
alas an untuk menunda langkah-langkah pembiayaan efektif untuk
mecegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.
Prinsip ini pada umumnya dianggap sebagai pengembangan dari
prinsip pencegahan yang tetap menjadi asas umum untuk hukum
lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kehati-hatian berarti
mempersiapkan untuk suatu potensi, hal yang tidak tentu, atau
bahkan ancaman hipotesis, ketika ada bukti yang takterbantahkan
bahwa kerusakan terjadi. Tindakan demikian merupakan bentuk
pencegahan yang didasari pada kemungkinan ataupun kontunjensi,
tetapi tidak sertamerta dapat menghilangkan semua resiko yang
diklaim, sebab ada klaim resiko yang kurang ilmiah, seperti ramalan
bintang atau penglihatan-penglihatan fisik.
c. Prinsip Keadilan Antargenerasi (Principle of Intergenerational
Equity)
Prinsip Keadilan Antargenerasi ( Principle of Intergenerational
Equity) negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan
lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi
sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini
terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan hak untuk melakukan
pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa mengurangi kemanpuan generasi mendatang dalam
memenuhi kebutuhannya. (the right to development must be fulled so
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as to equitably meet developmental and environmental needs of
present and future generations).32
d. Prinsip Keadilan Intragenerasi ( Principle of Intragenerational
Equity)
Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada
mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi ini
terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada
tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, di samping
terkait dengan distribusi sumber daya dan manfaat/ hasil
pembangunan. Konsep keadilan intragenerasi juga bisa dikaitkan
dengan distribusi risiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan
pembangunan. Keadilan intragenerasi merupakan prioritas pertama
dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini, menurut Langhelle33,
ditunjukkan dalam bagian pertama dari definisi pembangunan
berkelanjutan, yaitu “development that meets the needs of the
present…”. Bagian inilah yang menunjukkan adanya komitmen dari
negara-negara terhadap keadilan, termasuk redistribusi dari pihak
yang kaya kepada yang miskin, baik dalam level nasional, maupun
internasional. Selanjutnya, Prof. Ben Boer, pakar hukum lingkungan
dari Universitas Sidney, menunjuk kepada gagasan bahwa
masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki
hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan
32 Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif.,Op.Cit, hlm. 50.
33 R. C. Bishop, Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum
Standard”. Amerian Journal of Agricultural Economics, dikutip dalam Andri G. Wibisana,
“Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum
Lingkungan”, 2013 akan dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan
(forthcoming), hlm. 22.
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yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan, baik
secara nasional, maupun internasional.34
e. Prinsip Langkah Pencegahan (Principle of Preventive Action)
Prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada
tahap sedini mungkin. Dalam konteks pengendalian pencemaran,
perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara
pencegahan pencemaran daripada keberhati-hatian yang akan
diuraikan pada bagian berikut. Kedua prinsip menekankan pentingnya
langkah-langkah antisipasi pencegahan terjadinya masalah-masalah
lingkungan. Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara diberi
kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak
boleh melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang
bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.35
f. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)36
Prinsip ini berusaha menekankan agar kerugian yang timbul akibat
pencemaran lingkungan hidup ditanggung pihak yang melakukan
pencemaran. Prinsip ini dirumuskan oleh the Organisation Economic
Co-Operation and Development (OECD) sebagai sebuah prinsip
dengan pendekatan ekonomi dan merupakan langkah yang paling
efisien untuk mengalokasikan biaya pencegahan pencemaran dan
langkah-langkah pengendalian yang diajukan oleh otoritas publik
terhadap negara-negara anggota. Hal ini dimaksudkan untuk
34 H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, hlm. 148, dikutip dalam Laode M.
Syarif,Maskun & Birkah Latif, Op.Cit, hlm. 50.
35 FX Samekto, 2014, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Citra Aditya Bakti,
Jakarta, hlm. 120.
36 Alexander Kiss & Dinah Shelton.,Op.Cit, hlm. 95-97.
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mendorong penggunaan yang rasional terhadap sumber daya
lingkungan hidup yang langka dan untuk menghindari penyimpangan-
penyimpangan dalam perdagangan internasional dan penanaman
modal.
Rumusan prinsip ini termuat dalam Rio Declaration pada prinsip 16
berbunyi :
“National authority should endeavor to promote the internalization
of envirionmental cost and the use of economic instrument, taking
into account the approach that the polutter should, in principle,
bear the cost of poluution, with regard to the public interest and
without distorting international trade and investment”
g. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle)
Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau
pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan
alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan
lingkungan. Dalam rumusan Prinsip 15 Deklarasi Rio dinyatakan
sebagai berikut: ”In order to protect the environment, the
precautionary approach shall be widely applied by States according to
their capabilities. Where are threats of serious or irreversible damage,
lack of full scientic certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent environment
degradation”.
Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan
lingkungan yang didasarkan kepada satu hal yang perlu dalam
melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dapat
dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan.
Sungguh sangat merugikan sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi
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atau sudah terjadi kerusakan lingkungan, baru dapat diambil sebuah
keputusan setelah diketahui atau dibuktikan lebih dahulu secara
pasti.37
B. Gambaran Pemanasan Global
Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu CO2, CH4,
N2O, SF4, HFC dan PFC akibat aktifitas manusia menyebabkan
meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Hal ini
menyebabkan fenomena pemanasan global yaitu meningkatnya suhu
permukaan bumi secara global. Pemanasan global mengakibatkan
Perubahan Iklim, berupa perubahan pada unusur-unsur iklim seperti
naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara,
berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya akan
mengubah pola iklim dunia.38
Pemanasan global dan perubahan iklim terutama terjadi akibat
aktfitas manusia misalnya pemanfaatan bahan bakar fosil, kegiatan
pertanian dan peternakan, atau dikarenakan konversi lahan yang tidak
terkendali. Akibatnya suhu atmosfer bumi sekarang mengjadi 0,50C lebih
panas dibandingkan dengan suhu pada zaman pra-industri. Dalam jangka
panjang suhu bumi akan cenderung semakin panas dari suhu yang
seharusnya kita rasakan jika kita tidak berupaya menurunkan dan
menstabilkan konsentrasi GRK.39
37 Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif, Loc.Cit Hal. 62
38Laporan Delegasi Republik Indonesia, 2006, COP 12, Nairobi-Kenya,
http://climatechange.menlh.go.id/index.php?option=com docman&task=down&bid=10.
Diakses tanggal 24 oktober 2016 pukul 23.30 Wita
39 Ibid
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Gambar 2 : Ilustrasi efek gas rumah kaca40
Penjelasan singkat gambar diatas :
a. Sinar radiasi melewati atmosfir. Sinar radiasi yang datan sebesar
240watt/m2. Siar radiasi yang datan sebagian diserap oleh
permukaan bumi.
b. Radiasi terkonversi menjadi energi panas (inframerah) yang
menyebabkan radiasi gelombang pendek kembali ke atmosfir.
c. Beberapa radiasi inframerah diserap dan dipancarkan kembali oleh
molekul gas rumah kaca.
d. Beberapa dari radiasi terpantul oleh atmosfir dan permukaan bumi
e. Beberapa radiasi inframerah terpantul melewati atmosfir dan keluar
dari bumi.
40https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect#/media/File:The_green_house_effect.s
vg. Diakses pad 24 oktober 2016 pukul 22.36 WITA.
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Emisi gas rumah kaca berasal dari kegiatan manusia, terutama
yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (seperti minyak
bumi, gas bumi, batubara, dan gas alam). Pembakaran bahan bakar fosil
sebagai sumber energi listrik, transportasi dan industri akan menghasilkan
karbon dioksida dan gas rumah kaca lain yang dibuang ke udara. Proses
ini meningkatkan efek rumah kaca. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran
bahan bakar fosil menyumbang 2/3 daru total emisi yang dikeluarkan ke
udara. Sedangkan 1/3 lainnya dihasilkan kegiatan manusia dari sektor
kehutanan, pertanian, dan sampah.41
C. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional
1. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Persoalan perubahan iklim dampaknya dirasakan semakin
meningkat seiring dengan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer
yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janiero, Brazil tahun 1992, menghasilkan
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC).
Konvensi perubahan iklim bertujuan untuk menstabilisasi
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak
membahayakan sistem iklim. Tingkat konsentrasi yang dimaksud harus
41 Randy Rinaldy, 2011, “Pengaruh Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation (REDD+) Terhadap Penanggulangan Perubahan Iklim”, Skripsi, Sarjana
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.
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dapat dicapai dalam satu kerangka waktu tertentu sehingga memberikan
waktu yang cukup kepada ekosistem untuk beradaptasi secara alami
terhadap perubahan iklim dan dapat menjamin produksi pangan  tidak
terancam dan pembangunan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.
Konvensi Peubahan Iklim berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994,
dimana negara-negara yang meratifikasi konvensi dibagi dalam 2 (dua)
kelompok, yaitu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I . Negara Annex
I adalah negara-negara penyumbang emisi GRK sejak revolusi industri.
Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak
termasuk dalam Annex I yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih
sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah.42
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Framework Convention on Climate Change dan termasuk
dalam Negara Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi
terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai
peluang dukungan yang ditawarkan UNFCC dalam upaya mencapai
tujuan konvensi tersebut.
Untuk  menjalankan tujuan konvensi, UNFCC membentuk badan
pengambilan keputusan tertinggi yaitu pertemuan para pihak (Conference
of the Parties,COP). Fungsi dari pertemuan para pihak adalah mengkaji
pelaksanaan Konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para pihak
42 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2016, Perjajian Paris dan Nationally
Determined Contribution, Direktorat Jenderal Oengendalian Perubahan Iklim Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kahutanan Republik Indonesia, hlm. 34.
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sesuai tujuan Konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran
informasi, membuat rekomendasi kepada Para Pihak, dan mendirikan
badan-badan pendukung jika dipandang perlu. COP/CMP merupakan
pertemuan tahunan Para Pihak UNFCC dan Conferences of the Parties
serving as meeting of parties to the Protokol Kyoto (CMP). COP/CMP
adalah otoritas pengambilan putusan tertinggi di bawah UNFCC.
Pertemuan COP/CMP didukung dengan 2 (dua) badan yaitu Badan
Pendukung terkait dengan aspek ilmiah dan terknologi atau subsidiary
body for scientific and technological advice (SBSTA) dan badan
pendukung untuk pelaksanaa konvensi atau subsidiary body for
implementation (SBI). SBSTA memberikan informasi dan rekomendasi
ilmiah serta teknologi secara tepat waktu kepada COP, sedangkan SBI
membantu COP mengkaji pelaksanaan dari Konvensi.43
A. Conference of the Parties (COP-1) diadakan di berlin tanggal 28
Maret – 7 April 1995. Intergovermental Committee for a Framework
Convention on Climate Change (INC) menyelesaikan  tugasnya
untuk mempersiapkan implementasi konvensi. Para pihak
menyetujui komitmen untuk negara-negara industri dan
menghasilkan “Berlin mandate” yang menyebutkan tentang
komitmen tambahan. Adapun hasil COP-1 adalah44 :
a. Membentuk Ad Hoc on the Berlin Mandate untuk
menindaklanjuti negoisasi
b. Memutuskan perlunya dilakukan pertemuan Subsidary Body for
Implementation (SBI, Article 10 Konvensi) dan Subsidary Bdy for
43 Ibid
44 Laporan Delegasi Republik Indonesia, Op.Cit, hlm.6
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Scientific and Technological Advice (SBSTA, Article 9
Konvensi).
B. COP-2 dilaksanakan pada 1996 di Jenewa. Hasil yang dicapai dai
COP-2 antara lain45 :
a. Mencatat program kerja dari SBI dan melaksanakannya dengan
bantuan secretariat serta melaporkan program kerja tersebut
pada COP-3
b. Perlunya dukungan teknis dan finansial bagi negara anggota
khususunya negara berkembang dalam upaya meningkatkan
kemampuan mengimplementasikan komitmen mereka di bawah
konvensi.
C. COP-3 dilaksanakan pada tanggal 1-11 Desember 1997 di Kyoto.
Sekitar 10.000 delegasi, observer, dan jurnalis berpartisipasi dalam
even besar ini. Hasil dari COP-3 antara lain46 :
a. Adopsi The Kyoto Protocol to The United Nations Framework
Convention on Climate Change.
b. Perlunya SBI melakukan identifikasi dan menentukan tindakan
yang diperlukan bagi negara-negara berkembang, termasuk
pendanaan, asuransi, dan transfer energi.
D. Karena tidak cukup waktu untuk menyelesaikan semua prangkat
praktis bagaimana protokol itu akan diimplementasikan, maka COP-
45 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop2/15a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
46 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
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4 diadakan di Boenos Aires pada tanggal 2-13 November 1998
yang menghasilkan47 :
a. Buenos Aries of Action Plan (BAPA), yaitu rencana dua tahun
untuk melengkapi perangkat praktis implementasi protokol.
b. Membahas mengenai Land-use, Land-use Change, and
Forestry (LULUCF)
E. Agenda COP-5 yang dilaksanakan di Bonn 15 Oktober - 5
November 1999 adalah sebagai berikut48 :
a. Implementasi BAPA
b. Mengadopsi guidelines for the preparation of national
Communications by parties included Annex I to the Convention
yang dibagi menjadi dua bagian yaitu UNFCC reporting
guidelines on annual infertories dan UNFCC reporting guidelines
on national communication.
F. COP-649 diadakan pada tanggal 6-25 November 2000 di Den Haag.
COP-6 menghasilkan perkembangan yang bagus namun belum
bisa mengatasi semua permasalahan yang ada. Pertemuan
tersebut tertunda dan dilanjutkan pada tanggal 16-27 Juli 2001 di
Bonn. Dalam sesi ini dihasilkan persetujuan politis dalam Modalities
of the Kyoto Protocol. Dihasilkan pula Bonn Agreement tentang
perdagangan emisi, Clean Development Mechanism (CDM), aturan
untuk menghitung reduksi emisi dan Carbon Sinks, dan Compliance
47 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop4/16a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
48 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop5/06a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
49 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop6/05a02.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
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regime. Selain itu juga menggarisbawahi paket dukungan keuangan
dan teknologi untuk membantu negara berkembang agar dapat
berkontribusi dalam aksi global perubahan iklim dan dampaknya.
Pada COP-6 pula diusulkan masuknya sektor kehutanan dalam
CDM.
G. Agenda COP-750 di Marrakesh salah satunya yaitu finalisasi teknis
secara rinci mengenai Bonn Agreement terkait dengan Protokol
Kyoto yang disebut “Marrakesh Accord”. Disahkan kegiatan
Aforestasi51 dan Reforestasi52, sedangkan pencegahan terhadap
deforestasi (Avoided Deforestation) tidak termasuk.
H. COP-853 diadakan tahun 2002 di New Delhi. Merupakan sesi
pertama yang dilakukan setelah penyelesaian negoisasi BAPA.
COP-8 mengadopsi Delhi Ministerial Declaration on Climate
Change and Suistanable Development dan New Delhi Work
Programe dalam aspek pendidikan, pelatihan, dan public
awareness.
50 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
51 Aforestasi adalah konservasi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan
penanaman (biasa disebut penghijauan) dengan menggunakan jenis tanaman (Species)
asli (Native) atau dari luar (introduce). Menurut Marrakesh Accord (2001), kegiatan
penghjauan tersebut dilakukan pada kawasan yang limapuluh tahun sebelumnya bukan
merupakan hutan.
52 Reforestasi berarti penanaman kembali lahan hutan yang rusak. Menurut Marrakesh
Accord (2001), kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan yang rusak
sebelum 21 Desember 1969.
53 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop8/07a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
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I. Tahun 2003, COP-954 dilaksanakan di Milan. Menghasilkan
keputusan mengadopsi keputusan kegiatan aforestasi dan
reforestasi di bawah skema CDM.
J. Tahun 2004, COP-1055 di Buenos Aries membahas adaptasi
perubahan iklim dan menghasilkan Buenos Aries Programme of
Work on Adaptation and Response Measure.
K. Tahun 2005, COP-11 dan COP/MOP-1 di Montreal56. Protokol
Kyoto mulai berlaku sejak Februari dan pada penyelenggaraan
COP-11 ini dilangsungkan pula 1st Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (
COP/MOP-1). Salah satu keputusan penting yang dicapai adalah
“Consideration of Commitments for subsequent periods for Annex I
parties to the Convention under Article 3.9 of the  Kyoto Protocol”
(decision 1/ CMP-1), dimana negara anggota memutuskan untuk
mempertimbangkan komitmen lanjutan negara Annex I untuk
periode setelah 2012. Hal ini mendorong pembentukan Ad Hoc
Working group of Parties to the Kyoto Protocol (AWG-KP) untuk
meinidaklanjutinya dan dilaporkan kepada COP/MOP.
L. Tahun 200657, CP-12 dan COP/MOP-2) di Nairobi. Dalam
pertemuan ini dibahas beberapa hal yaitu :
54 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop9/06a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
55 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop10/10a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 15.00 Wita
56 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop11/05a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 20.00 Wita
57 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop12/05a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 20.00 Wita
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a. Mengajak Parties non-Annex I untuk menggunakan prioritas
adaptasi yang strategis dan pengembangan kapasitas yang
didanai oleh Global Enviroment Facilities (GEF), dalam rangka
merespon panduan COP, dan pendanaan yang dijanjikan
kepada Special Climate Change Fund (SCCF).
b. Mengadopsi Five-year program of work SBSTA dan harus
dijalankan secara konsisten dengan Term Of Refference SBSTA
(article 9 UNFCC)
M. Tahun 200758, COP-13 dilaksanakan di Bali. Dalam pertemuan
tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya :
a. Kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang
dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan menurunkan
suhu bumi sekurang-kurangnya 2 derajat celcius sampai 2050.
b. Dana adaptasi : negara maju menyiapkan anggaran USD 30
juta – USD 300 juta yang akan diimplementasikan mulai 2008
hingga berakhinya Protokol Kyoto pada 2013.
c. REDD (Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation). Setuju melakukan langkah-langkah nyata
mengurangi emisi dari deforestasi, dan akan segera membuat
program kerja untuk mengatur metodologinya. Negara maju
sepakat memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk
membantu negara bekembang dalam program REDD.
d. CDM (Clean Development Mechanism). Negara-negara yang
menandatangani Protokol Kyoto membeli CER (Certified
58 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop13/06a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 20.00 Wita
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Emissions Reduction) untuk menutupi setengah dari emisi yang
mereka keluarkan. Dana USD 2,6 miliar disiapkan untuk
membayar CER dari Protokol Kyoto. Masing-masing sertifikat itu
setara dengan satu ton CO2.
N. Tahun 2008, COP-1459 di Bonn. Pada pertemuan ini dibahas
tentang perkembangan Bali Action Plan, transfer teknologi dan
pengembangan teknologi kepada negara Non-Annex I dan juga
tentang pedoman lanjutan pendanaan di negara miskin. Selain itu
yang banyak dibahas juga mengenai bagaimana perkembangan
dan tindak lanjut dari fasilitas global lingkungan pada negara-
negara berkembang ataupun negara maju.
O. COP-1560 dilaksanakan pada tahun 2009 di Kopenhagen.
Pertemuan ini merupakan kesempatan terbaik dan terakhir dalam
upaya menjawab tantangan dampak perubahan iklim. Konferensi ini
akan menjadi forum akbar komunitas lingkungan global dalam
upaya menyelamatkan masa depan planet bumi. Langkah tersebut
juga menjadi penting karena akan menentukan kesepakatan final
pengganti Protokol Kyoto. Kesepakatan yang bertujuan utama
mencegah terus berlanjutnya dampak negatif perubahan iklim.
P. Tahun 2010, COP-1661 di Cancun, Meksiko. Sampai COP 16 di
Cancun, Mexico, negara-negara yang berpartisipasi di dalam PBB
Perubahan Iklim belum bisa mencapai kesepakatan yang mengikat.
59 Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop14/05a01.pdf#page=3., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 20.00 Wita
60Htttp://unfcc.int/resource/docs/cop15/05a01.pdf#page=4., diakses pada tanggal 5
November 2016, pada pukul 20.00 Wita
61Http://unfccc.int/cop16_cancun/resource/docs/2010/cop16/eng/11a01.pdf#page=5,
diakses pada 8 November 2016 pukul. 09.00 Wita
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Di Cancun disepakati kesepakatan tidak mengikat yang merinci
secara detail mengenai skema REDD+ yang berpotensi
menggantikan atau memperkuat Protokol Kyoto. Yang jelas hasil
COP 16 merupakan kabar baik bagi negara-negara yang masih
memilki hutan yang luas seperti Brazil, Kongo, Indonesia dan
Guyana. Negara-negara maju juga berkomitmen untuk menambah
bantuan untuk kegiatan adaptasi, mitigasi dan teknologi sebanyak
USD 100 miliar dolar diatas komitmen USD30 miliar dolar dijanjikan
di COP 15 di Copenhagen, Denmark tahun lalu. Dalam
kesepakatan COP 16 di Cancun telah disepakati aksi untuk
adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi dalam menangani
perubahan iklim. Pada Bagian III, disepakati usaha memitigasi
perubahan iklim melalui pencegahan deforestasi dan degredasi
hutan. Dalam poin C dari bagian III di jelaskan yang termasuk
skema Reduction Emission From Deforestation and Degredation+
atau REDD+ adalah sebagai berikut: Sebelumnya hanya dua
definisi saja untuk REDD. Sekarang REDD+ definisinya menjadi
lima yaitu: penurunan emisi dari deforestasi ;Penurunan emisi dari
degradasi hutan; Konservasi stok karbon di hutan (Conservation of
forest carbon stocks); Penurunan emisi dari pengelolaan hutan
lestari (Sustainable management of forest) dan Penambahan stok
karbon di hutan (Enhancement of forest carbon stocks).
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Q. Tahun 2011, COP-1762 Durban, Afrika Selatan. Konferensi Badan
Dunia untuk Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-17 yang
berlangsung di Durban Afrika Selatan menghasilkan “Durban
Platform“. Ada dua kesepakatan utama dari COP17 Durban yaitu
diperpanjangnya mandat Kelompok Kerja Adhoc untuk Kerjasama
Jangka Panjang (The Ad Hoc Working Group on Long-term
Cooperative Action under the Convention/AWG-LCA) dan
dibentuknya badan baru yaitu Kelompok Kerja Adhoc Durban
Platform (Adhoc Working Group on Durban Platform). Kuki
Soejachmoen menjelaskan Adhoc Working Group on Durban
Platform akan bertugas menyepakati kerangka multilateral
perubahan iklim dengan dua pilihan utama, yaitu membentuk
protokol baru atau melalui format hukum lain yang memiliki `legal
certainty` pasca berakhirnya komitmen kedua Protokol Kyoto. COP
17 di Durban selain itu juga menyepakati diperpanjangnya masa
kerja Kelompok Kerja Adhoc untuk komitmen dibawah Protokol
Kyoto (The Ad Hoc Working Group on Further Commitments for
Annex I Parties under the Kyoto Protocol/AWG-KP) antara lain
adalah disepakatinya komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang
dimulai 2013 sampai 2017 atau sampai 2020.
R. Tahun 2012, COP-1863 Doha, Qatar. Presiden COP18/CMP8,
Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, menutup konferensi dengan
beberapa keputusan penting diantaranya mengenai kelanjutan
62 http://unfccc.int/cop17_durban/resource/docs/2011/cop17/eng/11a01.pdf#page=9,
diakses pada 8 November 2016 pukul. 09.00 Wita
63 http://unfccc.int/cop_doha/resource/docs/2012/cop18/eng/11a01.pdf#page=11, diakses
pada 8 November 2016 pukul. 09.00 Wita
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Protokol Kyoto periode komitmen kedua, pengurangan emisi
dengan ambisi yang lebih besar, serta pelaksanaan komitmen
penyediaan pendanaan jangka panjang oleh negara maju untuk
membantu negara berkembang melaksanakan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim. Namun keputusan yang tertuang dalam
Doha Climate Gateway tersebut tidak sepenuhnya memuaskan
bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lain. Khususnya
mengenai komitmen pengurangan emisi dan penyediaan
pendanaan oleh negara maju. Sebanyak 37 negara maju dan Uni
Eropa telah menyepakati pelaksanaan periode komitmen kedua
(Second Commitment Period) selama 8 tahun terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2013. Namun negara-negara tersebut hanya
merepresentasikan kurang dari 20 persen emisi gas rumah kaca
dunia. Tiga negara maju yaitu Rusia, Jepang dan Selandia Baru
memutuskan tetap menjadi anggota Protokol Kyoto, namun tidak
berkomitmen menurunkan emisi. Sementara Kanada bergabung
dengan Amerika Serikat keluar dari Protokol Kyoto.
S. COP 1964 dilaksanakan pada November 2013 di Warsawa,
Polandia. Beberapa keputusan penting yang berhasil disepakati,
antara lain mengenai penajaman rencana kerja menuju
kesepakatan 2015, the Warsaw Framework for REDD+, the
Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, dan yang
terkait dengan peningkatan dan penyaluran pendanaan perubahan
iklim Negara-negara Pihak UNFCCC telah menyepakati bahwa
64 http://unfccc.int/cop_doha/resource/docs/2013/cop19/eng/11a01.pdf#page=11, diakses
pada 8 November 2016 pukul. 09.00 Wita
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pada COP21, akhir tahun 2015 di Paris, Perancis, akan diadopsi
suatu protokol, instrumen legal atau keputusan yang memiliki
kekuatan hukum sebagai basis kerangka kerja global baru untuk
penanganan masalah perubahan iklim pasca 2020. Keputusan di
Warsawa menegaskan perlunya tahap-tahap persiapan menjelang
COP21, antara lain upaya setiap negara di dalam negeri masing-
masing untuk menyiapkan kontribusi mereka yang akan menjadi
bagian dari komitmen global pasca 2020, yang ditetapkan sendiri
(nationally determined contribution) dan tanpa pretensi atas sifat
hukum dari kontribusi tersebut (without prejudging the legal nature
of the contributions). The Warsaw Framework for REDD+
merupakan paket dari tujuh keputusan terkait implementasi lebih
lanjut skema “reducing emission from deforestation and forest
degradation (REDD) plus”, termasuk di dalamnya metodologi,
koordinasi dan kelembagaan, safeguards, penyebab deforestasi
dan pendanaan. The Warsaw Framework for REDD+ diperkuat
dengan komitmen penyediaan dana dari Amerika Serikat, Norwegia
dan Inggris sebesar USD280 juta. Keputusan COP19 tersebut
memberikan panduan perlindungan lingkungan dan membuka jalan
untuk pelaksanaan penuh skema REDD+ di lapangan yang
transparan dan terjamin pendanaannya. Selain itu, telah disepakati
operasionalisasi sistem MRV (measurement, reporting and
verification) untuk aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk untuk
REDD+. Sedangkan keputusan the Warsaw International
Mechanism for Loss and Damage merupakan hasil kompromi
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perundingan antara negara berkembang khususnya least
developed countries (LDCs) dan aliansi negara kepulauan kecil
(AOSIS) yang menginginkan mekanisme penggantian tersendiri
atas kehilangan dan kerusakan (loss and damage) dari dampak
perubahan iklim yang bukan bagian dari adaptasi dan kelompok
negara maju seperti Australia, Jepang, Uni Eropa, Norwegia dan
Amerika Serikat yang menginginkan mekanisme penggantian
tersebut masuk dalam konteks adaptasi. Mekanisme tersebut
bersifat interim dan akan ditinjau kembali tiga tahun mendatang
(2016).
T. COP20/CMP10 UNFCCC65 dilaksanakan di Lima,Peru. Lima Call
for Climate Action merupakan keluaran utama dari perundingan
yang dilaksanakan di Lima sejak 1 Desember 2014. Dalam
keputusan ini, semua negara pihak menyepakati bahwa upaya
pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan
dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan
menggunakan keluaran legal yang akan disepakati pada tahun
2015. Keluaran legal yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh
Negara Pihak ini dapat berbentuk Protokol (sebagai pengganti dari
Protokol Kyoto), instrumen legal lain, maupun kesepakatan dengan
kekuatan implementasi legal. Dalam keputusan yang sama, seluruh
Negara Pihak juga menyepakati bahwa intended nationally
determined contributions (INDCs) yang merupakan bentuk
partisipasi aktif masing-masing Negara Pihak, harus disampaikan
65http://unilubis.com/2014/12/21/siaran-pers-dnpi-hasil-ktt-perubahan-iklim-cop-20/,
diakses pada tanggal 8 November 2016, pukul 09.00 Wita
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oleh seluruh Negara Pihak sebelum berlangsungnya COP21 di
Paris pada akhir 2015.
U. COP 2166 Paris, Perancis digelar 30 November 2015 dan berakhir
pada 13 Desember 2015 Sebanyak 195 negara peserta Konferensi
Perubahan Iklim, atau Conference of Parties (COP) 21 menyetujui
Kesepakatan Paris (Paris Agreement), yaitu kesepakatan
internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca pasca 2020.  Setidaknya terdapat lima poin penting dalam
kesepakatan ini. Pertama, upaya mitigasi dengan cara mengurangi
emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu
bumi yang disepakati yakni di bawah 2 C dan diupayakan ditekan
hingga 1,5 C. Kedua, sistem penghitungan karbon dan
pengurangan emisi secara transparan. Ketiga, upaya adaptasi
dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi
dampak perubahan iklim.  Keempat, memperkuat upaya pemulihan
akibat perubahan iklim, dari kerusakan.  Kelima bantuan, termasuk
pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau
dan berkelanjutan
2. Protokol Kyoto
Dalam rangka mengimplementasikan tujuan Konvensi Perubahan
Iklim untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem
iklim, pada siding ketiga Konferensi Para Pihak (COP-3) yang
diselenggarakan di Kyoto, Jepang tahun 1997, dihasilkan suatu consensus
66 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Op.Cit, hlm. 11.
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berupa keputusan (Decision 1/CP.3) untuk mengadopsi Protokol Kyoto
untuk Konvensi kerangka PBB tentang perubahan iklim.
Protokol Kyoto merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5
persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.
Komitmen yang mengikat secara hukum ini bertujuan untuk
mengembalikan tendensi peningkatan emisi secara historis dimulai dari
negara-negara tersebut 150 tahun yang lalu. Protokol Kyoto menempatkan
beban yang lebih berat untuk negara-negara maju, dengan berdasar
kepada prinsip common but differentiated responsibilities.67
Secara umum, Protokol Kyoto dapat dikelompokkan dalam
beberapa kelompok pembahasan utama68. Kelompok Pertama adalah
bagian awal dari Protokol Kyoto yang mengatur secara detail baik definisi-
definisi yang akan digunakan dalam pelaksanaan protocol. Selain itu
dalam bagian awal juga memuat kewajiban yang dipisah menjadi
kewajiban semua pihak dan kewajiban dari pihak yang terdapat dalam
Lampiran I. Dibawah naungan Protokol Kyoto setiap negara maju yang
tergabung dalam Annex I dituntut untuk dapat menurunkan nilai
kandungan 6 komponen utama gas rumah kaca (karbondioksida, metan,
nitroksida, HFC, SF6, dan PFCs) sebesar 5% dalam kurun waktu 2008-
2012 berdasarkan perhitungan emisi yang ada pada tahun 1990.
Kelompok Kedua, memuat ketentuan mengenai komitmen para
pihak dalam rangka pelaksanaan penurunan emisi. Bagian ini pada satu
67 ibid
68 Deni Bram, Op.Cit, hlm. 117.
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sisi mengatur secara umum mengenai tugas dari seuluruh negara untuk
melaksanaan komitmen yang telah ditentukan.69 Pada sisi lain, bagian ini
juga memberikan panduan mengenai tata cara penurunan emisi yang
dapat dilakukan khusus oleh negara-negara maju dengan memberikan
bantuan finansial kepada negara berkembang dalam rangka
melaksanakan komitmennya yang ditentukan.
Kelompok Ketiga70 mengatur beberapa mekanisme pasar yang
dapat digunakan dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca. Protokol
Kyoto mengatur secara eksplisit 5 (lima) mekanisme yang dapat
digunakan secara sistematis yaitu pemenuhan target secara bersama-
sama (Join Implementation), Clean Development Mechanism (CDM),
Emissions Trading (ET), dan pembentukan pembantuan finansial.
3. Bali Road Map
Dalam perkembanganya yang terakhir, UNFCCC ke-13 yang
diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada akhir tahun 2007 juga
menorehkan langkah maju. Setelah menggelar pertemuan selama dua
minggu secara berturut-turut, akhirnya seluruh delegasi dari 190 negara
menyepakati konsensus untuk menekan laju perubahan iklim. keputusan
tersebut diperoleh secara mengejutkan setelah delegasi Amerika Serikat
akhirnya bersedia menerima konsensus bersama yang dituangkan pada
Peta Jalan Bali (Bali Road Map). Kendati demikian, hasil kajian ilmiah dari
panel antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) membawa berita
yang kurang baik dengan kesimpulan bahwa dalam kurun waktu tidak
69 Lihat Perumusan Pasal 10 Protokol Kyoto
70 Ibid
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lebih dari 50 tahun ke depan, bongkahan-bongkahan es yang berada di
Kutub Utara akan hilang. Lebih lanjut, IPCC memperkirakan akan
terjadinya kenaikan suhu antara 1,8 – 4 derajat celcius. Dan kenaikan
permukaan air laut antara 28 hingga 34 cm, serta terjadinya peningkatan
gelombang udara panas dan badai tropis.71
Sejak awal, pertemuan di Bali dirancang untuk membicarakan butir-
butir usulan yang berkaitan dengan pengaturan perubahan iklim setelah
(pasca) 2012 (penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) periode kedua).
Hal ini ternyata mengalihkan pembicaraan mengenai tanggung jawab
negara Annex 1 (negara maju) untuk menurunkan emisi (GRK) sebesar
5% pada 2008-2012 (komitmen periode pertama dalam Protokol Kyoto).
Bagaimana komitmen periode pertama ini akan dijalankan dan hasil apa
yang diharapkan tidak dibahas sehingga nampak seperti tanpa arah yang
jelas. Hal ini karena beberapa negara maju masih enggan menurunkan
emisi GRK nasional mereka, dan enggan untuk menyelesaikan komitmen
mereka menyediakan dana dan alih teknologi agar negara berkembang
juga bisa beralih ke arah pembangunan yang ramah iklim. Dengan
membuat komitmen periode pasca 2012 sebagai hal yang utama, negara
maju mengalihkan perhatian masyarakat dari komitmen mereka sendiri
yang hingga kini belum jelas apakah akan dilaksanakan.
Di antara beberapa keputusan penting lain adalah:
71 Pan Mohamad Faiz, 2008, Perubahan Iklim dan Perlindungan Lingkungan: Suatu
Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi. Dalam Muhamad Erwun, Hukum Lingkungan
Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung,
hlm. 156.
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1. Dana Adaptasi: akhirnya disepakati operasionalisasi Dana Adaptasi
(Adaptation Fund) dengan menetapkan sebuah Dewan yang akan
menjalankan program. Keputusan UNFCCC menggariskan
komposisi, keanggotaan, aturan main, dan institusi dari Dewan.
Untuk sementara, sekretariat Dana adalah Global Environmental
Facility (GEF). Negara Maju diharapkan menjadi penyedia utama
dana yang berjumlah US$ 18.6 juta sampai US$ 37.2 juta. Banyak
pihak menganggap jumlah dana ini tidak mampu mendukung upaya
darurat dalam mengatasi kerusakan akibat perubahan iklim yang
terus terjadi. Oxfam memperkirakan diperlukan minimum US$ 50
milliar setiap tahun untuk membantu negara berkembang
beradaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Alih Teknologi: Ada dua keputusan, satu di bawah SBSTA, dan satu
lagi di bawah SBI. Keputusan di bawah SBSTA mengadopsi
rekomendasi untuk meningkatkan implementasi seperangkat
langkah untuk alih teknologi. Keputusan di bawah SBI menetapkan
langkah-langkah alih teknologi yang perlu didanai dan meminta
GEF untuk menjabarkan program strategis bagi investasi di bidang
alih teknologi. Keputusan ini amat tidak membumi, tapi dianggap
kemajuan dibandingkan beberapa tahun lalu, dimana negara maju
tidak mau membuat keputusan apapun tentang alih teknologi.
3. Deforestasi dan Degradasi Hutan: keputusan ini menyangkut
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara
berkembang, biasa dikenal sebagai REDD. Keputusan tentang
REDD mengakui bahwa kebutuhan masyarakat lokal dan adat
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harus dipertimbangkan ketika mengambil langkah mengurangi
deforestasi. Keputusan ini juga meminta negara-negara yang
mampu untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam
pengumpulan data, perkiraan emisi dari deforestasi, pemantauan
dan pelaporan berkaitan dengan emisi dari deforestasi di negara
berkembang. Selanjutnya, SBSTA diberikan tugas untuk
merumuskan isu-isu metodologi berkaitan dengan pendekatan
kebijakan dan insentif positif pada REDD yang akan dilaporkan
pada COP 15 pada 2009. Segala janji tentang pendanaan sebagai
insentif untuk mengurangi deforestasi belum lagi terwujud.
4. Perjanjian Paris 2015 (Paris Agreement 2015)
Untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim,
pada pertemuan COP-13 tahun 2007 di Bali, Indonesia, dihasilkan Bali
Action Plan, yang diantaranya menyepakati pembentukan The Ad Hoc
Working Group on Long-term Cooperative Action under The Convention
(AWG-LCA). AWG-LCA bertujuan mengefektifkan kerangka kerjasama
jangka panjang sampai dengan tahun 2012 dan setelah tahun 2012.72
Sesuai keputusan COP-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan,
dibentuk The Ad Hoc Workinc Group on the Durban Platform for
Enhanced Action (ADP), dengan mandat untuk mengembangkan protokol,
instrumen legal lainnya di bawah konvensi yang berlaku untuk seluruh
negara pihak (applicable to all Parties), yang harus diselesaikan paling
lambat tahun 2015 pada pertemuan COP-21.73
72 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Op.Cit, hlm. 21.
73 ibid
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Pertemuan para Negara Pihak UNFCC yang ke-21 atau
COP21/CMP11 UNFCC telah menyepakati untuk mengadopsii
serangkaian keputusan (decisions) di antaranya Decision1/CP.21 on
Adoption for the Paris Agreement sebagai hasil utama. Perjanjian Paris
mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang
dibedakan sesuai kapabilitas negara pihak, dengan mempertimbangkan
kondisi nasional yang berbeda-beda.74
Secara umum, pokok-pokok Perjanjian Paris adalah75 :
a. Tujuan Perjanjian Paris adalah untuk membatasi kenaikan suhu
global di bawah 2 derajat celcius dari tingkat pra-industri dan
melakukan upaya membatasinya hingga 1,5 derajat celcius.
b. Dalam rangka pencegahan kenaikan suhu global tersebut,
masing-masing negara berupaya untuk mencapai tingkat emisi
tertinggi global secepatnya. Masing-masing negara
menyampaikan kontribusi penurunan emisi yang dituangkan
dalam dokumen Nationally Detemined Contribution (NDC).
Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap priode,
dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk
meningkatkan ambisi tersebut.
c. Setiap negara didorong untuk mendukung pendekatan kebijakan
dan insentif positif untuk aktifitas penurunan emisi dan
deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan
74 Ibid
75 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Op.CIt, hlm. 23.
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berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon
hutan (REDD+) termasuk melalui result-based payments.
d. Mekanisme market non-market yang dapat digunakan oleh
negara-negara dalam rangka penurunan emisi.
e. Telah ditetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas
adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan
terhadap perubahan iklim. Negara-negara diharapkan
menyampaikan dan melakukan perkembangan secara periodik
mengenai prioritas, implementasi dan kebutuhan dukungan
untuk aksi adaptasi.
f. Diakui pentingnya minimalisasi dan mengatasi loss and damage
akibat dampak buruk perubahan iklim.
g. Negara maju harus menyediakan dukungan pendanaan kepada
negara berkembang dan memimpin dalam mobilisasi
pendanaan dari berbagai sumber. Selain itu, negara
berkembang dapat pula memberikan dukungan secara
sukarelah.
h. Seluruh negara akan meningkatkan aksi kerjasama di bidang
pengembangan dan transfer teknologi. Selain itu, peningkatan
kapasitas akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan negara berkembang.
i. Dalam rangka membangun kepercayaan dan meningkatkan
efektifitas implementasi, kerangka transparansi yang lebih kuat
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dibentuk meliputi aksi maupun dukungan fleksibilitas bagi
negara berkembang. Kerangka ini  merupakan pengembangan
dari yang sudah ada di bawah konvensi.
j. Global stocktake untuk implementasi aksi dalam rangka
mencapai tujuan Perjanjian Paris akan dilakukan pada tahun
2023 dan selanjutnya secara rutin setiap lima tahun.
k. Perjanjian Paris akan mulai berlaku sebulan setelah 55 negara
yang mencerminkan 55% emisi global bergabung (double
steshold).
Perjanjian Paris secara efektif berlaku 30 hari setelah diratifikasi
oleh paling sedikit 55 negara pihak konvensi yang jumlah total emisinya
sekurang-kurangnya 55 persen dari jumlah total emisi gas rumah kaca
global. Perjanjian Paris sendiri open for signature selama satu tahun mulai
tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017. Untuk mnunjukkan komitmen
politik yang kuat, pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian
Paris tersebut pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New
York. Setelah penandatanganan maka proses ratifikasi dapat dilakukan.76
D. Instrumen Hukum Nasional
1. Ratifikasi Protokol Kyoto
Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate
76 Ibid
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Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).
Konvensi Perubahan Iklim melalui undang-undang Nomor. 6 tahun
1994. Ratifikasi Protokol Kyoto disetujui oleh DPR Tanggal 28 Juni 2004
dan melalui undang-undang No. 17 Tahun 2004 Indonesia meratifikasi
Protokol Kyoto, dan disampaikan ke Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim
Tanggal 3 Desember 2004 melalui Departemen Luar Negeri. Indonesia
sebagai Negara berkembang tentunya juga ikut melaksanakan prinsip dan
implementasi yang telah disepakati dalam Protokol Kyoto. Dalam
mendukung implementasi Protokol Kyoto, Pemerintah Indonesia telah
membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dan mendukung proses
pelaksanaan Protokol Kyoto. Adapun kebijakan tersebut antara lain adalah
melalui upaya mitigasi merupakan cara yang dianjurkan Protokol Kyoto,
yang telah diratifikasi November 2004. Mitigation (mitigasi) adalah
tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk
meningkatkan penyimpanan karbon dalam rangka mengatasi perubahan
iklim. Mitigasi merupakan pola pembangunan yang tahan terhadap
dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat
ini dan antisipasi dampaknya ke depan. 77
Upaya mitigasi ditujukan terhadap sektor-sektor yang selama ini
mengemisikan Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer. Berdasarkan
Ratifikasi Protokol Kyoto undang-undang Nomor17 tahun 2004, upaya
mitigasi ditujukan untuk berbagai program antara lain: Program Menuju
77 Cindy Aulia, 2015, Dampak Ratifikasi Protokol Kyoto Terhadap Kebijakan Pemerintah
Indonesia Dalam Menjaga Kelestarian Ekosistem Hutan Di Provinsi Riau Tahun 2004-
2014, Jurnal Fisip Universitas Riau Vol 2 No. 2, Riau, hlm. 8-9.
53
Indonesia Hijau (MIH) dan Master Plan berupa pengendalian kebakaran
hutan dan illegal logging. Secara konseptual, peran hutan dalam mitigasi
perubahan iklim sangatlah sederhana yaitu melalui pengurangan emisi
dan peningkatan kapasitas serapan Gas Rumah Kaca. Namun untuk
operasionalisasinya, memerlukan penguasaan dari aspek metodologi
sampai aspek-aspek sosial, ekonomi dan kebijakan nasional. Untuk itulah
telah ada konsensus antar negara dalam sidang COP tentang perlunya
REDD-plus dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan readiness
sampai pada akhirnya memasuki fase implementasi penuh.78
2. Ratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement )
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
mengesahkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim 2015 atau yang
lebih dikenal dengan Paris Agreement To The United Nations Framework
Convention on Climate Change 2015. Pengesahan ratifikasi diwujudkan
dalam bentuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016.79
Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari dokumen ratifikasi Perjanjian Paris. Penyiapan NDC
berdasarkan prinsip Common but differentiated responsibilities and
respective capabilities (CBDR & RC). Selain prinsip tersebut, NDC
berpedoman pada Decision: 1/CP.19, Article 2b, yang menyatakan80:
78 Ibid
79 Danny Kosasih, 2016, DPR Sahkan Perjanjian Paris Menjadi Undang-undang, dalam
http://www.greeners.co/berita/dpr-sahkan-perjanjian-paris-menjadi-undang-undang/.
Diakses Pada 12 November 2016, pukul. 15.00 Wita.
80 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Op.CIt, hlm. 29.
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“…and to communicate them well in advance of the
twenty-first session of the Conference of the Parties in a
manner that facilitate the clarity, transparency, and
understanding of the intended contribution”
Dan juga pada Decision 1/CP.20, Article 14, yang menyepakati
implikasi cakupan informasi yang perlu disajikan dalam rangka memenuhi
kriteria clarity,transparency, dan understandable. Indonesia telah
menyampaikan dokumen NDC pada akhir September 2015 ke UNFCC.
Dokumen NDC tersebut berisi tiga hal pokok, yaitu national circumstances,
rencana-rencana aksi adaptasi dan komitmen nasional dalam penurunan
emisi GRK81.
Komitmen penurunan emisi GRK Indonesia dinyatakan dalam dua
kategori yaitu unconditional (tanpa syarat) dan conditional (bersyarat).
Indonesia menargetkan reduksi untuk komitmen tanpa syarat sebesar
29% dan untuk komitmen bersyarat sebesar 41%. Tambahan target
reduksi sebesar 12% pada komitmen bersyarat diharapkan dapat dicapai
apabila terdapat bantuan internasional dalam bentuk kerjasama-kerjasama
yang meliputi ahli teknologi, pengembangan kapasitas, bantuan teknis
yang meliputi alih teknologi, pengembangan kapasitas, bantuan teknis,
pendanaan dan pembayaran terhadap performance based actions.82
E. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara adalah salah satu jenis




turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran
batubara.83 Siklus di PLTU dapat dibedakan menjadi:
1. Siklus Udara, sebagai campuran bahan bakar
2. Siklus Air, sebagai media untuk menghasilkan uap air (steam)
3. Siklus Batubara, sebagai bahan bakar
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara adalah sebuah
instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin turbin yang diputar
oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara.
83PLTU batu bara. https://id.wikipedia.org/wiki/PLTU_Batubara diakses pada 12





Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan
diteliti, penulis memilih lokasi penelitian berikut :
1. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil
wawancara langsug dengan pihak-pihak terkait yang berwenang
di bidangnya.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan
terhadap bebagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan
objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal,
artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan
media internet.
Adapun yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:
a. Kovensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan judul skripsi ini
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b. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini
c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi
lainnya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang
didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari
internet.
C. Tekhnik Pengumpulan Data
Adapun tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan oleh
penulis adalah sebagai berikut :
1. Penelitian Pustaka (Literature Research), teknik mengumpulkan
data ini dilakukam dengan penelitian pustaka, denga cara
mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan
bacaan, baik buku, jurnal, majalah, Koran, atau karya tulis
lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel
penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh
landasan teori mengenai kajian dan analisis dari perspektif
hukum internasional.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), teknik ini dilakukan
dengan cara melakukan interview (wawancara) guna
memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan
karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan
narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan
pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
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D. Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, data yang
diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan
dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek




A. Pengaturan Hukum Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
Uraian data ilmiah mengenai akibat yang dihasilkan dari perubahan
iklim secara jelas menggambarkan bahwa dampak dari perubahan iklim
telah terjadi secara nyata saat ini dan berimbas pada masa yang akan
datang. Prediksi ilmiah dan proyeksi dampak simultan dari perubahan iklim
pada ekosistem bumi telah mendorong masyarakat global untuk bekerja
sama mencari solusi bagi masalah pemanasan global. Sifat global dari
dari masalah tersebut tentunya membutuhkan partisipasi universal semua
anggota masyarakat internasional atau setidaknya dari orang-orang yang
memikul tanggung jawab terbesar dan yang sebagian besar memberikan
kontribusi terhadap masalah perubahan iklim.
Perubahan iklim hadir sebagai suatu bentuk fenomena yang
menarik perhatian masyarakat internasional dalam abad ke 19 hingga saat
ini. Dampaknya yang dirasakan tidak mengenal batas wilayah dan waktu
membuat banyak pihak dalam tataran internasional, regional dan nasional
merasakan perlu adanya payung hukum yang memberikan perlindungan
bagi manusia dan juga ekosistem baik pada saat ini maupun di masa yang
akan datang. Terkhusus dalam hal ini peningkatan emisi gas rumah kaca
sebagai komponen utama penyebab dari perubahan ilkim. Berikut ini di
uraikan beberapa pengaturan hukum tentang peningkatan emisi gas
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rumah kaca baik dalam skala hukum internasional dan juga pengaturan
dalam skala hukum nasional Indonesia.
1. United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) 1992
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) diadopsi menjadi salah satu instrumen hukum internasional di
bidang lingkungan hidup pada tanggal 8 Mei tahun 1992 di New York  dan
dibuka untuk ditandatangani selama pelaksanaan Konferensi Rio de
Janeiro. Konvensi ini mendefinisikan perubahan iklim sebagai suatu
modifikasi dari iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan manusia, yang mengubah komposisi atmosfer global,
dan variabilitas iklim yang diamati selama periode waktu tertentu.84
Secara umum, UNFCCC terbagi dalam 4 (empat) bagian utama.
Bagian pendahuluan memuat berbagai definisi penting dalam konvensi ini,
tujuan yang hendak dicapai dalam konvensi, serta prinsip-prinsip yang
dianut dalam konvensi perubahan iklim. Bagian kedua memuat komitmen
dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca baik berupa kerjasama di
bidang pengetahuan, informasi publik dan pendidikan, serta alih terknologi
dan pendanaan. Bagian ketiga dalam konvensi ini akan membicarakan
mengenai institusi dan mekanisme dalam rangka pelaksanaan dari isi
perjanjian dan bagian akhir adalah bagian yang memuat protokol dan
lampiran, amandemen, ratifikasi serta keberlakuan dari konvensi.
84 Alexander Kiss, Op.Cit, hlm.170.
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Intergovernmental Negotiating Committee (INC) sebagai lembaga
yang bertugas untuk merumuskan UNFCCC diamanatkan oleh Majelis
Umum PBB unutk menyusun kerangka kerja yang efektif dalam konteks
perubahan iklim yang sesuai dengan komitmen dari masing-masing
pihak.85 Pada tahapan perundingan yang dilakukan oleh INC dalam
membentuk sebuah konsep kerangka kerja (Framework), timbul
pertanyaan mengenai isi dari peraturan yang hendak dibuat. Terdapat
beberapa opsi yang bermunculan mengenai isi peraturan yang dimaksud,
yaitu membuat ketentuan yang bersifat prosedural sebagai landasan
tindakan penanggulangan perubahan iklim di masa depan, ketentuan yang
bersifat substantif dengan menentukan langkah-langkah nyata seperti
komitmen para pihak, target dan metode pengukuran yang akan
digunakan atau sekedar peraturan yang bersifat umum dengan diteruskan
pada pertemuan-pertemuan rutin tahunan berikutnya.
Dalam skema framework, negara-negara yang terlibat di dalamnya
melakukan beberapa tahapan permulaan yang dimulai dari proses
negoisasi kerangka kerja, menetapkan kewajiban baik secara umum
maupun secara spesifik bagi masing-masing pihak, pertukaran informasi
hingga rencana pembentukan sistem hukum yang lebih mapan kemudian
hari.
Konsep framework yang dipilih oleh INC menimbulkan tanggapan
dari beberapa negara yang berharap adanya sebuah kepastian dalam
konteks ini. Memang pada tahapan awal perbincangan mengenai regulasi
terkait perubahan iklim diwujudkan dalam rangka regulasi terkait hujan
85 Deni Bram, Op.Cit, hlm. 93.
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asam dan perlindungan ozon. Dalam model seperti ini, negara-negara
pada awalnya akan melakukan negoisasi rangka menetapkan landasan
ilmiah dan saling bertukar informasi termasuk pilihan instrumen dan
institusi hukum di masa yang akan datang. Untuk kemudian dalam rangka
memberikan langkah-langkah nyata dan metode penataan akan
ditentukan dalam protokol.
Perdebatan ini pun berakhir pada saat INC menetapkan nama dari
Konvensi Perubahan IKlim ini. Penggunaan kata framework dalam United
Nation Framework Convention on Climate Change dianggap oleh
Bodansky sebagai sebuah kondisi yang tidak memuat kejelasan yang
dianut dalam penanggulangan perubahan iklim. Menggunakan istilah “the
Convention lie somewhere between a framework and a substantive
convention” Bodansky mengungkapkan bahwa ekspektasi pada saat itu
adalah hadirnya sebuah regulasi yang dapat memberikan suatu masukan
konkrit serta komitmen dalam langkah nyata terhadap perubahan iklim.
Namun, sebagai suatu framework maka hasil dari INC hanya dapat
memberikan kerangka semata tanpa mengatasi substansi permasalahan
yang ada.86
Dalam bagian awal dikatakan bahwa latar belakang dari hadirnya
konvensi adalah kesadaran bahwa perubahan iklim adalah masalah bagi
seluruh umat manusia. Atas dasar tersebut maka perlu adanya kerjasama
internasional dalam rangka melindungi iklim dengan tetap memperhatikan
hak dari masing-masing negara. Selain itu UNFCCC juga menegaskan
86 Daniel Bodansky, 1993, The United Nations Framework Convention on Climate Change
: A Commentary, Yale Journal of International Law Summer,  New Haven, hlm. 477.
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bahwa tujuan dari hadirnya konvensi ini dalam rangka menjamin
keberadaan dari generasi yang akan datang.
Pada pembukaan dari UNFCCC sendiri terlihat adanya pengakuan
secara eksplisit bahwa negara maju merupakan penyumbang terbesar
pada perubahan iklim yang terjadi. UNFCCC juga mengakui bahwa emisi
per kapita dari negara-negara berkembang masih berada pada titik yang
rendah.
“…..the largest share of historical and current global
emission of greenhouse gases has originated in developed
countries, that per capita emissions in developing countries are still
relatively low and that the share of global emissions originating in
developing countries will grow to meet their social and development
needs” 87
UNFCCC hendak menyampaikan emisi negara berkembang saat ini
sedang dalam tren yang meningkat, sehingga tidak tertutup kemungkinan
negara berkembang pun akan menjadi salah satu kontributor emisi gas
rumah kaca. Karena itulah, maka keikutsertaan negara dalam usaha
penurunan konsentrasi emisi gas rumah kaca merupakan hal yang tidak
dapat dielakkan di kemudian hari.
Dalam analisis pada pembukaan UNFCCC dapat di ketahui bahwa
ujung dari tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melakukan
stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dengan melakukan pencegahan
terhadap pengaruh dari tindakan manusia yang dapat membahayakan
sistem iklim yang ada dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat
memberikan kesempatan ekosistem untuk beradaptasi dan dapat
mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan.
87 Lihat Paragraf 3 Pembukaan UNFCCC
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Dicantumkannya variabel atmosfer dan sistem iklim dalam kalimat
pertama pasal 2 UNFCCC dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan
mengenai aspek internasional dari perubahan iklim itu sendiri. Hal ini
dimaknai sebagai bentuk perlu adanya perlibatan dari berbagai negara
dalam hal menyelesaikan masalah internasional.
Konvensi ini pun mengadopsi beberapa prinsip penting dalam
upaya kebijakan penanggulangan perubahan iklim. Prinsip pertama yang
dianut dalam konvensi ini adalah prinsip Common But Differentiated
Responsibilities (CBDR). Prinsip ini mengakui adanya perbedaan
kapasitas dan juga kontribusi antara negara-negara anggota, sehingga
dalam penerapan aturan-aturan dalam konvensi ini, baik dalam rangka
melindungi kepentingan saat ini maupun kepentingan di masa yang akan
datang. Berdasarkan perbedaan kapasitas dan kontribusi itulah, maka
penerapan prinsip CBDR dalam upaya mitigasi dirumuskan dalam Pasal 2
UNFCCC dengan menyatakan bahwa “…..accordingly, the developed
country Parties should take the lead in combating climate change and the
adverse effect thereof.”.88
Prinsip kedua yang dianut oleh UNFCCC mengatakan bahwa
dalam konvensi ini harus menaruh perhatian lebih bahnyak kepada
negara-negara berkembang dengan tingkat kerentanan yang lebih besar
dibandingkan negara-negara maju. Edith Ewiss menguraikan dalam
melihat eksistensi prinsip CBDR sebagai bentuk prisip yang diawali dari
ketidaksamaan dari berbagai aspek yang dimiliki oleh suatu negara saat
ini baik dari sisi kekuatan ekonomi, kemampuan teknologi, kesadaran
88 Lihat Pasal 2 UNFCCC
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masyarakat hingga kondisi kerentanan alam sendiri yang terkait dampak
perubahan iklim.
Prinsip ketiga yang dianut dalam UNFCCC adalah prinsip kehati-
hatian (precautionary principle). Dalam pasal 3 ayat (3) UNFCCC
menyatakan bahwa :
“The Parties should take precautionary measures to anticipate,
prevent or minimize the causes of climate change and mtigate its
adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible
damage, lack of full scientific certainty should not be used as a
reason for postponing such measures, taking into account that
policies and measures to deal with climate change should not be
cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible
cost. To achieve this, such policies and measures should take into
account different socio-economic contexts, be comprehensive,
cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse
gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to
address climate change may be carried out cooperatively by
interested Parties”.
Prinsip ini secara tegas menyatakan bahwa perlu diambilnya
sebuah tindakan pencegahan dalam mengurangi dampak dari perubahan
iklim. Dalam kondisi tidak terdapatnya kepastian ilmiah, terutama
mengenai penyebab dari perubahan iklim, tidaklah dapat dijadikan alasan
untuk menunda kebijakan yang mencegah atau meminimalisasi penyebab
perubahan iklim. Menurut Deni Bram89, bahwa salah satu titik fokus pada
saat perumusan pasal ini dalam tahapan INC terdapt perdebatan antara
kebijakan yang berperspektif “cost-effective” atau mendahulukan
kepentingan lingkungan. Namun akhirnya, pada perumusan tahap akhir
ditentukan bahwa penggunaan terminologi “cost-effective” akan
ditanggalkan dalam konsep precautionary principle dan akan
dipertimbangkan pada pasal-pasal berikutnya.
89 Deni Bram, Op.Cit, hlm. 101.
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Prinsip keempat dalam UNFCCC secara tegas menyatakan bahwa
setiap negara mempunyai hak dan wajib memperjuangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan.90 Perumusan prinsip ini merupakan titik temu
dari keinginan negara-negara berkembang dan negara-negara maju.
Negara berkembang bersikukuh untuk mendapatkan jaminan untuk
memperoleh kehidupan yang layak sebagai hak asasi manusia yang tidak
dapat dipindahtangankan. Sedangkan dari negara maju, khususnya
Amerika Serikat, menolak secara tegas masuknya “right to development”
dalam kategori hak asasi manusia, karena ini ditengarai akan menjadi
dasar dari negara berkembang untuk meminta bantuan pendanaan
kepada negara maju.
a. Kelembagaan Dalam UNFCCC
UNFCCC menetapkan beberapa lembaga yang menjadi pelaksana
beberapa kegiatan dalam UNFCCC. Paling tidak, 3 (tiga) organ penting
dalam UNFCCC yang akan dibahas yakni Confrence of Parties (COP),
Subsidary Body for Implementation (SBI) dan Subsidary Bod for Scientific
and Technological Advice (SBSTA).
1) Conference of the Parties (COP)
Secara struktural, keberadaan COP dalam rezim perubahan iklim yang
merupakan amanat dari perumusan pasal 7 UNFCCC merupakan institusi
tertinggi dalam konvensi tersebut. Tugas utama yang diemban oleh COP
ditentukan bahwa :
90 Lihat Pasal 3 ayat (4) UNFCCC
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“The Conference of the Parties, as the supreme body of this
Convention shall keep under redular review the implementation of
the Convention and any related legal instruments that Conference
of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the
decisions necessary to promote the effective implementation of the
Convention”91.
Dengan demikian, tugas utama COP adalah membuat keputusan-
keputusan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan UNFCCC, serta
melakukan review atas pelaksanaan UNFCCC dan instrumen-instrumen
hukum yang dihasilkannya.
Dalan rangka mencapai tujuan umum tersebut, UNFCCC
mengamanatkan 13 (tiga belas) hal pokok yang harus dilakukan oleh
COP92, yaitu (i) secara berkala melakukan kajian terhadap kewajiban-
kewajian para pihak serta keberadaan perjanjian-perjanjian institusi yang
merupakan tindak lanjut dari konvensi dalam rangka pencapaian tujuan
konvensi; (ii) meningkatkan dan memfasilitasi pertukaran informasi di
antara peserta konvensi dalam rangka menunjang pelaksanaan komitmen
dari satu sama lain berdasarkan keadaan, tanggung jawab dan
kemampuan masing-masing;
(iii) melakukan fasilitasi terhadap 2 atau lebih anggota konvensi
dalam melakukan kerjasama untuk mewujudkan tujuan konvensi
berdasarkan keadaan, tanggung jawab dan kemampuan masing-masing
untuk mewujudkan komitmen yang telah ditetapkan; (iv) meningkatkan dan
memandu pelaksanaan tujuan konvensi dengan berbagi kajian metodologi
berdasarkan laporan masing-masing negara terhadap upaya mitigasi GRK
antara lain seperti melakukan identifikasi terhadap sumber emisi yang ada;
91 Lihat Pasal 7 ayat (2) UNFCCC
92 Lihat Pasal 7 ayat (2) butir a sampai m UNFCCC
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(v) melakukan penilaian berdasarkan semua informasi yang tersedia
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi,
pelaksanaan konvensi oleh para pihak serta keseluruhan efek dari
tindakan yang diambil berdasarkan isi konvensi khususunya yang
menyangkut kondisi lingkungan hidup, ekonomi dan efek sosial serta
dampak kumulatif dari komponen tersebut dan sejauh mana kemajuan
tujuan konvensi ini dicapai; (vi) mempertimbangkan serta menggunakan
setiap laporan dari negara peserta dan memastikan negara peserta
tersebut melakukan publikasi terhadap laporan yang ada; (vii) memberikan
rekomendasi terhadap hal apapun yang dapat menunjang pelaksanaan
konvensi; (viii) berusaha untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber
finansial dalam rangka pelaksanaan mitigasi maupun adaptasi perubahan
iklim; (ix) membentuk badan pendukung yang dipandang perlu untuk
pelaksanaan konvensi; (x) meninjau laporan dan membimbing hasil kerja
dari badan pendukung yang dipandang perlu untuk pelaksanaan konvensi;
(xi) menyepakati dan mengadopsi dengan konsensus terlebih
dahulu dari peserta konferensi terhadap aturan prosedur dan aturan
keuangan baik yang digunakan untuk diri sendiri maupun dalam keperluan
setiap badan pendukung; (xii) mencari sertra memanfaatkan apabila
dianggap tepat bentuk-bentuk pelayanan, kerjasama serta informasi yang
diberikan oleh organisasi internasional yang kompeten dan antar
pemerintah dan badan non-pemerintah, dan (xiii) melaksanakan fungsi-
sungsi lain yang dianggap diperlukan dalam rangka pecapaian tujuan
konvensi serta semua fungsi lainnya ditugaskan untuk di bawah konvensi.
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2) Subsidiary Body for Cientific and Technological Advice
(SBSTA)
Kehadiran badan ini bertujuan untuk memberikan masukan dan pendapat
ilmiah serta teknologi secara rutin yang diperlukan dalam pelaksanaan
konvensi yang berkaitan dengan pertimbangan teknis.93 SBSTA hadir dari
hasil perundingan di Berlin, Jerman pada saat COP dari UNFCCC
diselenggarakan pertama kali.94
Konvensi Perubahan Iklim menyatakan bahwa SBSTA di bawah
pandua COP mempunyai tugas untuk memberikan jalan keluar seputar
permasalahan yang timbul dari perubahan iklim, seperti mempersiapkan
mempersiapkan penilaian-penilaian terkini seputar perubahan iklim,
mengidentifikasi temuan-temuan yang dihasilkan dalam rangka
penanggulangan perubahan iklim, dan mengusung pola pendekatan
berbasis efisiensi, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah
metodologi.
Tugas SBSTA lebih lanjut meliputi: pertama, mencari,
mempertimbangkan dan melakukan diseminasi terhadap informasi-
informasi yang relevan terhadap usaha perbaikan iklim; kedua,
menyediakan penilaian terhadap informasi yang diterima; dan ketiga,
melakukan evaluasi terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh
negara-negara peserta dalam perspektif ilmuan.
93 Lihat Pasal 9 ayat (1) UNFCCC
94 United Nations Framework Convention on Climate Change conference of the Parties:
Decisions Adopted by the First Sessions (Berlin), March 28 – April 7,1995, Introductory
Notes dalam Deni Bram, Op.Cit, hlm. 107.
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3) Subsidiary Body for Implementation (SBI)
Badan ini hadir dalam rangka melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan dari konvensi. Hal ini mempunyai peran penting terutama
dalam kaitan penyampaian laporan komunikasi nasional para negara
peserta laporan inventarisasi emisi. Selain itu, SBI juga berperan dalam
memberikan saran-saran kepada COP dalam hal mekanisme keuangan
yang dioperasikan oleh Global Environmental Facility (GEF). 95
b. Peyelesaian Sengketa dalam UNFCCC
Penyelesaian sengketa dibahas dalam UNFCCC pasal 14, yang
menyatakan bahwa jika sengketa terjadi antara dua pihak atau lebih
mengenai interpretasi atau penerapan UNFCCC, para pihak wajib
berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui negoisasi atau cara-cara
damai lainnya pilihan mereka. Sengketa dalam hal ini dapat berarti setiap
masalah yang terkait dengan penafsiran atau penerapan UNFCCC.
Pihak UNFCCC memiliki dua metode penyelesaian sengketa yang
wajib dan mengikat yakni mengajukan sengketa ke International Court of
Justice, sesuai pada pasal 14 ayat (2) poin a dalam konvensi, atau
artbitrase sesuai dengan lampiran yang akan diadopsi oleh COP sesegra
mungkin sesuai yang terdapat pada pasal 14 ayat (2) poin b. Namun hal
ini berlaku untuk pihak yang telah mengajukan pernyataan yang menerima
bentuk peneyelsaian sengketa sesuai yang terdapat dalam konvensi.
Namun pada kenyataannya sangat sedikit negara yang telah melakukan
95RTM Sutamihardja, 2011, Climate Change: Dokumen Penting Perubahan Iklim
(IPCC,UNFCCC, Protokol Kyoto), yayasan Pasir Luhut Bogor, Bogor, hlm. 63.
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hal tersebut karena kekhawatiran akan arbitrase sehingga COP belum
mengadopsi lampiran berkenan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Terdapat satu metode lagi dalam menyelesaikan sengketa
berdasarkan UNFCCC yakni melalui jalur konsiliasi. Dimana jika sengketa
yang terjadi antara para pihak telah berlalu selama waktu 12 bulan sejak
satu pihak memberitahu pihak lain yang bersengketa, maka setiap pihak
yang bersengketa dapat mengajukan konsiliasi. Dalam hal ini, komisi
konsiliasi akan dibentuk yang terdiri dari jumlah yang sama dari anggota
yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan ketua yang
dipilih bersama-sama. COP dalam hal ini diberikan amanat untuk
mengadopsi prosedur tambahan yang berkaitan dengan proses konsiliasi
dalam lampiran tetapi belum melakukan adopsi sebagaimana yang
terdapat pada pasal 14 sub ayat 5 sampai 7.
2. Protokol Kyoto Tahun 1998
Pembicaraan seputar perlu adanya regulasi mengikat para pihak
telah terjadi sejak 2 tahun setelah eksistensi dari UNFCCC. Konvensi
perubahan iklim mengamanatkan para pihak yang terbangun dalam
konvensi untuk membuat langkah nyata dalam rangka mewujudukan
tujuan dari konvensi yaitu melakukan upaya stabilisasi konsentrasi
atmosfer yang aman bagi sistem iklim dari kegiatan manusia.
Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian internasional yang
terkait dengan UNFCCC yang mengikat para pihaknya untuk mencapai
target dalam mengurangi emisi. Proses perumusan regulasi dalam
penanggulangan perubahan iklim dan dalam ketentuan Protokol Kyoto
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hadir dalam suatu kondisi yang unik. Terdapat beberapa alasan yang
mendukung dari pernyataan ini, seperti yang diutarakan oleh Farhana
Yamin96, antara lain, (i) di tengah derasnya arus informasi ilmiah mengenai
dampak perubahan iklim pada saat perumusan negoisasi mengenai
Protokol Kyoto, namun hal ini tidak diikuti adanya perhitungan biaya yang
harus dikeluarkan dalam rangka menanggulangi dampak tersebut, (ii)
begitu panjangnya rentan waktu antara kondisi emisi yang dikeluarkna
dengan dampak yang harus diterima kemudian, (iii) kondisi dampak yang
sukar untuk diperbaiki dalam waktu yang ralatif singkat, dan (iv) aspek
global dari regulasi perubahan iklim yang mendudukan setiap negara yang
berdaulat dengan karakteristik yang berbeda baik dari segi ekonomi
maupun ekologi.
Kelahiran dari Protokol Kyoto merupakan amanat dari adanya
perumusan pasal 4 ayat (2) huruf d UNFCCC yang mengamanatkan perlu
adanya konferensi para pihak yang mengadakan peninjauan terhadap
usaha penurunan emisi ecara nyata dengan membatasi emisi
antropogenik dari negara-negara maju serta negera-negara yang terdapat
dalam Lampiran I. Hal ini pun diwujudkan dalam konferensi para pihak
pertama kali yang diadakan di Berlin oada tahun 1995 yang menghasilkan
kesepakatan yang dituangkan dalam Berlin Mandate.
Salah satu hasil dari Berlin Mandate menegaskan kembali bahwa
komitmen yang ada di dalam UNFCCC bagi kelompok negara-negaran
yang terdapat di Lapmiran I tidaklah cukup untuk mencapai tujuan dari
96Farhana Yamin, 1998, The Kyoto Protocol : Origins, Assessment, and Future
Challenges, Review of European Community and International Environmental Law
Volume 7 Issue 2, Oxford University Press, New York, hlm. 1.
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konvensi. Hal ini tentu wajb ditindaklanjuti berupa proses negoisasi yang
dituangkan secara lebih lanjut baik dalam instrumen protokol maupun
instrumen lainnya dalam menghadapi era tahun 2000. Proses negoisasi ini
dilakukan dengan mendasari pada prinsip-prinsp dalam UNFCCC pada
umumnya dan prinsip CBDR pada khususnya.
Beberapa tujuan yang diharapkan dapat diraih dalam perundingan
Berlin Mandate antara lain menyentuh 3 (tiga) hal utama. Pertama adalah
usaha mempertegas komitmen dari negara-negara maju yang termasuk
dalam Lampiran I sesuai dengan ketentuan dalam UNFCCC guna
merumuskan regulasi baik pada tingkat regional maupun nasional dalam
rangka penurunan emisi. Proses ini ditempuh dengan melengkapi
kebijakan dan tata cara pengurangan emisi antropogenik dari sumbernya
serta peningkatan daya serap oleh sumber-sumber penyerap emisi. Hal ini
diperlukan dalam rangka menentukan Komitmen Pembatasan dan
Pengurangan Emisi secara Kuantitatif (Quantified Emissions Limitation
and Reduction Commitments) dengan kerangka waktu yang spesifik
misalnya, 2005, 2010, atau 2020.
Kedua adalah mandat ini tidak akan memberikan komitmen baru
bagi negara-negara yang berada di luar kelompok Lampiran I, tetapi
mandat ini diharapkan dapat memertegas komitmen semua pihak yang
telah diatur dalam UNFCCC. Ketiga serangkaian proses dalam rangka
mengimplementasikan Berlin Mandate hendaknyadilakukan dalam proses
yang tidak terlalu lama dengan membentuk Ad Hoc Group the Parties.
Diharapkan eksistensi dari Ad Hoc tersebut dapat melahirkan laporan
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yang akan disampaikan pasa sesi Konferensi Para Pihak ke-2 untuk dapat
diadopsi pada bagian sidang Konferensi Para PIhak ke-3.
Pada dasarnya Protokol Kyoto merupakan pelengkap dari
pengaturan yang ada dalam UNFCCC. Perlunya diadakan sebuah
protokol disebabkan oleh daya ikat UNFCCC itu sendiri yang terbilang
lemah karena memang substansinya hanya berisi mengenai kerangka
kerja dari pencegahan perubahan iklim. Protokol Kyoto memberikan
penekanan lebih yang mengatur bahwa negara harus mencapai target
pengurangan emisinya melalui pengaturan nasionalnya masing-masing.
Hal ini dapat terlihat dari komitmen yang diamanatkan oleh perjanjian.
Dalam UNFCCC sendiri terkait komitmen, diatur pada pasal 4 dimana
berisi tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak dalam
melakukan pencegahan terhadap perubahan iklim. Namun konvensi
tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme yang harus
ditempuh oleh negara pihak dalam melakukan pengurangan emisi sebagai
bentuk pencegahan perubahan iklim.
Protokol Kyoto bertujuan menjada konsentrasi Gas Rumah Kaca
(GRK) di atmosfir agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan
sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur
pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah
tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme,
Implemetasi Bersama (Join Implementation), Perdagangan Emisi
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(Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean
Development Mechanism).97
Dalam proses perumusan komitmen yang terdapat pada Protokol
Kyoto dapat dikatakan tidak berjalan lancar. Beberapa negara yang
tergabung dalam Annex I mencoba untuk memberikan usulan terkait
komitmen yang akan dibentuk. Langkah besar terjadi saat perundingan
saat salah seorang Campaigner perubahan iklim dari Amerika Serikat, AL
Gore menghadiri pertemuan di Kyoto guna dapat menyuarakan
kepentingan umum mengenai urgensi keikutsertaan Amerika Serikat dari
protokol yang akan dibentuk. Pada perkembangannya, Amerika Serikat
mengajukan usulan untuk komitmen penurunan emisi dilakukan dengan
target dan waktu pencapaian yang fleksibel antara negara satu denga
negara lain. Hal ini direspon oleh jepang dengan mengajukan perubahan
target penurunan emisi. Langkah ini tentu dikritisi oleh negara-negara
peserta lainnya yang menghendaki Jepang memainkan peran maksimal
sebagai tuan rumah perundingan.
Pada sisi lain negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa
bersikeras untuk mempertahankan “bubble concept” yang
memperbolehkan mereka bertransaksi di antara negara anggota. Hal ini
diprotes oleh Amerika Serikat dengan memberikan argumentasi bahwa
negara-negara dalam Uni Eropa memiliki ketidaksamaan struktur secara
ekonomis sehingga akan terjadi pasar yang tidak sempurna satu sama
lain. Dalam tataran leih ekstrem bahkan Amerika Serikat mengatakan
97 Lihat Protokol Kyoto Tahun 1998
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bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk melakukan konsep
“bubble concept” di antara negara anggota “Umbrella Group”.98
Tabel 1.
Kewajiban Penurunan Emisi dalam Protokol Kyoto
Sumber : Intergovernmental on Panel Climate Change
Negara Peserta Protokol Kyoto
(Annex)
Target Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca 2008-2012

















Pasal 2 Protokol Kyoto mengatur kebijakan dan tata cara dalam
mencapai komitmen pembatasan dan penurunan emisi oleh negara pada
Annex I serta kewajiban untuk mencapai batas waktu komitmen tersebut.
98 David Hunter, 2002, International Environmental Law and Policy (secon edition), New
York Foundation Press, New York, hlm. 629.
99 Amerika Serikat  mangambil posisi untuk tidak melakukan ratifikasi terhadap
mekanisme penurunan emisi yang terdapat dalam Protokol Kyoto
100 Pada tahun 2010 Kanada bersama Jepang dan Rusia sudah mengindikasikan bahwa
tidak akan melanjutkan lagi usaha penurunan emisi GRK dalam skema Protokol Kyoto.
Kanada memutuskan untuk menarik diri dari Protokol Kyoto pada senin, 12 Desember
2011. Alasannya, kesepakatan yang diterima di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997
itu tidak akan membantu menyelesaikan krisis iklim. Keputusan Kanada tentu saja
menjadi pukulan besar bagi perjanjian anti-pemanasan global itu yang secara resmi
belum pernah ditinggalkan oleh negara manapun. Menteri Lingkungan Hidup Kanada
mengatakan, Kanada meminta haknya yang sah untuk keluar dan mengatakan Protokol
Kyoto tidak mewakili langkah maju Kanda ataupun Dunia. Lihat “Canada pulls out of
Kyoto Protocol”. The Guardian, 13 Desember 2011.
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Di samping itu, protokol juga mewajibkan negara industri untuk
melaksanakan kebijakan dan mengambil tindakan untuk meminimalkan
dampak yang akan merugikan dari perubahan iklm terhadap pihak lain,
khususunya negara berkembang. Target penurunan emisi dikenal dengan
nama quantified emission limitation and reduction commitment (QELROs)
merupakan pokok permasalahan dalam seluruh urusan Protokol Kyoto.
Berbeda dengan komitmen yang terdapat dalam UNFCCC,
pengaturan dalam Protokol Kyoto hadir sepenuhnya dalam semangat
menuntut adanya pertanggungjawaban dari negara maju dalam mitigasi
perubahan iklim. Para Ahli berpendapat bahwa salah satu sumbangsih
iklmiah terbsesar dari keberadaan Protokol Kyoto adalah hasil kajian dari
IPCC pada tahun 1995 yang secara tegas menyatakan bahwa hasil dari
tolak ukur ilmiah terdapat keyakinan bahwa manusia merupakan
kontributor utama terhadap perubahan iklim.
Pada saat Konvensi Perubahan Iklim mengatur komitmen dalam 2
(dua) bentuk besar yaitu komitmen yang berlaku secara umum serta
komitmen yang berlaku secara umum serta komitmen yang berlaku secara
khusus, dalam komitmen Protokol Kyoto komitmen dititikberatkan pada
kewajiban dari negara-negara maju semata.101
Meskipun telah disampaikan bahwa terkait pengurangan emisi
harus dilakukan oleh domestik masing-masing negara, namun perjanjian
ini juga membuka kesempatan bagi negara-negara  yang dibebani target
untuk memenuhinya dengan menggunakan mekanisme berbasis
101 Lihat perumusan pasal 3 ayat (1) UNFCCC
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perdagangan antar negara. Hal ini dikarenakan sebagai negara-negara
Annex I yang notabene merupakan negara maju, masih tetap
membutuhkan bantuan dari negara-negara lain, tak terkecuali negara
berkembang.
Maka dari itu selain kegiatan penurunan emisi GRK yang dilakukan
sendiri, dalam Protokol ini negara Annex I diberi kesempatan untuk
menurunkan emisinya melalui 3 (tiga) mekanisme penurunan emisi, yaitu
Joint Implementation, Clean Development Mechanism (CDM), dan
Emission Trading (ET).102 Pada pokokya, mekanisme-mekanisme ini
dibentuk untuk membuka kesempatan bagi negara-negara anggota untuk
saling bekerjasama untuk mencapai tujuan pengurangan emisi. Ketiga
mekanisme tersebut, hanya CDM yang bisa dilakukan antara negara
Annex I dan negara non Annex I. Dua lainnya yakni Joint Implementation
dan Emission Trading hanya bisa dilakukan antar negara Annex I.
a) Joint Implementation
Joint Implementation merupakan suatu mekanisme dimana dua
atau lebih negara yang tergabung dalam negara Annex I bekerja sama
melakukan pengurangan emisi dan kredit yang dihasilkan disebut dengan
Emission Reduction Units (ERU). Konsep Joint Implementation
sebenarnya sudah dikemukakan dalam rumusan pasl 4 ayat (2) huruf a
UNFCCC yang secara nyata menggambarkan bahwa dalam rangka
102 Gunardi, 2014, Bunga Rampai Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) di Indonesia,
Dewan Nasional Perubahan Iklim, Jakarta, hlm. 12.
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mencapai tujuan konvensi setiap negara maju diberikan pilihan untuk
bekerjasama dengan negara maju lainnya.103
Mekanisme ini berbasis kontrak atau perjanjian yang berarti negara-
negara yang menjadi pihak dalam kerjasama ini dibebani kewajiban-
kewajiban yang tercipta dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
Pihak dalam Annex I dapat mengimplementasikan sebuah proyek
pengurangan emisi atau dengan meningkatkan penghapusan emisi di
negara Annex I lainnya dan dengan melakukan hal tersebut dapat
menghasilkan ERU yang kemudian akan dihitung dan dimasukkan ke
dalam target Protokol Kyoto. Kerjasama ini harus sebelumnya didahului
persetujuan antar negara yang ingin mengadakannya.104
Meskipun mekanisme ini merupakan sebuah opsi (bukan
kewajiban) dan atas kemauan masing-masing negara, namun hal ini telah
menjadi suatu rekomndasi dan himbauan bagi negara-negara industri
untuk meningkatkan efisiensi tindakannya dalam mengurangi emisi
dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yang mana keuntungan
investasi akan didapatkan lebih besar.
b) Emission Trading
Mekanisme ini diatur pada pasal 17 Protokol Kyoto dimana
memberikan kesempatan kepada negara-negara yang memiliki kelebihan
dalam hal izin emisi untuk menjualnya kepada negara-negara yang masih
103 Lihat Pasal 4 ayat (2) UNFCCC
104 Onno Kuik, Paul Peters, and Nico Schrijver, 1994, Joint Implementation to Curb
Climate Change, Legal and Economic Aspects, New York, hlm.3.
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lebih dari targetnya. Negara-negara yang membelinya dapat memasukkan
kredit yang berupa lisensi tersebut kedalam pencapaian pengurangan
emisinya. Perdagangan emisi pada dasarnya menekankan pada suatu
bentuk efisiensi dari tindakan mitigasi yang menjadi pilihan dari negara-
negara yang dibebani kewajiban oleh Protokol Kyoto. Dalam skema
Emission Trading ini, negara dapat memilh biaya yang lebih murah baik
dalam bentuk penurunan emisi negara sendiri atau membeli upaya
penurunan emisi yang telah dilakukan oleh negara lain.105
Namun pada perkembangannya terdapat permasalahan bahwa
negara-negara maju cenderung untuk selalu membeli unit emisi yang
tersedia yang dijual murah di pasar, tanpa melakukan pengurangan emisi
secara domestik di negaranya sendiri. hal ini pernah terjadi pada Rusia
dan Ukraina. Negara tersebut memiliki unit emisi yang sangat berlebih
karena mereka sebelumnya telah melakukan pengurangan emisi sebesar
40%. Namun perlu diketahui bahwa pengurangan emisi tersebut bukan
dilakukan karena tujuan perlindungan lingkungan, melainkan karena
kelesuan ekonomi yang mereka hadapi pada tahun 1990-am. Inilah yang
kemudian menjadi pemasalahan, karena apabila negara-negara maju
melakukan pembelian terhadap unit emisi yang tersedia tersebut, mereka
akan cenderung untuk tidak mengurangi emisi di negaranya, dan hal ini
mengancam hasil positif dari Protokol Kyoto dan juga menghalangi
105 Jonathan Donehower, Analyzing Carbon Emissions Trading : A Potential Cost Efficient
Mechanism to Reduce Carbon Emission, Journal of Environmental Law vol .38, hlm.181.
81
efektifitas investasi dan inovasi dari ekonomi ramah lingkungan negara-
negara maju.106
c) Clean Development Mechanism
Mekanisme ini merupakan mekanisme yang dapat dilakukan oleh
negara Annex I dan negara non-Annex I. CDM merupakan salah satu
mekanisme fleksibel yang diperbolehkan untuk memenuhi target
penurunan emisi gas rumah kaca negara-negara maju yang menyetujui
Protokol Kyoto. CDM merupakan sebuah mekanisme “win-win solution”
terhadap keberlangsungan negara maju serta negara berkembang dalam
hal pemeliharaan lingkungan hidup dalam bentuk pengurangan dan
pencegaham peningkatan emisi. CDM memberikan peluan g dan
kesempatan bagi negara-negara meju untuk menanamkan modalnya
secara langsung maupun tidak langsung pada proyek-proyek yang
dilaksanakan demi menurunkan emisi GRK dengan negara-negara
berkembang. 107
Negara-negara berkembang sebagai bagian dari non-Annex I atau
negara yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengurangan
emisi dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan
pembangunan proyek-proyek CDM. Terdapat dua keutungan besar yang
dapat diambil oleh negara berkembang terkait dengan kondisi tersebut
yaitu, dengan melakukan pembangunan proyek CDM yang kemudian
106 Federal Ministry for the Environtment, Nature Conservation, Building and Nuclear
Safety, Kyoto Mechanism, pada www.bund.de/en/topics/climate-
energy/climate/international-climate-policy/kyoto-mechanism/, diakses pada 25 Desember
2016 pukul 16.00 Wita.
107 Gunadi, Loc.Cit, hlm. 15.
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hasilnya dijual kepada negara-negara maju atau membuka peluang
kepada negara-negara maju untuk melakukan investasi pembangunan
proyek CDM yang hasilnya untuk semata-mata keberlangsungan
lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan apabila hasil dari proyek-proyek
CDM yang dibuat berbuah hasil positif atau bahkan mungkin
menghasilkan lebih baik dari apa yang diekspektasikan sebelumnya, maka
hasil tersebut dapat ditukar denga CER (Certified Emission Reductions).
CER ini merupakan hasil konversi dari jumlah emisi karbon yang
diturunkan dalam satuan yang telah ditetapkan, yang jika dimiliki oleh
negara Annex I akan dihitung sebagai pencapaian negara tersebut
melakukan kewajibannya mengurangi emisi.108
3. Bali Road Map / Bali Action Plan
Hasil yang paling nyata dari Konferensi Para Pihak ke 13 (COP13)
adalah kesepakatan berkaitan “Bali Action Plan” (Rencana Aksi Bali)
dimana salah satunya mendirikan “Ad-Hoc Working Group-Long term”.
Dimana Ad-Hoc Working Group akan bekerja sama secara paralel dengan
kelompok kerja yang sudah ada pada Annex I pada Protokol Kyoto untuk
memberikan rekomendasi terhadap komitmen baru, dan dengan watu
yang sama, dalam rangka untuk mencapai kesepakatan yang lebih
komprehensif oleh COP-15/CMP-5 di Kopenhagen.
COP13 dan COP/MOP3 berhasil mendirikan sebuah kerangka kerja
untuk negoisasi untuk membuat perjanjian yang akan menggantikan
Protokol Kyoto pada 2012.  Pada Rencana Aksi Bali tidak
108 Ibid
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memperkenalkan komitmen mengikat untuk mengurangi emisi GRK tapi
lebih meminta kontribusi terhadap negara-negara maju pada mitigasi
pemanasan global dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu,
Rencana Aksi Bali mempertimbangkan peningkatan tindakan adaptasi,
pengembangan teknologi dan sumber daya ketentuan keuangan, serta
tindakan terhadap deforestasi.
Ada pun inti dari Bali Road Map adalah sebagai berikut :
1. Respons atas temuan keempat Panel Antarp emerintah untuk
Perubahan Iklim (IPCC) bahwa keterlambatan pengurangan
emisi akan menghambat peluang mencapai tingkat stabilisasi
emisi yang rendah serta meningkatkan risiko lebih sering
terjadinya dampak buruk perubahan iklim.
2. Pengakuan bahwa pengurangan emisi yang lebih besar secara
global diharuskan untuk mencapai tujuan utama.
3. Keputusan untuk meluncurkan proses yang menyeluruh, yang
memungkinkan dilaksanakannya keputusan Konvensi Kerangka
Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) secara efektif
dan berkelanjutan.
4. Penegasan kewajiban negara-negara maju melaksanakan
komitmen dalam hal mitigasi (pencegahan/penghentian) secara
terukur, dilaporkan dan bisa diverifikasi termasuk pengurangan
emisi yang terkuantifikasi.
5. Penegasan kesediaan sukarela negara berkembang
mengurangi emisi secara terukur, dilaporkan dan bisa
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diverifikasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan,
didukung teknologi, dana dan peningkatan kapasitas.
6. Penguatan kerja sama di bidang adaptasi atas perubahan iklim,
pengembangan dan alih teknologi untuk mendukung mitigasi
dan adaptasi.
7. Memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk
mendukung tindakan mitigasi, adaptasi dan alih teknologi terkait
perubahan iklim.
Sedangkan komitmen dasar yang dihasilkan dari Bali Roadmap,
yaitu: Pertama, memulai pencairan dana adaptasi Protokol Kyoto (2008-
2010). Negara peserta konferensi sepakat membiayai proyek adaptasi di
negara-negara berkembang, yang ditanggung melalui clean development
mechanism (CDM) yang ditetapkan Protokol Kyoto. Proyek ini
dilaksanakan oleh Global Environment Facility (GEF). Kesepakatan ini
memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode
komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta
euro. Mengingat jumlah proyek CDM, angka ini akan bertambah mencapai
sekitar  80-300 juta dollar Amerika dalam periode 2008-2012.109
Kedua, menjalankan program strategis untuk untuk alih teknologi
mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang serta
memacu investasi dalam transfer teknologi; Ketiga, mengadopsi usul
reduksi emisi dari mekanisme pencegahan deforestasi degradasi hutan di
negara berkembang (Reduction Emission from Deforestation and
109 Ibid
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Degradation/REDD). fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan
kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari
deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi.
Deforestasi dianggap sebagai komponen penting dalam perubahan iklim
sampai 2012. 110 keempat, melipatgandakan skala CDM dari sektor
kehutanan; Kelima, memasukan teknologi carbon capture and stroage ke
CDM menggandakan batas ukuran proyek penghutanan kembali menjadi
16 kiloton CO2 per tahun. Peningkatan ini akan mengembangkan angka
dan jangkauan wilayah negara CDM ke negara yang sebelumnya tak bisa
ikut mekanisme ini. dan, Keenam, menyepakati perluasan kerja kelompok
pakar untuk adaptasi di negara LDC (Least Developed Countries)
Walaupun bernilai positif, namun harus ditekankan bahwa kelima
komitmen tersebut jangan samapai menjadi instrumen yang justru menjadi
legitimasi “penggadaian” sumber daya hutan Indonesia dan negara-negara
berkembang atau negara selatan lainnya yang tidak seimbang dengan
skema perdagangan karbon.111
4. Paris Agreement on Climate Change 2015
Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur
rata-rata global jauh di bawah 2 derajat celcius di atas tingkat di masa pra-
industrialisasi dan mewujudkan upaya untuk menekan kenaikan
temperatur ke 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain
itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi




pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan
menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi
dan berketahanan iklim.112
Paris Agreement merupakan kesepakatan yang akan menggantikan
Protokol Kyoto. Perjanjian Paris lebih menekankan pada kerjasama yang
seluas-luasnya dari seluruh negara di dunia tidak hanya terfokus pada
negara maju seperti pada Protokol Kyoto. Negara-negara di dunia dituntut
partisipasinya dalam suatu aksi internasional yang efektif dan tepat dalam
mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dalam Perjanjian Paris juga disepakati dibentuknya Kelompok Kerja
Ad Hoc Kesepakatan Paris (Ad Hoc Working Group on Paris Agreement;
APA), dimana APA harus mempersiapkan pemberlakuan kesepakatan dan
untuk menyelenggarakan sesi pertama Konferensi Negara Pihak yang
berfungsi sebagai Negara Pihak pada Perjanjian Paris. APA ditugaskan
untuk melaporkan secara teratur kepada COP perihal kemajuan
pekerjaannya.
Dalam penentuan komitmen penurunan emisi pada Perjanjian Paris
menggunakan metode Kontribusi Nasional yang dituangkan dalam
Nationally Determined Contribution (NDC). Dimana masing-masing negara
merumuskan sendiri komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang
hendak dicapai secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip




Negara Pihak diwajibkan untuk mengkomunikasikan Kontribusi
Nasional setiap lima tahun sekali sesuai dengan keputusan 1/CP.21 dan
menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk clarity,
transparency, and understanding. Selanjutnya setiap komunikasi dicatat
dalam public registry yang dikelola oleh sekretarian UNFCCC. Setiap
Negara Pihak setiap saat menyesuaikan kondisi Kontribusi Nasional yang
ada untuk meningkatkan tingkat ambisinya dimana setiap Negara Pihak
dari Perjanjian Paris harus bertanggung jawab terhadap tingkat emisinya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian.113
Negara maju dalam Perjanjian Paris tetap dijadikan sebagai
tumpuan dalam memimpin pemenuhan target penurunan emisi absolut
secara keekonomian. Negara-negara maju akan menyediakan sumber
pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang dalam
pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dalam melanjutkan kewajiban mereka
di bawah konvensi.114 Dalam hal ini, mendorong negara maju untuk
memperbesar tingkat bantuan pendanaan, dengan peta jalan yang jelas
untuk mencapai tujuan bersama dimana menyediakan USD 100 miliar per
tahun sampai 2020 untuk mitigasi dan adaptasi yang bersamaan
meningkatkan pendanaan adaptasi secara signifikan  dari tingkat
pendanaan sebelumnya.
The Green Climate Fund dan the Global Environment Facility,
merupakan badan yang dipercaya dalam pengelolaan mekanisme
pendanaan Konvensi, serta the Least Developed Countries Fund dan the
113 Lihat Article 4 aline 17 Perjanjian Paris 2015
114 Lihat Article 9 Perjanjian Paris
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Special Climate Change Fund yang dikelola oleh the Global Environment
Facility yang akan melayani pendanaan dalam pelaksanaan Perjanjian
Paris.
Pada sektor pengembangan dan alih teknologi, diputuskan dalam
Perjanjian Paris untuk memperkuat Mekanisme Teknologi (Technology
Mechanism) dan meminta Technology Executive Comitte serta Pusat
Jejaring Teknologi Iklim (Climate Technology Centre an Network), untuk
melakukan kegiatan lanjutan berkaitan dengan penelitian, penembangan
dan demonstrasi teknologi serta pengembangan dan peningkatan
kapasistas teknologi lokal guna mendukung pelaksanaan Perjanjian Paris.
Sedangkan untuk ketentuan penyelesaian perselisihan, Perjanjian
Paris masih mengamanatkan ketentuan article 14 pada UNFCCC berlaku
secara mutatis mutandis. Pada Perjanjian Paris ini pula tidak menghendaki
adanya reservasi pada Negara Pihak dalam meratifikasi ketentuan dalam
perjanjian.115
115 Lihat Article 27 Perjanjian Paris
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Secara umum perbedaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Paris Agreement dan Protokol Kyoto dapat dilihat dala tabel berikut :
Tabel 2
Perbedaan Protokol Kyoto dan Paris Agreement
Protokol Kyoto Paris Agreement




Fase 1 : 2008-2012
Fase 2 : 2013-2020
Tidak ditentukan,
komitmen berdasar
pada revisi dari NDC
setiap 5 tahun


















14% pada fase 2 99% emisi tercakup
pasca INDCs
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5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
Salah satu bentuk tindak lanjut dari proses ratifikasi yang telah
dilakukan dengan instrumen hukum nasional, antara lain dapat dilihat
dengan telah diintegrasikannya pertimbangan perubahan iklim dalam
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini
paling tidak tertuang dalam butir konsideran yang menyatakan bahwa saat
ini fenomena pemanasan global yang semakin meningkat telah
mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan
kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.116
Ketentuan-ketentuan tentang perubahan iklim tersebar dalam
beberapa bagian dan pasal dari UU PPLH. Pada bagian pertimbangan,
UU PPLH menyatakan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat
mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan
kualitas lingkungan hidup. Terkait perubahan iklim dipertegas dalam
penjelasan umum UU PPLH yang menyatakan bahwa Indonesia berada
pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.
Pasal 4 UU PPLH menyatakan bahwa upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan terdiri atas upaya perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan lingkungan.
Salah satu aspek penting dalam perencanaan ini adalah adanya Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (RPPLH). Terkait
116 Lihat perumusan Buti e Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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perubahan iklim, UU PPLH menegaskan bahwa RPPLH harus memuat
rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Terkait dengan upaya pengendalian, UU ini menegaskan bahwa
pengendalian dilakukan dengan mengambil tindakan dalam pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan. Yang menjadi tanggung awab dari
pemerintah dan pemerintah daerah serta penanggung jawab usaha dan
kegiatan.117 Kemudian UU menjelaskan bahwa tindakan pengendalian
merupakan tindakan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan air, udara, laut dan kerusakan ekosistem akibat perubahan
iklim.
Kemudian, UU PPLH juga menerapkan instrumen yang disebut
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu
instrumen pencegahan. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa
pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dan diintegrasikan
ke dalam kebijakan, rencana dan program pemerintah.118 Salah satu yang
harus dibahas dalam KLHS ialah dampak dari perubahan iklim. Dalam hal
ini, KLHS harus memuat kajian tentang kerentanan (vulnnerbility) dan
kapasitasi adaptasi (adaptability) terhadap perubahan iklim
Dalam analisa yang dilakukan oleh pakar hukum perubahan iklim,
Deni Bram119 bahwa keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
sebagai salah satu instrumen pencegahan dan perusakan lingkungan
hidup tidak memuat sanksi jika pemerintah tidak merumuskan instrumen
117 Lihat Pasal 4 dan Penjelasan pasal 13 ayat (3) UU PPLH
118 Lihat Pasal 15 ayat (1) UU PPLH
119 Deni Baram, Op.Cit, hlm. 201.
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tersebut. hal ini mengadung kelemahan mendasar dalam perumusan
suatu norma. Dalam perspekstif Jhon Austin menurut Deni Bram, sebuah
norma hukum hendaknya memuat sanksi agar dapat dipatuhi dan
berdaulat. Hal ini dimaknai serupa oleh Reisman, yang melihat ketiadaan
sanksi dalam suatu norma hukum sebagai suatu bentuk hukum yang tidak
sempurna (lex imperfecta) sehingga membuat suatu peraturan tidak
mempunyai efek jera dalam pelaksanaan.
6. Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim tahun 2007120
Pada tahun 2007, Kementrian Lingkungan Hidup menerbitkan
Rencana Aksi Nasiona tentang Perubahan Iklim (RAN-PI) sebuah
dokumen yang berisi arahan bagi lembaga-lembaga dalam rangka
melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Dokumen ini juga berisi
berbagai langkah kordinasi yang perlu dilakukan ileh pemerintah, terkait
upaya mengatasi perubahan iklim.
RAN-PI secara khusus memuat rencana aksi terkait sektor Land
Use, Land Use Change Forestery (LULUCF) yang dibagi ke dalam tiga
kategori target, pertama ialah target penurunan emisi dan peningkatan
kapasitas penyerapan karbon. Menurut RAN-PI penurunan emisi dari
sektor kehutanan akan dilakukan melalui aksi pemberantasan
penebangan liar, pencegahan kebakaran hutan, penerapan penebagan
pohon secara berkelanjutan, penguatan pengelolaan area konservasi dan
pembuatan arah kebijakan bagi pelaksanaan REDD. Terkait dengan
peningkatan kapasitas rosot karbon, RAN-PI menargetkan adanya
120 Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Indonesia, 2007, Dewan Nasional Perubahan
Iklim Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5-10.
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rehabilitasi 36,31 juta hektar dari total 53,9 juta hektar hutan kritis yang
harus dicapai pada tahun 2025. Kategori kedua ialah implementasi
pemberian insentif untuk sektor LULUCF, dalam hal ini RAN-PI
mengemukakan program “Menuju Indonesia Hijau”. Kategori ketiga ialah
pengembangan kebijakan pendukung. Termasuk ke dalam kategori ini
adalah rencana tata ruang nasional dan wilayah, upaya pengentasan
kemiskinan, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta upaya
persiapan dan rekayasa sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tentan Rencana
Aksi Nasional-pengurangan Gas Rumah Kaca121
Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kacar (RAN-GRK), dimuat
RAN-GRK sebagai rencana kerja untuk melakukan berbagai kegiatan
yang secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi emisi GRK
Indonesia. RAN-GRK terdiri atas kegiatan utama di sektor petanian,
kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri,
pengelolaan limbah dan kegiatan pendukung lainnya.
RAN-GRK ini diharapkan berfungsi sebagai arahan bagi kementrian
dan lembaga pemerintahan untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi berbagai tindakan terkait penurunan emisi GRK. Selain itu,
juga berfungsi untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah
dalam penyusunan rencana aksi daerah untuk penurnan emisi GRK. Pada
tingkat nasional, penurnan emisi GRK dilakukan di bawah kordinator
Bidang Ekonomi. RAN-GRK merupakan suatu langkah positif yang diambil
121 Lihat PP No 61 tahun 2011
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oleh Pemerintah Indoensia. Hal ini dikarenakan memuat rencana kegiatan-
kegiatan dengan target yang jelas.
Tabel 3































































Adapun sasaran dari RAN-GRK ini meliputi beberapa hal utama:
1. Sebagai acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-
bidang prioritas di tingkat nasional dan daerah.
2. Sebagai acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang
terkoordinasi pad tingkat nasional dan derah.
3. Sebagai acuan pengembangan strategi dan rencana aksi
penurunan emisi GRK oleh daerah-daerah di Indonesia.
B. Tinjauan Hukum Perubahan Iklim Terhadap Program
Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt.
1. Program Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt
Pengembangan sarana ketenagalistrikan di Indonesia dituangkan
dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2025 yang disusun oleh Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang menjadikan PT.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero sebagai motor utama
pelaksanaan kegiatan penyediaan listrik di Indonesia. Rencana
pemerintah untuk mendorong kecukupan kelistrikan melalu program
35.000 megawatt (35 gigawatt) sampai dengan tahun 2019.
PLN diwajibkan untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah
yang cukup kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara terus
menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PLN
memiliki tujuan melayani kebutuhan tenaga listrik seluruh masyarakat di
wilayah indonesia. Dimana penyediaan tenaga listrik tersebut dilakukan
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dengan merencanakan penambahan pembangkit, transmisi serta distribusi
yang tertuang dalam dokumen RUPTL.
Kepemilikan proyek-proyek pembangunan pembangkit yang
direncanakan dalam RUPTL disesuaikan dengan kemampuan pendanaan
PLN sebagai suatu korporasi. Mengingat kebutuhan investasi sektor
ketenagalistrikan sangat besar. PLN dianggap tidak dapat sepihak
membangun seluruh kebutuhan pembangkit baru. Dalam menyiasati hal
tersebut pemerintah melakukan pembagian dengan memberikan juga
kesempatan kepada perusahaan listrik swasta (Independet Power
Produce/ IPP) untuk turut serta dalam pembangunan sebagian proyek
pembangkit listrik, ataupun oleh pihak ketiga non-IPP dengan model bisnis
tertentu seperti power wheeling, serta kerjasama excess power,
penetapan wilayah usaha tersendiri dan sebagainya.122
Sampai denga tahun 2015 kapasitas tepasang pembangkit PLN
dan IPP di Indonesia adalah sebesar 48.000 MW yang terdiri dari 44.824
MW di sistem Jawa-Bali dan 10.091 MW di sistem kelistrikan Sumatera
dan 4.150 MW di Indonesia Timur. Apabila memperhitungkan pembangkit
sewaan sebesar 3.703 MW, maka kapasitas terpasang pembangkit
menjadi 51.348 MW. Dengan perkiraan peningkatan ekonomi pada tahun
2016-2025 yang mempengaruhi kebutuhan elektrifikasi maka pemerintah
merencanakan penigkatan pertumbuhan listrik sebesar 8,6% dengan
peningkatan jumlah pembangkit listrik menjadi 80.538 MW. Dan salah satu
program pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM untuk memenuhi
122 Lihat RUPTL 2016-2025 dalam Kepmen ESDM No. 5899 K/20/MEM/2016
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target tersebut adalah program Pembangkit Listrik 35.000 MW yang
direncanakan berlansung pada tahun 2015-2019.123
Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, PLN selaku pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan
tenaga listrik secara terus menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan
mutu dan keadaan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu
melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan
datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang-
Undang tersebut.
Program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW meliputi
pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi.
Pengembangan tersebut untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi rata-rata
6,6% per tahun, pertumbuhan listrik rata-rata 8,3% per tahun dan rasio
elektrifikasi 97% pada tahun 2019. Program ini merupakan bagian rencana
pengembangan ketenagalistrikan 10 tahun ke depan yang diharapkan
mampu rampung pada tahun 2019.124 Pembagian porsi dari pihak yang
ditugaskan untuk melaksanakan program ini adalah PLN akan
membangun pembangkit sebesar 10.559 MW atau 30% dan IPP akan
melakukan pembangunan pembangkit sebesar 25.068 MW atau sekitar
70%. Terlihat bahwa pemerintah mengharapkan peran yang lebih dari





Kebutuhan Tambahan Pembangkit 35.000 MW125
Pembangkit IPP PLN Jumlah
PLTU 17,598 2,215 19,813
PLTA/PLTM 582 1,389 1,791
PLTG/MG/GU 6,123 6,785 12,908
PLTP 555 170 725
PLT Bayu 180 - 180
PLT Biomass 30 - 30
Jumlah 25,068 10,559 35,627
Berdasarkan data dari Laporan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan tentang program pembangunan pembangkit listrik
35.000 MW dan 7.000 MW mengemukakan bahwa dari total rencana
program 35.000 MW tersebut, porsi penggunaan bahan bakar batu bara
pada pembangkit listrik adalah sebesar 60%, sisanya adalah berasal dari
energi baru terbaarukan (air, panas bumi, surya, dsb) sebesar 5%, dan
sisanya sekitar 35% berasal dari energi premier lainnya (diesel, minyak
bumi, dsb). 126
Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, disampaikan pula
perkembangan pembangunan pembangkit listrik pada program 35.000
MW dimana dari total 35.627 MW, sebesar 21% (7,633MW) masih dalam
tahap perencanaan, 28% (9,867MW) pada tahap pengadaan, sebanyak
22% (7,676MW) masuk pada tahap kontrak belum konstruksi, 28%
125 Ibid
126Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2017, Laporan Perkembangan Program
Pembangkit Listrik 35.000 MW & 7.000 MW, Jakarta, hlm. 3.
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(10,112MW) telah memasuki tahap kontrak konstruksi dan sebesar 1%
(339MW) telah selesai.127 Keseluruhan jumlah tersebut berasal dari
pengerjaan yang dilakukan baik oleh PLN ataupun IPP. Pemerintah
Indonesia mengharapkan program ini dapat dituntaskan pada tahun 2019.
Dalam RUPTL 2016-2025 terdapat analisis dari pemerintah bahwa
setelah mengidentifikasi potensi-potensi energi baru dan terbarukan
(EBT), diperkirakan bauran energi dari EBT akan meningkat dari 11%
pada 2016 menjadi maksimal sebesar 19,6% pada tahun 2025. Target
EBT sekitar 25% sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN) 2015-2034 hanya dapat dicapai dengan tambahan dari
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 2,5 Gigawatt (GW) pada
tahun 2025 atau pembangkit EBT lain sebesar 14,4 GW.128 Komposisi
produksi energi listrik per jenis energi primer indonesia diproyeksikan pada
tahun 2025 menjadi 50,3% batubara, 29,4% gas alam (termasuk LNG),
8,0& panas bumi, 10,4% tenaga air, 0,7% Bahan Bakar Minyak (BBM),
dan 1,2% bahan bakar lainnya.
Perencanaan RUPTL 2016-2025 tidak memperhitungkan biaya
yang harus dikeluarkan terhadap emisi CO2 yang dikeluarkan. Namun
dalam RUPTL tetap tidak mengabaikan upaya pengurangan emisi. Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya kandidat PLTP, PLTA, dan EBT lainnya yang
ditetapkan masuk dalam sistem kelistrikan walaupun mereka bukan
merupakan solusi biaya terendah.
127 ibid
128 Lihat RUPTL, Loc.Cit, hlm. 169.
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Dalam RUPTL 2016-2025, terdapat beberapa bagian yang
menjelaskan akibat emisi yang ditimbulkan apabila seluruh pembangkit
listrik (termasuk program 35.000MW) telah selesai dibangun dan mulai
beroperasi. Emisi CO2 yang akan dihasilkan apabila produksi listrik
indonesia dilakukan fuel mix meningkat hampir 2 kali lipat dari 211 juta ton
pada tahun 2016 menjadi 395 juta ton pada tahun 2025. Dari 395 juta ton
emisi tersebut, 317 ton (80%) berasal dari pembakaran batubara.129
Average grid emission factor130 untuk indonesia pada tahun 2016
adalah 0,851 kgCO2/kWh, akan meningkat hingga 0,871 kg/kWh pada
tahun 2022 karena banyak beroperasinya PLTU batubara. Masih tingginya
grid emission factor pada tahun 2022 juga disebabkan  mundurnya
proyek-proyek PLTP dan PLTA serta berkurangnya pasokan gas untuk
pembangkit. Namun menurut pemerintah dalam RUPTL pada tahapan
selanjutnya angka emisi tersebut akan menurun hingga 0,749 kgCO2/kWh
pada tahun 2025 karena kontribusi positif dari pemanfaatan gas, panas
bumi, air dan sumber EBT lainnya.
Pada dokumen RUPTL di jelaskan pula bahwa apabila tidak ada
penambahan EBT yang agresif, maka faktor emisi akan meingkat 0,851
KgCO2/kWh pada 2016 menjadi 0,960 KgCO2/kWh pada 2025. Namun
dengan pengembangan EBT yang agresif, faktor emisi CO2 akan
menurun menjadi 0,749 KgCO2/kWh pada 2025 dan RUPTL (EBT 20%),
dan 0,714 KgCO2/kWh apabila target EBT 25% terpenuhi.
129 Lihat RUPTL, Op.Cit, hlm. 170.
130 Grid Emission Factor didefinisikan sebagai jumlah CO2 [Kg] per produksi listrik [kWh]
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Penurunan emisi GRK dengan membatasi bauran energi batubara
sekitar 50% melalui penambahan pembangkit EBT dan pembangkit gas
adalah sebesar 112 juta ton CO2, sedangkan apabila hanya melali
penambahan pembangkit EBT maka penurnannya 130 juta ton CO2.
Namun investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT jauh leih
besar, yaitu USD 24 miliar (apabila dipenuhi dengan EBT dan gas) atau
USD 50 miliar (apabila dipenuhi dengan EBT saja).
2. Komitmen Indonesia Dalam Dokumen National Determined
Contribution (NDC) Paris Agreement 2015
NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa
depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. NDC tersebut
menggambarkan peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama
periode 2015-2020, yang akan berkontribusi dalam upaya untuk
mencegah kenaikan temperatur global sebesar 2oC dan mengejar uoaya
membatasi kenaikan temperatur global sebesar 1,5oC dibandingkan masa
pra-industri.
Dalam dokumen NDC Indonesia yang pertama, pemerintah telah
menentukan tujuan ambisius mengenai konsumsi dari produksi
keberlanjutan terkait pangan, air dan energi. Tujuani ini akan dicapai
menurut pemerintah indonesia melalui pemberdayaan dan peningkatan
kapasitas, memperbaiki layanan dasar kesehatan dan pendidikan, inovasi
teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan
prinsip tata kelola yang baik.
Pada dokumen Second Nartional Communication Indonesia tahun
2010 tercatat laporan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) indonesia
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diperkirakan sebesar 1,8 GtCO2e di tahun 2005. Ini merupakan
peningkatan sebesar 0,4 GtCO2e dibandingkan pada tahun 2005.
Berdasarkan dokmen Firstr Biennial Update Report (BUR) yang
disampaikan kepada UNFCCC pada bulan Januari 2016, emisi GRK
nasional Indonesia adalah sebesar 1,453 GtCO2e pada tahun 2012, yang
menunjukkan peningkatan sebesar 0,452 GtCO2e dari tahun 2000.131
Pemerintah Indonesia melaporkan dalam dokumen NDC-nya
bahwa telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya mitigasi
perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari berbagai sektor. Mulai
dari sektor berbasis lahan dengan mengambil langkah kebijakan
moratorium penebangan hutan primer dan pelarangan konversi dan hutan
yang tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi
hutan. Hingga menjadikan program REDDD+ sebagai komponen penting
dari target penitng dalam NDC Indonesia di sekotr berbasis lahan. Adapun
pada sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi
dalam suatu bentuk kebijakan energi nasional ke arah jalur dekarbonisasi.
Seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan
Energi Nasional menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi, di
tahun 2025 dan 2050, dimana bauran oenyediaan energi utama adalah :
a. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setidaknya sebesar 23% d
tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31% di tahun 2050.
b. Minyak harus lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil
dari 20% di tahun 2050.
131 Lihat Dokumen First Biennial Update Report (BUR) Indoneisa, 2015, Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
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c. Batubara paling sedikitn 30% di tahun 2025 dan paling sedikit
25% di tahun 2050.
d. Gas setidaknya paling sedikit 22% di tahun 2025 dan paling
sedikit 24% di tahun 2050.
Selanjutnya dalam dokumen NDC tersebut, pemerintah Indoneisa
membagi komitmen penurunan tingkat emisi GRK menjadi 2 yakni
penurunan Unconditional dan Penurunan Conditional. Indonesia secara
sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dengan kemampuan
sendiri sebesar 26% dibandingkan skenario BAU pada tahun 2020.
Komitmen tersebut merupakan kondisi yang dianggap dibutuhkan untuk
menuju komitmen yang lebih ambisius untuk penurunan emisi GRK pada
tahun 2030. Skenario BAU diproyeksikan sebesar 2,869 GtCO2e pada
tahun 2030, yang merupakan pemutakhiran dari skenario BAU pada INDC
karena kondisi terakhir dari pengembangan kebijakan energi khususnya
pembangkit batubara.132
Sedangkan pada komitmen penurunan conditional, indonesia
dikataka mampu meningkatkan kontribusinya dalam menurunkan emisi
GRK sampai dengan 41% pada tahun 2030, tergantung pada
ketersediaan dukungan internasional dalam bentuk pendanaan, transfer
dan pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas.
Dalam dokumen NDC Indonesia dijelaskan pula baseline dan
asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan skenario kebijakan tahun
2020-2030. Dimana terdapat 3 skenario yakni :
132 Lihat Dokumen NDC Pertama Indonesia hlm.8
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1. Skenario BAU : Skenario emisi ketika pembangunan tidak
mempertimbangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
2. Counter Measure 1 Scenario (CM1) : skenario emisi dengan
skenario mitigasi dan mempertimbangkan target pembangunan
sektoral.
3. Counter Measure 2 Scenario (CM2) atau skenario conditional :
skenario emisi dengan skenario yang lebih ambisius serta
mempertimbangkan target pembangunan sektoral, jika
dukungan internasional tersedia.
Pada dokumen NDC dijelaskan bahwa proyeksi emisi sektor energi
pada skenario Bau yakni sebesar 1,669 MTon CO2e pada tahun 2030,
sedangkan pada skenario CM1 proyeksi emisi dicatat pemerintah sebesar
1,355 MTon CO2e serta 1,271 MTonCO2e pada skenario CM2 yang
membutuhkan dukungan internasional.
Lebih lanjut pada lampiran NDC Indonesia, tercantum rincian lebih
lanjut terhadap komitmen penurunan emisi GRK Indonesia pada beberapa
sektor. Terkhusus pada sektor energi, terdapat beberapa fokus
pemerintah dalam penurunan emisi diantarana efisiensi penggunaan
energi, pemanfaatan teknologi clean coal technology (CCT), produksi
listrik berbasis EBT, pada sektor trasnportasi, penambahan jaringan gas
nasional, hingga penambahan Stasiun bahan bakar gas.
Pada bidang elektrifikasi nasional, tidak ada perubahan teknologi
pada PLTU. Acuannya berdasar kepada Renana Umum Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 yang telah disusun sebelumnya.
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Ditambah pada produksi listrik berbasis EBT telah masuk hitunngan
sebesar 26GW sesuai RUPTL.
3. Analisis Program Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt
terhadap Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement 2015.
Setelah pemaparan pada bagian sebelumnya terkait bagaimana
sebenarnya program pembangkit listrik 35.000 megawatt yang
dicanangkan oleh pemerintah indonesia mulai dari perkembangan
pelaksanaan program, bauran energi bahan bakar yang digunakan hinga
perkiraan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Telah pula dijelaskan
bagaimana komitmen dari Indonesia dalam Paris Agreement on Climate
Change 2015 yang telah dituangkan dalam sebuah dokumen NDC. Pada
bagian berikut penulis mencoba menganalisis program tersebut dalam
persepektif hukum perubahan iklim.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan
program pembangkit listrik 35.000 Megawatt akan meningkatkan
kontribusi terhadap peningkatan emisi GRK dikarenakan presentase
penggunaan bahan bakar batubara lebih besar dibanding bahan bakar
berbasis EBT yang lebih ramah lingkungan. Jika dikaitkan dengan
beberapa prinsip-prinsip pada hukum lingkungan internasional, tentunya
penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan (batubara, gas, dll)
sepertinya cenderung tidak sejalan dengan semangat pelestarian
lingkungan.
Ketika dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang
mengkhendaki  pembangunan suatu negara dilakukan untuk memenui
generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan
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datang dalam memenuhi kebutuhannya, pembangunan pembangkit listrik
yang memprioritaskan batubara yang tidak dapat terbarukan dan
ketersediaannya yang semakin hari semakin menipis cenderung tidak
sejalan dengan prinsip yang terkenal dalam hukum lingkungan
internasional ini.
Emisi GRK yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar
batubara selain dapat mempengaruhi kondisi iklim dan menjadi kontributor
utama perubahan iklim dalam jangka panjang, bahkan dalam jangka
pendek ketika seluruh pembangkit listrik berbasis batubara mulai
beroperasi pada tahun 2019 sesuai target pemerintah, dapat
menghasilkan polusi udara yang sangat mempengaruhi kualitas udara
yang dihirup oleh masyarakat terutama yang berada disekita lokasi
pembangkit listrik berbahan batubara. Tak dapat dipungkiri potensi
gangguan kesehatan yang akan timbul akibat polusi udara yang
ditimbulkan akan sangat membahayakan. Greenpeace133 memperkirakan
korban kematian dini dapat bertambah hinggan 15.700 jiwa/tahun di
Indonesia disebabkan peningkatan resiko penyakit kronis pada orang
dewasa dan infeksi saluran pernapasan akut pada anak akibat paparan
partikel halus beracun dari pembakaran batubara.
Lebih lanjut ketika dikaitkan dengan prinsip hukum lingkungan lain
seperti prinsip langkah pencegahan dini, melihat potensi bahaya dari
penggunaan bahan bakar batubara secara besar-besaran pada program
peningkatan elektrifikasi nasional, sudah seharusnya pemerintah dalam
hal ini melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar masalah-masalah
133 Lihat Greenpeace, 2015, Ancaman Maut PLTU Batubara, Jakarta, hlm. 3
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lingkungan yang terjadi dapat seminimal mungkin terjadi atau bahkan
dapat dihindari. Tindakan tersebut dapat berupa pengalihan bauran bahan
bakar yang digunakan dengan memprioritaskan penggunaan EBT yang
potensinya sangat besar di Indonesia dan mereduksi penggunaan
batubara.
Sektor ketenagalistrikan sebanarnya memiliki potensi pengurangan
emisi sebesar 260 MtCO2e, dimana sekitar 225 MtCO2e didapatkan dari
peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan seperti
optimalisasi panas bumi (geothermal), pemanfaatan biomassa untuk
penggunaan pembangkit listrik. Tambahan penurunan emisi sebesar 47
MtCO2e bisa diperoleh dengan tindakan-tindakan pengelolaan di sisi
permintaan (demand side management), yang dapat menurnkan tingkat
permintaan tenaga listrik. 134
Meskipun memang pada kenyataannya pengembangan EBT
membutuhkan pendanaan yang besar. Dimana pembiayaan pengurangan
emisi  GRK di sektor pembangkit listrik bervariasi antara USD10 hingga
USD40 per tCO2e. penambahan kapasitas panas bumi yang telah
direncanakan sebelumnya sebesar 6 Gigawatt pada 2020 membutuhkan
biaya USD27 per tCO2e. pemanfaatan limbah biomassa yang berasal dari
limbah pengelolaan kelapa sawit, limbah pertanian dan lain sebagainya
membutuhkan biaya USD45 per tCO2e.135
Dari penjelasan sebelumnya dapat pula di analisis apakah dengan
program pembangkit listrik 35.000 Mewgawatt yang diprediksi akan
134 Lihat Gunnar Boye Olsen dkk, 2009, Sustainable Energy Viion 2050 : A Proposal to
achive a sustainable energy system, following environmental and social imperatives
dalam Deni Bram, Op.Cit, hlm. 252.
135 Ibid
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menghasilkan peningkatan emisi GRK signifikan, dapat mempengaruhi
komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK yang tertuang dalam
dokumen NDC pertama pada Paris Agreement 2015.
Berdasarkan dari informasi dari kepala bagian hukum sekretariat
jenderal pengendalian perubahan iklim kementrian lingkungan hidup
mengatakan bahwa dokumen NDC pertama Indonesia baru dapat berlaku
setelah tahun 2020, dan sebelum 2020 masih berlaku rezim Protokol
Kyoto. Dan sifat dari dokumen NDC sendiri menurut adalah memiliki
fleksibilitas yang dapat direvisi komitmen persektoral yang ada
didalamnya.
Pemerintah Indonesia sendiri menurut beliau saat ini telah
menyiapkan perangkat hukum nasional dalam pelaksanaan komitmen
yang ada dalam NDC. Baik itu Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan
Undang-Undang ratifikasi Paris Agreement hingga pengaturan hukum
dalam upaya mitigasi untuk mendukung kontribusi penurunan emisi GRK
di Indonesia.
Pada Rezim hukum perubahan iklim yang berkembang dewasa ini.
Upaya negara-negara global dalam menanggulangi perubahan iklim
berupa kenaikan temperatur suhu bumi yang disebabkan oleh emisi GRK
telah berlangsung lama. Upaya tersebut dirumuskan dalam model
komitmen penurnan emisi oleh negara-negara di dunia yang berada
dibawah payung UNFCC. Pasca berakhirnya komitmen penurnan emisi
Protokol Kyoto, dunia sekarang memasuki era baru komitmen penurnan
emisi GRK sebagai suatu upaya mitigasi perubahan iklim.
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Pada saat Konvensi Perubahan Iklim, mengatur komitmen dalam 2
(dua) bentuk besar yaitu komitmen yang berlaku scara umum dan
komitmen yang berlaku secara khusus. Dalam dokumen Protokol Kyoto
sendiri komitmen dititikberatkan pada kewajiban negara-negara maju
semata. Dengan penetapak angka penurnan emisi global sebesar 5%
dalam periode 2008-2012.
Menurut pakar Bodansky136, berpendapat bahawa banyak pihak
yang mempertanyakan mengenai jenis komitmen yang harus dilakukan.
Perseteruan utama dalam jenis atau ragam komitmen yang harus
dilakukan biasanya timbul dari pembahasan kekuatan mengikat dari
sebuah komitmen. Menurutnya setidaknya terdapat 4 (empat) jenis dari
komitmen itu sendiri dalam pelaksanaannya.
Pertama, adalah komitmen yang dapat dikatakan tidak memiliki
kekuatan mengikat secara pasti. Perdebatan seringkali muncul pada saat
suatu negara ingin memberikan komitmennya adalah pertimbangan
mengenai apakah komitmen tersebut akan mengikat secara politis atau
yuridis. Dalam bentuk pertama ini komitmen yang dibuat seringkali hanya
mengedepankan anjuran-anjuran tanpa adanya kewajiban sehingga
seringkali dalam teks perjanjian lingkungan internasional bentuk in
menggunakan terminologi “should” dibandingkan “shall”. Model ini lah
yang diterapkan dalam dokumen UNFCCC. Serangkaian komitmen di
dalamnya dapat dikatakan hanya menggambarkan perhatian serius serta
136 Daniel Bodansky, 2003, Climate Commitments : Assessing the Oprions, dalam Beyond
Kyoto Advancing The International Effort Against Climate Change, dikutip dari Deni
Bram,Op.Cit, hlm. 131.
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adanya kesadaran terhadap kondisi iklim yang berubah dari waktu ke
waktu.137
Kedua, adalah bentuk komitmen satu arah yang disebut oleh
Bodansky sebagai “No Lose” komitmen. Model komitmen ini pada
dasarnya memiliki kesamaan dengan model komitmen yang ada pada
bentuk pertama, namun dalam model ini, pihak yang turut serta dalam
komitmen tersebut memungkinkan untuk mendapat keuntungan apabila
komitemen tersebut dilaksanakan.138
Ketiga, adalah bentuk komitmen yang secara yuridis mempunyai
kekuatan mengikat bagi pihak yang turut serta di dalamnya. Komitmen
semacam ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata “shall” dalam
perjanjian lingkungan internasional. Hal ini bisa ditemui dalam komitmen
Protokol Kyoto. 139
Keempat, adalah bentuk komitmen yang secara nyata dapat dijamin
pelaksanaannya yang bersandar pada kesiapan secara utuh. Bentuk
komitmen semacam inin lazimnya hadir sebuah sistem penegakan aturan
secara spesifik mulai dari pelanggaran yang memungkinkan untuk
dilakukan hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di
dalamnya secara spesifik.140
Paris Agreement 2015 melahirkan suatu bentuk komitmen yang
memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara untuk
menentukan sendiri angka penurunan emisi yang dapat mereka






memberikan patokan pasti terhadap target yang akan dicapai dari upaya
penurunan emisi global. Tetapi, pada rezim Paris Agreement memberikan
kesempatan bagi seluruh negara baik itu negara berkembang dan negara
maju untuk ikut berkontribusi dalam upaya penurnan emisi GRK yang
mana berbeda dari rezim Protokol Kyoto yang hanya melibatkan negara
maju sebagai aktor dalam upaya penurunan emisi global.
Hal yang menarik pula dalam Paris Agreement 2015 adalah terkait
kesesuaian antara komitmen penurunan yang disampaikan dengan
realisasi yang terjadi di lapangan. Masih belum jelasnya mekanisme
sanksi yang akan diberikan kepada negara yang tidak dapat memenuhi
komitmen penurunan emisi GRK nya menjadi hal unik tersendiri dalam
perjanjian ini.
Dalam Paris Agreement hanya memuat ketentuan tentang
penyelesaian permasalahan (settlement of disputes) masih mengacu pada
ketentuan pada Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Dimana seperti kita
ketahui bahwa dalam penyelesaian perselisihan dalam UNFCCC hanya
mengatur penyelesaian ketikan terdapat dua negara yang berbeda dalam
penafsiran dan pelaksanaan konvensi. Tidak mengatur secara jelas
bentuk sanksi kepada setiap negara yang tidak dapat memenuhi target
penurunan emisinya.
Meskipun dalam penyusunan dokumen NDC sudah memasukkan
perhitungan peningkatan emisi yang akan ditimbulkan jika semua
pembangkit listrik dari program 35.000 Megawatt beroperasi, dan melihat
paningkatan emisi yang dihasilkan, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk
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memenuhi komitmennya dalam penurunan emisi GRK sebesar 29%





1. Upaya mitigasi terhadap perubahan iklim dalam hal
pengendalian emisi gas rumah kaca telah dituangkan ke dalam
beberapa bentuk instrumen hukum. Mulai dari instrumen hukum
internasional meliputi United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) sebagai induk dari pengaturan
hukum internasional, Protokol Kyoto, Bali Road Map dan Paris
Agreement. Sedangkan dalam instrumen hukum nasional
Indonesia telah melahirkan beberapa perangkat hukum sebagai
pelaksanaan mandat dari hukum internasional, mulai dari
ratifikasi instrumen hukum internasional yakni ratifikasi UNFCC
melalui UU No. 6/1994, ratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No.
17/2004 dan ratifikasi Paris Agreement melalui UU No.16/2016.
Selanjutnya semangat pengendalian emisi GRK dijawantahkan
ke dalam beberapa pengaturan hukum nasional diantaranya UU
No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, program Rencana Aksi Nsional Perubahan Iklim (RAN-
PI), dan Peraturan Pemerintah No.61/2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
2. Peningkatan emisi GRK dari program pembangkit Listrik 35.000
Megawatt akan mempengaruhi komitmen Indonesia dalam Paris
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Agreement 2015. Meskipun telah dimasukkannya perhitungan
emisi dari program tersebut, pada akhirnya Indonesia akan
kesulitan mencapai komitmen yang telah dikemukakan. Sifat
komitmen yang fleksibel dapat dijadikan kesempatan oleh
Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali terhadap
komitmen yang tertuang dalam dokumen NDC. Ketidakjelasan
sistem sanksi atas tidak terpenuhinya komitmen oleh suatu
negara  dalam Paris Agreement juga mempengaruhi hasil akhir
dari upaya penurunan emisi GRK sebagai upaya pengendalian
perubahan iklim.
B. Saran
Upaya penurunan emisi GRK harus menjadi fokus utama
pemerintah Indonesia dan dunia sebagai upaya dalam penganggulangan
perubahan iklim. Oleh karena itu :
1. Perlu diperhatikan bagi dunia Internasional kejelasan
mekanisme pelaksanaan komitmen terutama dalam hal
penerapan sanksi bagi negara yang tidak berhasil memenuhi
komitmen penurunan emisi yang telah di khendaki.
2. Terkhusus bagi Indonesia agar dapat melakukan peninjauan
kembali terhadap komitmen penurnan emisi GRK terkhsus pada
sektor ketenagalistrikan (energi) dengan memperhitungkan
dampak dari pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt
yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batubara.
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3. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan
penggunaan EBT sebagai bahan bakar utama dalam program
ketenagalistrikan dan mengurangi penggunaan batubara yang
memiliki dampak buruk untuk lingkungan terkhusus bagi
perubahan iklim. Dan lebih bertindak lebih aktif untuk
memperoleh dukungan pendanaan dari dunia internasional guna
membantu dalam pemenuhan komitmen Indonesia
4. Diperlukan adanya pengaturan hukum nasional  Indonesia yang
mengatur tentang pencapaian emisi tiap sektor agar dapat
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Conference of the Parties
Twenty-first session
Paris, 30 November to 11 December 2015
Agenda item 4(b)
Durban Platform for Enhanced Action (decision
1/CP.17) Adoption of a protocol, another legal
instrument, or an agreed outcome with legal force under
the Convention applicable to all Parties
ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT
Proposal by the President
Draft decision -/CP.21
The Conference of the Parties,
Recalling decision 1/CP.17 on the establishment of the Ad Hoc Working Group on
the Durban Platform for Enhanced Action,
Also recalling Articles 2, 3 and 4 of the Convention,
Further recalling relevant decisions of the Conference of the Parties, including
decisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 and 1/CP.20,
Welcoming the adoption of United Nations General Assembly resolution
A/RES/70/1, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in
particular its goal 13, and the adoption of the Addis Ababa Action Agenda of the third
International Conference on Financing for Development and the adoption of the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction,
Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible
threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation
by all countries, and their participation in an effective and appropriate international
response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions,
Also recognizing that deep reductions in global emissions will be required in order
to achieve the ultimate objective of the Convention and emphasizing the need for urgency
in addressing climate change,
Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties
should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their





local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable
situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of
women and intergenerational equity,
Also acknowledging the specific needs and concerns of developing country Parties
arising from the impact of the implementation of response measures and, in this regard,
decisions 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 and 8/CP.17,
Emphasizing with serious concern the urgent need to address the significant gap
between the aggregate effect of Parties’ mitigation pledges in terms of global annual
emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with
holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-
industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-
industrial levels,
Also emphasizing that enhanced pre‐2020 ambition can lay a solid foundation for enhanced post‐2020 ambition,
Stressing the urgency of accelerating the implementation of the Convention and its
Kyoto Protocol in order to enhance pre-2020 ambition,
Recognizing the urgent need to enhance the provision of finance, technology and
capacity-building support by developed country Parties, in a predictable manner, to enable
enhanced pre-2020 action by developing country Parties,
Emphasizing the enduring benefits of ambitious and early action, including major
reductions in the cost of future mitigation and adaptation efforts,
Acknowledging the need to promote universal access to sustainable energy in
developing countries, in particular in Africa, through the enhanced deployment of
renewable energy,
Agreeing to uphold and promote regional and international cooperation in order to
mobilize stronger and more ambitious climate action by all Parties and non-Party
stakeholders, including civil society, the private sector, financial institutions, cities and
other subnational authorities, local communities and indigenous peoples,
I. ADOPTION
1. Decides to  adopt  the  Paris  Agreement  under  the  United  Nations  Framework
Convention on Climate Change (hereinafter referred to as “the Agreement”) as contained in
the annex;
2. Requests the Secretary-General of the United Nations to be the Depositary of the
Agreement and to have it open for signature in New York, United States of America, from
22 April 2016 to 21 April 2017;
3. Invites the Secretary-General to convene a high-level signature ceremony for the
Agreement on 22 April 2016;
4. Also invites all Parties to the Convention to sign the Agreement at the ceremony to
be convened by the Secretary-General, or at their earliest opportunity, and to deposit their
respective instruments of ratification, acceptance, approval or accession, where appropriate,
as soon as possible;
5. Recognizes that Parties to the Convention may provisionally apply all of the provisions
of the Agreement pending its entry into force, and requests Parties to provide notification of




6. Notes that the work of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for
Enhanced Action, in accordance with decision 1/CP.17, paragraph 4, has been completed;
7. Decides to establish the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement under the
same arrangement, mutatis mutandis, as those concerning the election of officers to the
Bureau of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action;1
8. Also decides that the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement shall prepare
for the entry into force of the Agreement and for the convening of the first session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;
9. Further decides to oversee the implementation of the work programme resulting
from the relevant requests contained in this decision;
10. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to report regularly to
the Conference of the Parties on the progress of its work and to complete its work by the
first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement;
11. Decides that the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement shall hold its
sessions starting in 2016 in conjunction with the sessions of the Convention subsidiary
bodies and shall prepare draft decisions to be recommended through the Conference of the
Parties to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement for consideration and adoption at its first session;
II. INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS
12. Welcomes the intended nationally determined contributions that have been
communicated by Parties in accordance with decision 1/CP.19, paragraph 2(b);
13. Reiterates its invitation to all Parties that have not yet done so to communicate to the
secretariat their intended nationally determined contributions towards achieving the
objective of the Convention as set out in its Article 2 as soon as possible and well in
advance of the twenty-second session of the Conference of the Parties (November 2016)
and in a manner that facilitates the clarity, transparency and understanding of the intended
nationally determined contributions;
14. Requests the secretariat to continue to publish the intended nationally determined
contributions communicated by Parties on the UNFCCC website;
15. Reiterates its call to developed country Parties, the operating entities of the Financial
Mechanism and any other organizations in a position to do so to provide support for the
preparation and communication of the intended nationally determined contributions of
Parties that may need such support;
16. Takes note of the synthesis report on the aggregate effect of intended nationally
determined contributions communicated by Parties by 1 October 2015, contained in
document FCCC/CP/2015/7;
17. Notes with concern that the estimated aggregate greenhouse gas emission levels in
2025 and 2030 resulting from the intended nationally determined contributions do not fall
within least-cost 2 ˚C scenarios but rather lead to a projected level of 55 gigatonnes in
2030, and also notes that much greater emission reduction efforts will be required than
those associated with the intended nationally determined contributions in order to hold the
increase in the global average temperature to below 2 ˚C above pre-industrial levels by




reducing emissions to 40 gigatonnes or to 1.5 ˚C above pre-industrial levels by reducing to
a level to be identified in the special report referred to in paragraph 21 below;
18. Also notes, in this context, the adaptation needs expressed by many developing
country Parties in their intended nationally determined contributions;
19. Requests the secretariat to update the synthesis report referred to in paragraph 16
above so as to cover all the information in the intended nationally determined contributions
communicated by Parties pursuant to decision 1/CP.20 by 4 April 2016 and to make it
available by 2 May 2016;
20. Decides to convene a facilitative dialogue among Parties in 2018 to take stock of the
collective efforts of Parties in relation to progress towards the long-term goal referred to in
Article 4, paragraph 1, of the Agreement and to inform the preparation of nationally
determined contributions pursuant to Article 4, paragraph 8, of the Agreement;
21. Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to provide a special report in
2018 on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related
global greenhouse gas emission pathways;
III. DECISIONS TO GIVE EFFECT TO THE AGREEMENT
MITIGATION
22. Invites Parties to communicate their first nationally determined contribution no later
than when the Party submits its respective instrument of ratification, accession, or approval
of the Paris Agreement. If a Party has communicated an intended nationally determined
contribution prior to joining the Agreement, that Party shall be considered to have satisfied
this provision unless that Party decides otherwise;
23. Urges those Parties whose intended nationally determined contribution pursuant to
decision 1/CP.20 contains a time frame up to 2025 to communicate by 2020 a new
nationally determined contribution and to do so every five years thereafter pursuant to
Article 4, paragraph 9, of the Agreement;
24. Requests those Parties whose intended nationally determined contribution pursuant
to decision 1/CP.20 contains a time frame up to 2030 to communicate or update by 2020
these contributions and to do so every five years thereafter pursuant to Article 4, paragraph
9, of the Agreement;
25. Decides that Parties shall submit to the secretariat their nationally determined
contributions referred to in Article 4 of the Agreement at least 9 to 12 months in advance of
the relevant meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Paris Agreement with a view to facilitating the clarity, transparency and understanding
of these contributions, including through a synthesis report prepared by the secretariat;
26. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop further
guidance on features of the nationally determined contributions for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session;
27. Agrees that the information to be provided by Parties communicating their nationally
determined contributions, in order to facilitate clarity, transparency and understanding, may
include, as appropriate, inter alia, quantifiable information on the reference point
(including, as appropriate, a base year), time frames and/or periods for implementation,
scope and coverage, planning processes, assumptions and methodological approaches




emissions and, as appropriate, removals, and how the Party considers that its nationally
determined contribution is fair and ambitious, in the light of its national circumstances, and
how it contributes towards achieving the objective of the Convention as set out in its Article
2;
28. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop further
guidance for the information to be provided by Parties in order to facilitate clarity,
transparency and understanding of nationally determined contributions for consideration
and adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement at its first session;
29. Also requests the Subsidiary Body for Implementation to develop modalities and
procedures for the operation and use of the public registry referred to in Article 4,
paragraph 12, of the Agreement, for consideration and adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
30. Further requests the secretariat to make available an interim public registry in the
first half of 2016 for the recording of nationally determined contributions submitted in
accordance with Article 4 of the Agreement, pending the adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement of the modalities and
procedures referred to in paragraph 29 above;
31. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to elaborate, drawing
from approaches established under the Convention and its related legal instruments as
appropriate, guidance for accounting for Parties’ nationally determined contributions, as
referred to in Article 4, paragraph 13, of the Agreement, for consideration and adoption by
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at
its first session, which ensures that:
(a) Parties account for anthropogenic emissions and removals in accordance with
methodologies and common metrics assessed by the Intergovernmental Panel on Climate
Change and adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement;
(b) Parties ensure methodological consistency, including on baselines, between
the communication and implementation of nationally determined contributions;
(c) Parties strive to include all categories of anthropogenic emissions or removals
in their nationally determined contributions and, once a source, sink or activity is included,
continue to include it;
(d) Parties shall provide an explanation of why any categories of anthropogenic
emissions or removals are excluded;
32. Decides that Parties shall apply the guidance mentioned in paragraph 31 above to the
second and subsequent nationally determined contributions and that Parties may elect to
apply such guidance to their first nationally determined contribution;
33. Also decides that the Forum on the Impact of the Implementation of response
measures, under the subsidiary bodies, shall continue, and shall serve the Agreement;
34. Further decides that the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
and the Subsidiary Body for Implementation shall recommend, for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session, the modalities, work programme and functions of the Forum
on the Impact of the Implementation of response measures to address the effects of the
implementation of response measures under the Agreement by enhancing cooperation




and the exchange of information, experiences, and best practices amongst Parties to raise
their resilience to these impacts;*
36. Invites Parties to communicate, by 2020, to the secretariat mid-century, long-term
low greenhouse gas emission development strategies in accordance with Article 4,
paragraph 19, of the Agreement, and requests the secretariat to publish on the UNFCCC
website Parties’ low greenhouse gas emission development strategies as communicated;
37. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
and recommend the guidance referred to under Article 6, paragraph 2, of the Agreement for
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session, including guidance to ensure that double counting is avoided
on the basis of a corresponding adjustment by Parties for both anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks covered by their nationally determined contributions under
the Agreement;
38. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement adopt rules, modalities and procedures for the mechanism
established by Article 6, paragraph 4, of the Agreement on the basis of:
(a) Voluntary participation authorized by each Party involved;
(b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate
change;
(c) Specific scopes of activities;
(d) Reductions  in  emissions  that  are  additional  to  any that  would  otherwise
occur;
(e) Verification and certification of emission reductions resulting from mitigation
activities by designated operational entities;
(f) Experience gained with and lessons learned from existing mechanisms and
approaches adopted under the Convention and its related legal instruments;
39. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
and recommend rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in
paragraph 38 above for consideration and adoption by the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
40. Also requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
undertake a work programme under the framework for non-market approaches to
sustainable development referred to in Article 6, paragraph 8, of the Agreement, with the
objective of considering how to enhance linkages and create synergy between, inter alia,
mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, and how to
facilitate the implementation and coordination of non-market approaches;
41. Further requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
recommend a draft decision on the work programme referred to in paragraph 40 above,
taking into account the views of Parties, for consideration and adoption by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first
session;
ADAPTATION
* Paragraph 35 has been deleted, and subsequent paragraph numbering and cross references to other




42. Requests the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert
Group to jointly develop modalities to recognize the adaptation efforts of developing
country Parties, as referred to in Article 7, paragraph 3, of the Agreement, and make
recommendations for consideration and adoption by the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
43. Also requests the Adaptation Committee, taking into account its mandate and its
second three-year workplan, and with a view to preparing recommendations for
consideration and adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Paris Agreement at its first session:
(a) To review, in 2017, the work of adaptation-related institutional arrangements
under the Convention, with a view to identifying ways to enhance the coherence of their
work, as appropriate, in order to respond adequately to the needs of Parties;
(b) To consider methodologies for assessing adaptation needs with a view to
assisting developing countries, without placing an undue burden on them;
44. Invites all relevant United Nations agencies and international, regional and national
financial institutions to provide information to Parties through the secretariat on how their
development assistance and climate finance programmes incorporate climate-proofing and
climate resilience measures;
45. Requests Parties to strengthen regional cooperation on adaptation where appropriate
and, where necessary, establish regional centres and networks, in particular in developing
countries, taking into account decision 1/CP.16, paragraph 13;
46. Also requests the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert
Group, in collaboration with the Standing Committee on Finance and other relevant
institutions, to develop methodologies, and make recommendations for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session on:
(a) Taking the necessary steps to facilitate the mobilization of support for
adaptation in developing countries in the context of the limit to global average temperature
increase referred to in Article 2 of the Agreement;
(b) Reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support referred
to in Article 7, paragraph 14(c), of the Agreement;
47. Further requests the Green Climate Fund to expedite support for the least developed
countries and other developing country Parties for the formulation of national adaptation
plans, consistent with decisions 1/CP.16 and 5/CP.17, and for the subsequent
implementation of policies, projects and programmes identified by them;
LOSS AND DAMAGE
48. Decides on the continuation of the Warsaw International Mechanism for Loss and
Damage associated with Climate Change Impacts, following the review in 2016;
49. Requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism to
establish a clearinghouse for risk transfer that serves as a repository for information on
insurance and risk transfer, in order to facilitate the efforts of Parties to develop and
implement comprehensive risk management strategies;
50. Also requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism to
establish, according to its procedures and mandate, a task force to complement, draw upon
the work of and involve, as appropriate, existing bodies and expert groups under the
Convention including the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert




develop recommendations for integrated approaches to avert, minimize and address
displacement related to the adverse impacts of climate change;
51. Further requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism
to initiate its work, at its next meeting, to operationalize the provisions referred to in
paragraphs 49 and 50 above, and to report on progress thereon in its annual report;
52. Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any
liability or compensation;
FINANCE
53. Decides that, in the implementation of the Agreement, financial resources provided
to developing countries should enhance the implementation of their policies, strategies,
regulations and action plans and their climate change actions with respect to both mitigation
and adaptation to contribute to the achievement of the purpose of the Agreement as defined
in Article 2;
54. Also decides that, in accordance with Article 9, paragraph 3, of the Agreement,
developed countries intend to continue their existing collective mobilization goal through
2025 in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation;
prior to 2025 the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per
year, taking into account the needs and priorities of developing countries;
55. Recognizes the importance of adequate and predictable financial resources, including
for results-based payments, as appropriate, for the implementation of policy approaches and
positive incentives for reducing emissions from deforestation and forest degradation, and
the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest
carbon stocks; as well as alternative policy approaches, such as joint mitigation and
adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests; while
reaffirming the importance of non-carbon benefits associated with such approaches;
encouraging the coordination of support from, inter alia, public and private, bilateral and
multilateral sources, such as the Green Climate Fund, and alternative sources in accordance
with relevant decisions by the Conference of the Parties;
56. Decides to initiate, at its twenty-second session, a process to identify the information
to be provided by Parties, in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Agreement with
the view to providing a recommendation for consideration and adoption by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first
session;
57. Also decides to ensure that the provision of information in accordance with Article 9,
paragraph 7 of the Agreement shall be undertaken in accordance with modalities,
procedures and guidelines referred to in paragraph 96 below;
58. Requests Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public
interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of the Agreement for consideration
by the Conference of the Parties at its twenty-fourth session (November 2018), with the
view to making a recommendation for consideration and adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
59. Decides that the Green Climate Fund and the Global Environment Facility, the
entities entrusted with the operation of the Financial Mechanism of the Convention, as well
as the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change Fund, administered




60. Recognizes that the Adaptation Fund may serve the Agreement, subject to relevant
decisions by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement;
61. Invites the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol to consider the issue referred to in paragraph 60 above and make a
recommendation to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement at its first session;
62. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement shall provide guidance to the entities entrusted with the operation of
the Financial Mechanism of the Convention on the policies, programme priorities and
eligibility criteria related to the Agreement for transmission by the Conference of the
Parties;
63. Decides that the guidance to the entities entrusted with the operations of the
Financial Mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the
Parties, including those agreed before adoption of the Agreement, shall apply mutatis
mutandis;
64. Also decides that the Standing Committee on Finance shall serve the Agreement in
line with its functions and responsibilities established under the Conference of the Parties;
65. Urges the institutions serving the Agreement to enhance the coordination and
delivery of resources to support country-driven strategies through simplified and efficient
application and approval procedures, and through continued readiness support to
developing country Parties, including the least developed countries and small island
developing States, as appropriate;
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND TRANSFER
66. Takes note of the interim report of the Technology Executive Committee on
guidance on enhanced implementation of the results of technology needs assessments as
referred to in document FCCC/SB/2015/INF.3;
67. Decides to strengthen the Technology Mechanism and requests the Technology
Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network, in supporting the
implementation of the Agreement, to undertake further work relating to, inter alia:
(a) Technology research, development and demonstration;
(b) The   development   and   enhancement   of   endogenous   capacities   and
technologies;
68. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate, at
its forty-fourth session (May 2016), the elaboration of the technology framework
established under Article 10, paragraph 4, of the Agreement and to report on its findings to
the Conference of the Parties, with a view to the Conference of the Parties making a
recommendation on the framework to the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Paris Agreement for consideration and adoption at its first session,
taking into consideration that the framework should facilitate, inter alia:
(a) The undertaking and updating of technology needs assessments, as well as
the enhanced implementation of their results, particularly technology action plans and
project ideas, through the preparation of bankable projects;
(b) The provision of enhanced financial and technical support for the




(c) The assessment of technologies that are ready for transfer;
(d) The enhancement of enabling environments for and the addressing of barriers
to the development and transfer of socially and environmentally sound technologies;
69. Decides that the Technology Executive Committee and the Climate Technology
Centre and Network shall report to the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement, through the subsidiary bodies, on their activities to
support the implementation of the Agreement;
70. Also decides to undertake a periodic assessment of the effectiveness of and the
adequacy of the support provided to the Technology Mechanism in supporting the
implementation of the Agreement on matters relating to technology development and
transfer;
71. Requests the Subsidiary Body for Implementation to initiate, at its forty-fourth
session , the elaboration of the scope of and modalities for the periodic assessment referred
to in paragraph 70 above, taking into account the review of the Climate Technology Centre
and Network as referred to in decision 2/CP.17, annex VII, paragraph 20 and the modalities
for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement, for consideration and
adoption by the Conference of the Parties at its twenty-fifth session (November 2019);
CAPACITY-BUILDING
72. Decides to establish the Paris Committee on Capacity-building whose aim will be to
address gaps and needs, both current and emerging, in implementing capacity-building in
developing country Parties and further enhancing capacity-building efforts, including with
regard to coherence and coordination in capacity-building activities under the Convention;
73. Also decides that the Paris Committee on Capacity-building will manage and
oversee the work plan mentioned in paragraph 74 below;
74. Further decides to launch a work plan for the period 2016–2020 with the following
activities:
(a) Assessing how to increase synergies through cooperation and avoid
duplication among existing bodies established under the Convention that implement
capacity-building activities, including through collaborating with institutions under and
outside the Convention;
(b) Identifying  capacity gaps  and  needs  and  recommending  ways  to  address
them;
(c) Promoting the development and dissemination of tools and methodologies for
the implementation of capacity-building;
(d) Fostering global, regional, national and subnational cooperation;
(e) Identifying and collecting good practices, challenges, experiences, and
lessons learned from work on capacity-building by bodies established under the
Convention;
(f) Exploring how developing country Parties can take ownership of building
and maintaining capacity over time and space;
(g) Identifying opportunities to strengthen capacity at the national, regional, and
subnational level;
(h) Fostering dialogue, coordination, collaboration and coherence among




information on capacity-building activities and strategies of bodies established under the
Convention;
(i) Providing guidance to the secretariat on the maintenance and further development
of the web-based capacity-building portal;
75. Decides that the Paris Committee on Capacity-building will annually focus on an
area or theme related to enhanced technical exchange on capacity-building, with the
purpose of maintaining up-to-date knowledge on the successes and challenges in building
capacity effectively in a particular area;
76. Requests the Subsidiary Body for Implementation to organize annual in-session
meetings of the Paris Committee on Capacity-building;
77. Also requests the Subsidiary Body for Implementation to develop the terms of
reference for the Paris Committee on Capacity-building, in the context of the third
comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework, also
taking into account paragraphs 75, 76, 77 and 78 above and paragraphs 82 and 83 below,
with a view to recommending a draft decision on this matter for consideration and adoption
by the Conference of the Parties at its twenty-second session;
78. Invites Parties to submit their views on the membership of the Paris Committee on
Capacity-building by 9 March 2016;2
79. Requests the secretariat to compile the submissions referred to in paragraph 78 above
into a miscellaneous document for consideration by the Subsidiary Body for
Implementation at its forty-fourth session;
80. Decides that the inputs to the Paris Committee on Capacity-building will include,
inter alia, submissions, the outcome of the third comprehensive review of the
implementation of the capacity-building framework, the secretariat’s annual synthesis
report on the implementation of the framework for capacity-building in developing
countries, the secretariat’s compilation and synthesis report on capacity-building work of
bodies established under the Convention and its Kyoto Protocol, and reports on the Durban
Forum and the capacity-building portal;
81. Requests the Paris Committee on Capacity-building to prepare annual technical
progress reports on its work, and to make these reports available at the sessions of the
Subsidiary Body for Implementation coinciding with the sessions of the Conference of the
Parties;
82. Also requests the Conference of the Parties at its twenty-fifth session (November
2019), to review the progress, need for extension, the effectiveness and enhancement of the
Paris Committee on Capacity-building and to take any action it considers appropriate, with
a view to making recommendations to the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Paris Agreement at its first session on enhancing institutional
arrangements for capacity-building consistent with Article 11, paragraph 5, of the
Agreement;
83. Calls upon all Parties to ensure that education, training and public awareness, as
reflected in Article 6 of the Convention and in Article 12 of the Agreement are adequately
considered in their contribution to capacity-building;
84. Invites the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session to explore ways of enhancing the implementation of




training, public awareness, public participation and public access to information so as to
enhance actions under the Agreement;
TRANSPARENCY OF ACTION AND SUPPORT
85. Decides to establish a Capacity-building Initiative for Transparency in order to build
institutional and technical capacity, both pre- and post-2020. This initiative will support
developing country Parties, upon request, in meeting enhanced transparency requirements
as defined in Article 13 of the Agreement in a timely manner;
86. Also decides that the Capacity-building Initiative for Transparency will aim:
(a) To strengthen national institutions for transparency-related activities in line
with national priorities;
(b) To provide relevant tools, training and assistance for meeting the provisions
stipulated in Article 13 of the Agreement;
(c) To assist in the improvement of transparency over time;
87. Urges and requests the Global Environment Facility to make arrangements to
support the establishment and operation of the Capacity-building Initiative for
Transparency as a priority reporting-related need, including through voluntary contributions
to support developing countries in the sixth replenishment of the Global Environment
Facility and future replenishment cycles, to complement existing support under the Global
Environment Facility;
88. Decides to assess the implementation of the Capacity-building Initiative for
Transparency in the context of the seventh review of the financial mechanism;
89. Requests that the Global Environment Facility, as an operating entity of the financial
mechanism include in its annual report to the Conference of the Parties the progress of
work in the design, development and implementation of the Capacity-building Initiative for
Transparency referred to in paragraph 85 above starting in 2016;
90. Decides that, in accordance with Article 13, paragraph 2, of the Agreement,
developing countries shall be provided flexibility in the implementation of the provisions of
that Article, including in the scope, frequency and level of detail of reporting, and in the
scope of review, and that the scope of review could provide for in-country reviews to be
optional, while such flexibilities shall be reflected in the development of modalities,
procedures and guidelines referred to in paragraph 92 below;
91. Also decides that all Parties, except for the least developed country Parties and small
island developing States, shall submit the information referred to in Article 13, paragraphs
7, 8, 9 and 10, as appropriate, no less frequently than on a biennial basis, and that the least
developed country Parties and small island developing States may submit this information
at their discretion;
92. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop
recommendations for modalities, procedures and guidelines in accordance with Article 13,
paragraph 13, of the Agreement, and to define the year of their first and subsequent review
and update, as appropriate, at regular intervals, for consideration by the Conference of the
Parties, at its twenty-fourth session, with a view to forwarding them to the Conference of





93. Also requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement in developing the
recommendations for the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92
above to take into account, inter alia:
(a) The  importance  of  facilitating  improved  reporting  and  transparency  over
time;
(b) The need to provide flexibility to those developing country Parties that need
it in the light of their capacities;
(c) The need to promote transparency, accuracy, completeness, consistency, and
comparability;
(d) The need to avoid duplication as well as undue burden on Parties and the
secretariat;
(e) The need to ensure that Parties maintain at least the frequency and quality of
reporting in accordance with their respective obligations under the Convention;
(f) The need to ensure that double counting is avoided;
(g) The need to ensure environmental integrity;
94. Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when
developing the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92 above, to
draw on the experiences from and take into account other on-going relevant processes
under the Convention;
95. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when developing
modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92 above, to consider, inter
alia:
(a) The types of flexibility available to those developing countries that need it on
the basis of their capacities;
(b) The consistency between the methodology communicated in the nationally
determined contribution and the methodology for reporting on progress made towards
achieving individual Parties’ respective nationally determined contribution;
(c) That Parties report information on adaptation action and planning including,
if appropriate, their national adaptation plans, with a view to collectively exchanging
information and sharing lessons learned;
(d) Support provided, enhancing delivery of support for both adaptation and
mitigation through, inter alia, the common tabular formats for reporting support, and taking
into account issues considered by the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice on methodologies for reporting on financial information, and enhancing the
reporting by developing countries on support received, including the use, impact and
estimated results thereof;
(e) Information in the biennial assessments and other reports of the Standing
Committee on Finance and other relevant bodies under the Convention;
(f) Information on the social and economic impact of response measures;
96. Also requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when developing
recommendations for modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92
above, to enhance the transparency of support provided in accordance with Article 9 of the
Agreement;
97. Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to report on




92 above to future sessions of the Conference of the Parties, and that this work be
concluded no later than 2018;
98. Decides that the modalities, procedures and guidelines developed under paragraph
92 above, shall be applied upon the entry into force of the Paris Agreement;
99. Also decides that the modalities, procedures and guidelines of this transparency
framework shall build upon and eventually supersede the measurement, reporting and
verification system established by decision 1/CP.16, paragraphs 40 to 47 and 60 to 64, and
decision 2/CP.17, paragraphs 12 to 62, immediately following the submission of the final
biennial reports and biennial update reports;
GLOBAL STOCKTAKE
100. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to identify the sources of
input for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement and to report to the
Conference of the Parties, with a view to the Conference of the Parties making a
recommendation to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement for consideration and adoption at its first session, including, but not
limited to:
(a) Information on:
(i) The overall effect of the nationally determined contributions communicated
by Parties;
(ii) The state of adaptation efforts, support, experiences and priorities from the
communications referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Agreement,
and reports referred to in Article 13, paragraph 7, of the Agreement;
(iii) The mobilization and provision of support;
(b) The latest reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change;
(c) Reports of the subsidiary bodies;
101. Also requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
provide advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change
can inform the global stocktake of the implementation of the Agreement pursuant to its
Article 14 of the Agreement and to report on this matter to the Ad Hoc Working Group on
the Paris Agreement at its second session;
102. Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop
modalities for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement and to report
to the Conference of the Parties, with a view to making a recommendation to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for
consideration and adoption at its first session;
FACILITATING IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE
103. Decides that the committee referred to in Article 15, paragraph 2, of the Agreement
shall consist of 12 members with recognized competence in relevant scientific, technical,
socio-economic or legal fields, to be elected by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Paris Agreement on the basis of equitable geographical
representation, with two members each from the five regional groups of the United Nations
and one member each from the small island developing States and the least developed
countries, while taking into account the goal of gender balance;
104. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop the
modalities and procedures for the effective operation of the committee referred to in Article




Agreement completing its work on such modalities and procedures for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session;
FINAL CLAUSES
105. Also requests the secretariat, solely for the purposes of Article 21 of the Agreement, to
make available on its website on the date of adoption of the Agreement as well as in the
report of the Conference of the Parties at its twenty-first session, information on the most
up-to-date total and per cent of greenhouse gas emissions communicated by Parties to the
Convention in their national communications, greenhouse gas inventory reports, biennial
reports or biennial update reports;
IV. ENHANCED ACTION PRIOR TO 2020
106. Resolves to ensure the highest possible mitigation efforts in the pre-2020 period,
including by:
(a) Urging all Parties to the Kyoto Protocol that have not already done so to
ratify and implement the Doha Amendment to the Kyoto Protocol;
(b) Urging all Parties that have not already done so to make and implement a
mitigation pledge under the Cancun Agreements;
(c) Reiterating its resolve, as set out in decision 1/CP.19, paragraphs 3 and 4, to
accelerate the full implementation of the decisions constituting the agreed outcome
pursuant to decision 1/CP.13 and enhance ambition in the pre-2020 period in order to
ensure the highest possible mitigation efforts under the Convention by all Parties;
(d) Inviting developing country Parties that have not submitted their first
biennial update reports to do so as soon as possible;
(e) Urging all Parties to participate in the existing measurement, reporting and
verification processes under the Cancun Agreements, in a timely manner, with a view to
demonstrating progress made in the implementation of their mitigation pledges;
107. Encourages Parties to promote the voluntary cancellation by Party and non-Party
stakeholders, without double counting of units issued under the Kyoto Protocol, including
certified emission reductions that are valid for the second commitment period;
108. Urges host and purchasing Parties to report transparently on internationally
transferred mitigation outcomes, including outcomes used to meet international pledges,
and emission units issued under the Kyoto Protocol with a view to promoting
environmental integrity and avoiding double counting;
109. Recognizes the social, economic and environmental value of voluntary mitigation
actions and their co-benefits for adaptation, health and sustainable development;
110. Resolves to strengthen, in the period 2016–2020, the existing technical examination
process on mitigation as defined in decision 1/CP.19, paragraph 5(a), and decision 1/CP.20,
paragraph 19, taking into account the latest scientific knowledge, including by:
(a) Encouraging Parties, Convention bodies and international organizations to
engage in this process, including, as appropriate, in cooperation with relevant non-Party
stakeholders, to share their experiences and suggestions, including from regional events,
and to cooperate in facilitating the implementation of policies, practices and actions





(b) Striving to improve, in consultation with Parties, access to and participation
in this process by developing country Party and non-Party experts;
(c) Requesting the Technology Executive Committee and the Climate
Technology Centre and Network in accordance with their respective mandates:
(i) To engage in the technical expert meetings and enhance their efforts
to facilitate and support Parties in scaling up the implementation of policies,
practices and actions identified during this process;
(ii) To provide regular updates during the technical expert meetings on the
progress made in facilitating the implementation of policies, practices and
actions previously identified during this process;
(iii) To include information on their activities under this process in their
joint annual report to the Conference of the Parties;
(d) Encouraging Parties to make effective use of the Climate Technology Centre
and Network to obtain assistance to develop economically, environmentally and socially
viable project proposals in the high mitigation potential areas identified in this process;
111. Encourages the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention to
engage in the technical expert meetings and to inform participants of their contribution to
facilitating progress in the implementation of policies, practices and actions identified
during the technical examination process;
112. Requests the secretariat to organize the process referred to in paragraph 110 above
and disseminate its results, including by:
(a) Organizing, in consultation with the Technology Executive Committee and
relevant expert organizations, regular technical expert meetings focusing on specific
policies, practices and actions representing best practices and with the potential to be
scalable and replicable;
(b) Updating, on an annual basis, following the meetings referred to in paragraph
112(a) above and in time to serve as input to the summary for policymakers referred to in
paragraph 112(c) below, a technical paper on the mitigation benefits and co-benefits of
policies, practices and actions for enhancing mitigation ambition, as well as on options for
supporting their implementation, information on which should be made available in a user-
friendly online format;
(c) Preparing, in consultation with the champions referred to in paragraph 122
below, a summary for policymakers, with information on specific policies, practices and
actions representing best practices and with the potential to be scalable and replicable, and
on options to support their implementation, as well as on relevant collaborative initiatives,
and publishing the summary at least two months in advance of each session of the
Conference of the Parties as input for the high-level event referred to in paragraph 121
below;
113. Decides that the process referred to in paragraph 110 above should be organized
jointly by the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice and should take place on an ongoing basis until 2020;
114. Also decides to conduct in 2017 an assessment of the process referred to in
paragraph 110 above so as to improve its effectiveness;
115. Resolves to enhance the provision of urgent and adequate finance, technology and
capacity-building support by developed country Parties in order to enhance the level of
ambition of pre-2020 action by Parties, and in this regard strongly urges developed country




goal of jointly providing USD 100 billion annually by 2020 for mitigation and adaptation
while significantly increasing adaptation finance from current levels and to further provide
appropriate technology and capacity-building support;
116. Decides to conduct a facilitative dialogue in conjunction with the twenty-second
session of the Conference of the Parties to assess the progress in implementing decision
1/CP.19, paragraphs 3 and 4, and identify relevant opportunities to enhance the provision of
financial resources, including for technology development and transfer and capacity-
building support, with a view to identifying ways to enhance the ambition of mitigation
efforts by all Parties, including identifying relevant opportunities to enhance the provision
and mobilization of support and enabling environments;
117. Acknowledges with appreciation the results of the Lima-Paris Action Agenda, which
build on the climate summit convened on 23 September 2014 by the Secretary-General of
the United Nations;
118. Welcomes the efforts of non-Party stakeholders to scale up their climate actions, and
encourages the registration of those actions in the Non-State Actor Zone for Climate Action
platform;3
119. Encourages Parties to work closely with non-Party stakeholders to catalyse efforts to
strengthen mitigation and adaptation action;
120. Also encourages non-Party stakeholders to increase their engagement in the
processes referred to in paragraph 110 above and paragraph 125 below;
121. Agrees to convene, pursuant to decision 1/CP.20, paragraph 21, building on the
Lima-Paris Action Agenda and in conjunction with each session of the Conference of the
Parties during the period 2016–2020, a high-level event that:
(a) Further strengthens high-level engagement on the implementation of policy
options and actions arising from the processes referred to in paragraph 110 above and
paragraph 125 below, drawing on the summary for policymakers referred to in paragraph
112(c) above;
(b) Provides an opportunity for announcing new or strengthened voluntary
efforts, initiatives and coalitions, including the implementation of policies, practices and
actions arising from the processes referred to in paragraph 110 above and paragraph 125
below and presented in the summary for policymakers referred to in paragraph 112(c)
above;
(c) Takes stock of related progress and recognizes new or strengthened voluntary
efforts, initiatives and coalitions;
(d) Provides meaningful and regular opportunities for the effective high-level
engagement of dignitaries of Parties, international organizations, international cooperative
initiatives and non-Party stakeholders;
122. Decides that two high-level champions shall be appointed to act on behalf of the
President of the Conference of the Parties to facilitate through strengthened high-level
engagement in the period 2016–2020 the successful execution of existing efforts and the






(a) Working with the Executive Secretary and the current and incoming
Presidents of the Conference of the Parties to coordinate the annual high-level event
referred to in paragraph 121 above;
(b) Engaging with interested Parties and non-Party stakeholders, including to
further the voluntary initiatives of the Lima-Paris Action Agenda;
(c) Providing guidance to the secretariat on the organization of technical expert
meetings referred to in paragraph 112(a) above and paragraph 130(a) below;
123. Also decides that the high-level champions referred to in paragraph 122 above
should normally serve for a term of two years, with their terms overlapping for a full year to
ensure continuity, such that:
(a) The President of the Conference of the Parties of the twenty-first session
should appoint one champion, who should serve for one year from the date of the
appointment until the last day of the Conference of the Parties at its twenty-second session;
(b) The President of the Conference of the Parties of the twenty-second session
should appoint one champion who should serve for two years from the date of the
appointment until the last day of the Conference of the Parties at its twenty-third session
(November 2017);
(c) Thereafter, each subsequent President of the Conference of the Parties should
appoint one champion who should serve for two years and succeed the previously
appointed champion whose term has ended;
124. Invites all interested Parties and relevant organizations to provide support for the
work of the champions referred to in paragraph 122 above;
125. Decides to launch, in the period 20162020, a technical examination process on
adaptation;
126. Also decides that the technical examination process on adaptation referred to in
paragraph 125 above will endeavour to identify concrete opportunities for strengthening
resilience, reducing vulnerabilities and increasing the understanding and implementation of
adaptation actions;
127. Further decides that the technical examination process referred to in paragraph 125
above should be organized jointly by the Subsidiary Body for Implementation and the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, and conducted by the Adaptation
Committee;
128. Decides that the process referred to in paragraph 125 above will be pursued by:
(a) Facilitating the sharing of good practices, experiences and lessons learned;
(b) Identifying actions that could significantly enhance the implementation of
adaptation actions, including actions that could enhance economic diversification and have
mitigation co-benefits;
(c) Promoting cooperative action on adaptation;
(d) Identifying opportunities to strengthen enabling environments and enhance
the provision of support for adaptation in the context of specific policies, practices and
actions;
129. Also decides that the technical examination process on adaptation referred to in
paragraph 125 above will take into account the process, modalities, outputs, outcomes and





130. Requests the secretariat to support the technical examination process referred to in
paragraph 125 above by:
(a) Organizing regular technical expert meetings focusing on specific policies,
strategies and actions;
(b) Preparing annually, on the basis of the meetings referred to in paragraph
130(a) above and in time to serve as an input to the summary for policymakers referred to
in paragraph 112(c) above, a technical paper on opportunities to enhance adaptation action,
as well as options to support their implementation, information on which should be made
available in a user-friendly online format;
131. Decides that in conducting the process referred to in paragraph 125 above, the
Adaptation Committee will engage with and explore ways to take into account, synergize
with and build on the existing arrangements for adaptation-related work programmes,
bodies and institutions under the Convention so as to ensure coherence and maximum
value;
132. Also decides to conduct, in conjunction with the assessment referred to in paragraph
120 above, an assessment of the process referred to in paragraph 125 above, so as to
improve its effectiveness;
133. Invites Parties and observer organizations to submit information on the opportunities
referred to in paragraph 126 above by 3 February 2016;
V. NON-PARTY STAKEHOLDERS
134. Welcomes the efforts of all non-Party stakeholders to address and respond to climate
change, including those of civil society, the private sector, financial institutions, cities and
other subnational authorities;
135. Invites the non-Party stakeholders referred to in paragraph 134 above to scale up
their efforts and support actions to reduce emissions and/or to build resilience and decrease
vulnerability to the adverse effects of climate change and demonstrate these efforts via the
Non-State Actor Zone for Climate Action platform4 referred to in paragraph 118 above;
136. Recognizes the need to strengthen knowledge, technologies, practices and efforts of
local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate
change, and establishes a platform for the exchange of experiences and sharing of best
practices on mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner;
137. Also recognizes the important role of providing incentives for emission reduction
activities, including tools such as domestic policies and carbon pricing;
VI. ADMINISTRATIVE AND BUDGETARY MATTERS
138. Takes note of the estimated budgetary implications of the activities to be undertaken
by the secretariat referred to in this decision and requests that the actions of the secretariat
called for in this decision be undertaken subject to the availability of financial resources;
139. Emphasizes the urgency of making additional resources available for the
implementation of the relevant actions, including actions referred to in this decision, and












The Parties to this Agreement,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as “the
Convention”,
Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the
Parties to the Convention at its seventeenth session,
In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of equity
and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national
circumstances,
Recognizing the  need  for an effective and progressive response  to  the  urgent  threat  of  climate  change  on
the basis of the best available scientific knowledge,
Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those
that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,
Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with regard to
funding and transfer of technology,
Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the measures
taken in response to it,
Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable
access to sustainable development and eradication of poverty,
Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular
vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,
Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and
quality jobs in accordance with nationally defined development priorities,
Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to
address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to
health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and
people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of
women and intergenerational equity,
Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of the
greenhouse gases referred to in the Convention,
Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of
biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of
“climate justice”, when taking action to address climate change,
Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to
information and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,
Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in accordance
with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,
Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with
developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,





For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In
addition:
1. “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9
May 1992.
2. “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention.
3. “Party” means a Party to this Agreement.
Article 2
1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen
the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to
eradicate poverty, including by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and
to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that
this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and
low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-
resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
Article 3
As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and
communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the
purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression over time,
while recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this
Agreement.
Article 4
1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of
greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country
Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a
balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second
half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate
poverty.
2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it
intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of
such contributions.
3. Each Party’s successive nationally determined contribution will represent a progression beyond the Party’s then
current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but
differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission
reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are
encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of
different national circumstances.
5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance
with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for




6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate strategies, plans
and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special circumstances.
7. Mitigation co-benefits resulting from Parties’ adaptation actions and/or economic diversification plans can
contribute to mitigation outcomes under this Article.
8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary
for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision
1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.
10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall consider
common time frames for nationally determined contributions at its first session.
11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a view to enhancing its level
of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Paris Agreement.
12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry maintained
by the secretariat.
13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic emissions
and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall promote environmental
integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure the avoidance of
double counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement.
14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing mitigation actions
with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate, existing
methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.
15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties with
economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.
16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have reached an
agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the terms of that
agreement, including the emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they
communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn inform the Parties and
signatories to the Convention of the terms of that agreement.
17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement referred to
in paragraph 16 above in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration
organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that regional economic integration
organization individually, and together with the regional economic integration organization, shall be responsible
for its emission level as set out in the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance
with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development
strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and
respective capabilities, in the light of different national circumstances.
Article 5
1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as
referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests.
2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the
existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy
approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest




stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation
approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of
incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.
Article 6
1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their
nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to
promote sustainable development and environmental integrity.
2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of
internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable
development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply
robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under
this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.
4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is
hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body
designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, and
shall aim:
(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
(b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and
private entities authorized by a Party;
(c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation
activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally
determined contribution; and
(d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to
demonstrate achievement of the host Party’s nationally determined contribution if used by another Party to
demonstrate achievement of its nationally determined contribution.
6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall ensure that a
share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to
cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to
the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall adopt rules,
modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.
8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to
Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable
development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia,
mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches
shall aim to:
(a) Promote mitigation and adaptation ambition;
(b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined
contributions; and
(c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.
9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-





1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience
and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and
ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.
2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and
international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the long-term global
response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and
immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of
climate change.
3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the modalities to be
adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first
session.
4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can
reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation
costs.
5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and
fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and
should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge,
knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into
relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and the
importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly
vulnerable to the adverse effects of climate change.
7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account the Cancun
Adaptation Framework, including with regard to:
(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as these
relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
(b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this
Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of
technical support and guidance to Parties;
(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate
system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decision-
making;
(d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs,
priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in a
manner consistent with encouraging good practices;
(e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.
8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to
implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of paragraph 5
of this Article.
9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of actions,
including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions, which may include:
(a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;
(b) The process to formulate and implement national adaptation plans;
(c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a view to formulating nationally
determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;
(d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
(e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic




10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may
include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional
burden for developing country Parties.
11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and
updated periodically, as a component of or in conjunction with other communications or documents, including a
national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4, paragraph 2, and/or a
national communication.
12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a public registry
maintained by the secretariat.
13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the
implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10
and 11.
14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:
(a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
(b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication
referred to in paragraph 10 of this Article;
(c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
(d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph 1 of
this Article.
Article 8
1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the
adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of
sustainable development in reducing the risk of loss and damage.
2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts shall be
subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International
Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage associated
with the adverse effects of climate change.
4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:
(a) Early warning systems;
(b) Emergency preparedness;
(c) Slow onset events;
(d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
(e) Comprehensive risk assessment and management;
(f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
(g) Non-economic losses;
(h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.
5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under the
Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.
Article 9
1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to
both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate




through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs
and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression
beyond previous efforts.
4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and
mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country
Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have
significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States,
considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information
related to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public
financial resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources are
encouraged to communicate biennially such information on a voluntary basis.
6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by
developed country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.
7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing
country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the
modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are
encouraged to do so.
8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial
mechanism of this Agreement.
9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of the
Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval procedures
and enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least developed countries
and small island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.
Article 10
1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in
order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions under
this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen
cooperative action on technology development and transfer.
3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.
4. A technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the Technology
Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and transfer in order to
support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of
this Article.
5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to
climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as
appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial
Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access
to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties.
6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of
this Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different
stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and
adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account available information on efforts
related to support on technology development and transfer for developing country Parties.
Article 11
1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country Parties,
in particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those that are




effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and mitigation actions, and should
facilitate technology development, dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of
education, training and public awareness, and the transparent, timely and accurate communication of
information.
2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster country
ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and
local levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those from capacity-building
activities under the Convention, and should be an effective, iterative process that is participatory, cross-cutting
and gender-responsive.
3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement.
Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.
4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through
regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on
capacity-building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing
capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.
5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate institutional arrangements to support the
implementation of this Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the
Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement shall, at its first session, consider and adopt a decision on the initial institutional arrangements
for capacity-building.
Article 12
Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public
awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with
respect to enhancing actions under this Agreement.
Article 13
1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced
transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties’
different capacities and builds upon collective experience is hereby established.
2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to
those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and
guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.
3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the Convention,
recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island developing States, and be
implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national sovereignty, and avoid
placing undue burden on Parties.
4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial reports and
biennial update reports, international assessment and review and international consultation and analysis, shall
form part of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under
paragraph 13 of this Article.
5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate change
action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of
progress towards achieving Parties’ individual nationally determined contributions under Article 4, and Parties’
adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and gaps, to inform the global
stocktake under Article 14.
6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and received
by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to
the extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to inform the global
stocktake under Article 14.




(a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse
gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate
Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement;
(b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined
contribution under Article 4.
8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as
appropriate.
9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial,
technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Article 9, 10 and
11.
10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and capacity-building
support needed and received under Articles 9, 10 and 11.
11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a technical expert
review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light of
their capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In addition,
each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress with respect to efforts under
Article 9, and its respective implementation and achievement of its nationally determined contribution.
12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party’s support provided,
as relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall
also identify areas of improvement for the Party, and include a review of the consistency of the information with
the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the
flexibility accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay particular attention to the
respective national capabilities and circumstances of developing country Parties.
13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall, at its first
session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and
elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as
appropriate, for the transparency of action and support.
14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country Parties on
a continuous basis.
Article 14
1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall periodically take
stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of
this Agreement and its long-term goals (referred to as the “global stocktake”). It shall do so in a comprehensive
and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of implementation and support, and in
the light of equity and the best available science.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall undertake its
first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined
manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in
enhancing international cooperation for climate action.
Article 15
1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this Agreement is
hereby established.
2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be expert-based
and facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The




3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session and report annually to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
Article 16
1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to
this Agreement.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings
of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the
Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions under this Agreement
shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member of the
Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to
this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this
Agreement.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall keep under
regular review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions necessary
to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and shall:
(a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement; and
(b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.
5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the
Convention shall be applied mutatis mutandis under this Agreement, except as may be otherwise decided by
consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is
scheduled after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall be held in conjunction with ordinary
sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement or at the written request of any Party, provided that,
within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least
one third of the Parties.
8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any
State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement as observers. Any body or
agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters
covered by this Agreement and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement as an observer, may be so
admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall
be subject to the rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.
Article 17
1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the
Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this
Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Agreement and by





1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation
established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for
Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement. The
provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply mutatis mutandis to this
Agreement. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of this Agreement shall be held in conjunction with the meetings of,
respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation of the Convention.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings
of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this
Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with
regard to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing
a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional
member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.
Article 19
1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than those
referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Paris Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary
bodies or arrangements.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement may provide further
guidance to such subsidiary bodies and institutional arrangements.
Article 20
1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and
regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at
the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter, this Agreement
shall be open for accession from the day following the date on which it is closed for signature. Instruments of
ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of its
member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case of regional
economic integration organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement, the
organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their
obligations under this Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to
exercise rights under this Agreement concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration
organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this
Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any
substantial modification in the extent of their competence.
Article 21
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the
Convention accounting in total for at least an estimated 55 percent of the total global greenhouse gas emissions
have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, “total global greenhouse gas emissions” means the
most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement by the Parties to the
Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Agreement or




this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or regional
economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.
Article 22
The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall apply
mutatis mutandis to this Agreement.
Article 23
1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention
shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided for, a
reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall
be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical,
procedural or administrative character.
Article 24
The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this
Agreement.
Article 25
1. Each Party shall have one vote, except as provided for paragraph 2 of this Article.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to
vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Agreement. Such
an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 26
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.
Article 27
No reservations may be made to this Agreement.
Article 28
1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party
may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the
notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this
Agreement.
Article 29
The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.
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NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC) PERTAMA
REPUBLIK INDONESIA
1. KONTEKS NASIONAL
Indonesia merupakan negara yang sedang bertumbuh dengan demokrasi yang stabil dan
populasi keempat terbanyak di dunia. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih terus
meningkat selama dekade terakhir, sekitar 11% populasi Indonesia masih berada di
bawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia
memproyeksikan pembangunan ekonomi setidaknya mencapai 5% per tahun untuk
menurunkan laju kemiskinan di bawah 4% di tahun 2025 sebagaimana dimandatkan
dalam Undang-Undang, antara lain “bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup yang
layak dan sehat”. Mengingat dampak perubahan iklim mulai dirasakan, Indonesia masih
terus mencari keseimbangan pembangunan di masa kini dan masa datang serta prioritas
pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan emisi GRK
sebesar 26% di tahun 2020, dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan
internasional, dibandingkan terhadap skenario business as usual di tahun 2020.
Pemerintahan Indoesia saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah
menentukan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui
Nawa Cita. Nawa Cita melingkupi antara lain melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional. Misi Nawa Cita tersebut sejalan dengan
komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,
dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan
lintas-sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Mengingat posisi penting Indonesia secara geografis dalam global ocean conveyor belt
(thermohaline circulation), negara kepulauan terbesar dan hutan hujan tropisnya yang
kaya akan keanekaragaman hayati, tingginya cadangan nilai karbon dan sumber daya
energi dan mineral, Indonesia dikenal akan perannya dalam upaya menghadapi
perubahan iklim. Namun, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang akan
diperparah dengan terjadinya perubahan iklim, terutama di daerah dataran rendah di
seluruh nusantara. Oleh karena itu Indonesia memandang bahwa upaya komprehensif
adaptasi dan mitigasi berbasis lahan dan laut sebagai sebuah pertimbangan strategi
dalam mencapai ketahanan iklim terkait pangan, air dan energi.
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menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. NDC tersebut
menggambarkan peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama periode 2015-
2019 yang akan menjadi landasan untuk menentukan tujuan lebih ambisius setelah tahun
2020, yang akan berkontribusi dalam upaya untuk mencegah kenaikan termperatur global
sebesar 20C dan mengejar upaya membatasi kenaikan temperature global sebesar 1.50C
dibandingkan masa pra-industri. Untuk periode 2020 dan seterusnya, Indonesia
memandang pencapaian ketahanan iklim kepulauan merupakan sebuah hasil dari
pelaksanaan program adaptasi-mitigasi dan strategi penurunan risiko bencana yang
komprehensif. Indonesia telah menentukan tujuan ambisius mengenai konsumsi dan
produksi keberlanjutan terkait pangan, air dan energi. Tujuan ini akan dapat dicapai
melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, memperbaiki layanan dasar
kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam
berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
2. MITIGASI
Menurut dokumen Second National Communication tahun 2010, emisi gas rumah kaca
(GRK) Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO2e di tahun 2005. Angka ini menunjukkan
peningkatan sebesar 0.4 GtCO2e dibandingkan tahun 2000. Sumber emisi paling besar
(63%) berasal dari kegiatan alih guna lahan serta kebakaran hutan dan lahan, sedangkan
konsumsi bahan bakar minyak menyumbangkan emisi GRK sebesar 19% dari total emisi.
Berdasarkan dokumen First Biennial Update Report (BUR) yang telah disampaikan
kepada UNFCCC pada bulan Januari 2016, emisi GRK nasional adalah sebesar 1.453
GtCO2e di tahun 2012, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.452 GtCO2e dari
tahun 2000. Sektor utama yang berkontribusi mengeluarkan emisi adalah sektor LUCF
termasuk kebakaran gambut (47.8%) dan sektor energi (34.9%).
Sejak Indonesia mencanangkan penurunan emisi GRK secara sukarela sebesar 26%
dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% apabila ada dukungan internasional,
dibandingkan dengan skenario business as usual 2020, Indonesia telah mengeluarkan
rangkaian perangkat hukum dan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi GRK sebagaimana dituangkan dalam PERPRES No. 61/2011 dan inventarisasi
GRK melalui PERPRES No. 71/2011.
Pasca-2020, Indonesia merencanakan untuk meningkatkan target melebihi komitmen
saat ini. Mengacu pada kajian terbaru mengenai tingkat emisi GRK, Indonesia telah
menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan
41% dibandingkan skenario business as usual di tahun 2030.
Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi dari




primer dan pelarangan konversi dari hutan yang tersisa dengan kegiatan pengurangan
deforestasi dan degradasi hutan, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan
hutan berkelanjutan yang termasuk perhutanan sosial melalui partisipasi aktif sektor
swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan
kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama Masyarakat Hukum Adat, dan
perempuan - baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi. Pendekatan dengan
skala lanskap dan pengelolaan berbasis ekosistem dengan peranan pemerintah daerah,
merupakan hal penting dalam menjamin manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan dari
inisiatif-inisiatif tersebut.
REDD+ akan menjadi komponen penting dari target NDC Indonesia di sektor berbasis
lahan. Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ telah disampaikan kepada
Sekretariat UNFCCC pada bulan Desember 2015, yang mencakup deforestasi dan
degradasi hutan serta dekomposisi gambut. FREL ditetapkan sebesar 0.568
GtCO2e/tahun untuk pool karbon Above Ground Biomass, dengan menggunakan periode
referensi 1990-2012 dan akan digunakan sebagai rujukan terhadap emisi aktual dari 2013
hingga 2020. Angka ini digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja
REDD+ selama periode implementasi (hingga 2020). Indonesia akan melakukan
adjustment (penyesuaian) manakala diperlukan.
Di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi. Selain itu juga
telah ditetapkan kebijakan nasional mengenai pengembangan sumber energi bersih.
Secara kolektif, kebijakan ini akan menempatkan Indonesia ke arah jalur dekarbonisasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan
ambisi untuk melakukan transformasi, di tahun 2025 dan 2050, bauran penyediaan energi
utama sebagai berikut:
1) energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya
sebesar 31% di tahun 2050;
2) minyak harus lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% di tahun
2050;
3) batubara paling sedikit 30% di tahun 2025 dan paling sedikit 25% di tahun 2050;
4) gas setidaknya paling sedikit 22% di tahun 2025 dan paling sedikit 24% di tahun 2050
Di sektor pengelolaan limbah, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan
kapasitas institusi di tingkat lokal, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah cair
perkotaan, mengurangi limbah yang dibuang ke landfill melalui pendekatan “Reduce,
Reuse, Recycle”, dan pemanfaatan sampah dan limbah untuk energi. Pemerintah
Indonesia berkomitmen untuk lebih jauh menurunkan emisi GRK dari sektor pengelolaan
limbah di tahun 2030 dan seterusnya melalui pengembangan kebijakan yang
komprehensif dan koheren, penguatan institusi, peningkatan mekanisme keuangan dan







Perubahan iklim menimbulkan dampak signifikan terhadap sumber daya alam di
Indonesia yang akan mempengaruhi produksi dan distribusi pangan, air dan energi. Oleh
karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap upaya mitgasi dan adaptasi perubahan
iklim sebagai konsep terintegrasi yang penting dalam membangun ketahanan sumber
daya pangan, air dan energi. Pemerintah telah melakukan upaya signifikan dalam
menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-
API) yang menyediakan kerangka untuk berbagai inisiatif adaptasi yang telah diarus-
utamakan ke dalam perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan aksi untuk mengkaji dan memetakan
kerentanan regional sebagai dasar dari sistem informasi adaptasi, serta memperkuat
kapasitas institusi dan menetapkan kebijakan maupun peraturan terkait perubahan iklim
di tahun 2020. Tujuan jangka menengah dari strategi adaptasi perubahan iklim di
Indonesia adalah untuk menurunkan risiko pada semua sektor pembangunan (pertanian,
sumber daya air, ketahanan energi, kehutanan, maritim dan perikanan, kesehatan,
pelayanan publik, infrastruktur, dan sistem perkotaan) pada tahun 2030 melalui
penguatan kapasitas lokal, pengelolaan pengetahuan yang meningkat, kebijakan yang
konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan
penerapan teknologi yang adaptif.
Kebijakan dan aksi pra-2020 akan mendukung kelancaran transisi menuju pelaksanaan
NDC di bawah kerangka Persetujuan Paris paska-2020. Kebijakan dan aksi dimaksud,
yang akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan aksi adaptasi sejak tahun 2020,
adalah:
1) Pra-kondisi:
 Pengembangan sistem informasi data kerentanan iklim nasional, yang akan
dibangun berbasis sistem yang telah ada yaitu SIDIK (Sistem Informasi Data dan
Informasi Kerentanan), yang terbuka bagi publik melalui situs
http://ditjenppi.menlhk. go.id. 
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.33/2016 tentang
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, yang dapat dipergunakan
oleh pemerintah daerah dalam memformulasikan rencana aksi adaptasi daerah. 
 Peningkatan pelaksanaan RAN-API yang telah ditetapkan pada tahun 2014. 
2) Lingkungan hidup dan sosial ekonomi:
 UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air akan mengarah pada pertanian
dan alih guna lahan yang berkelanjutan. Peraturan ini memandu para pemangku
kepentingan dalam upaya konservasi lahan dan peningkatan produktivitas menuju
pertanian berkelanjutan. 
 Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air akan






tersebut menyediakan panduan untuk mengidentifikasi DAS yang harus dilindungi,
direstorasi, dan direhabilitasi.
 Pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan meningkatkan pendapatan dan saat
bersamaan akan menurunkan tekanan yang mengarah pada deforestasi dan
degradasi hutan primer. 
 Peningkatan peran ProKLim (upaya bersama adaptasi dan mitgasi perubahan
iklim) untuk menerapkan bottom up approach dalam program ketahanan iklim di
tingkat lokal. Melalui ProKLim juga akan dimungkinkan untuk menghitung




Indonesia memerlukan perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh untuk
menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan secara efektif, memanfaatkan
keragaman kearifan tradisional dan lembaga adatnya. Pengembangan konstitusi secara
lebih luas juga dinilasi sebagai titik kritis yang dapat dilakukan melalui pelibatan seluruh
pemangku kepentingan termasuk jejaring keagamaan dan gerakan lintaskeagamaan
yang telah terbentuk.
Pendekatan strategis NDC Indonesia didasarkan pada prinsip berikut:
 Menerapkan pendekatan lanskap: menyadari bahwa upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim merupakan issue multi-sektor, Indonesia menerapkan pendekatan
lanskap yang terintegrasi meliputi ekosistem daratan, pesisir dan laut. 
 Menyoroti best practices: memperhatikan upaya multi-sektor dalam pengendalian
perubahan iklim, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan skala kearifan tradisional
dan inovasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah,
sektor swasta, dan komunitas. 
 Mengarusutamakan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan:
mengakui adanya kebutuhan untuk integrasi perubahan iklim ke dalam perencanaan
spasial dan proses penganggaran, Indonesia akan mencantumkan indikator kunci
perubahan iklim dalam proses formulasi target program pembangunan. 
 Memajukan ketahanan iklim yang berkaitan dengan pangan, air dan energi: mengakui
pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, air dan energi, Indonesia akan
memperbaiki pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan iklim
dengan melindungi dan merestorasi ekosistem daratan, pesisir dan laut. 
Komitmen Indonesia terhadap masa depan yang rendah karbon memetakan kerangka
peningkatan aksi dan dukungan yang diperlukan untuk periode 2015-2019 yang akan
menjadi landasan untuk tujuan lebih ambisius setelah tahun 2020. Hal ini dapat membuka
peluang untuk membangun aksi koheren di tingkat nasional, dengan menekankan pada
pengembangan riset, mobilisasi sumber daya melalui kemitraan, dan kerjasama






Hidup tahun 2009 sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum untuk mendukung
strategi dan aksi periode 2015-2019, yang dapat dijadikan dasar sebagai kondisi yang
memungkinkan untuk implementasi kebijakan jangka panjang tahun 2020 dan
seterusnya. Walaupun demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan jangka panjang,
harmonisasi aspek legal yang komprehensif terhadap semua hal terkait perubahan iklim
dinilai sebagai titik kritis untuk menghadapi tantangan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan bahwa selama periode 2007-
2014 Indonesia telah mengeluarkan pendanaan sebesar USD 17.48 milyar untuk
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan pendukung. Indonesia akan
melanjutkan penyediaan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan perencanaan dan aksi
perubahan iklim, termasuk alokasi total sebesar USD 55.01 milyar untuk periode tahun
2015-2019. Indonesia juga akan melanjutkan untuk menetapkan pendanaan nasional
untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi periode tahun 2020-2030.
Sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia menjunjung, memajukan dan
mempertimbangkan kewajibannya terkait dengan hak asasi manusia, hak untuk
kesehatan, hak masyarakat hukum adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, masyarakat
dengan kemampuan berbeda, masyarakat rentan, dan hak untuk membangun, demikian
juga dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesamaan antar-
generasi. Pelibatan non-party stakeholders, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta,
masyarakat umum akan dilakukan secara terus menerus.
5. PROSES PERENCANAAN
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan
institusi melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam
struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dibentuk melalui Keputusan
Presiden Nomor 16 Tahun 2015, Direktorat Jenderal dimaksud berperan sebagai National
Focal Point untuk Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim-Persatuan Bangsa-bangsa,
atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang
berfungsi untuk memfasilitasi program dan proses terkait perubahan iklim yang telah
dijalankan oleh beragam sektor pemerintah dan para pemangku kepentingan. Mengingat
perubahan iklim memiliki dimensi tingkat lokal dan internasional, koordinasi dan sinergi
akan terus diperkuat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan dalam konteks perubahan
iklim, pembangunan nasional dan anggaran, dan dengan Kementerian Luar Negeri dalam
konteks perubahan iklim dan negosiasi internasional.
Dalam proses penyiapan NDC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan konsultasi
dengan beragam pemangku kepentingan yang mewakili kementerian dan institusi






rangkaian konsultasi dimaksud termasuk melalui workshop dan konsultasi di tingkat
nasional maupun tingkat propinsi, dan juga pertemuan bilateral dengan sektor-sektor
kunci.
Penyusunan NDC telah mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca-
2015 atau Post-2015 Sustainable Development Goals (SDGs), terutama mengenai
pelaksanaan aksi segera untuk mengendalikan perubahan iklim dan dampaknya,
memajukan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, mencapai kesamaan jender,
menjamin keberadaan sumber daya air dan keberlanjutannya, akses energi yang murah
dan mudah untuk semua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,
infrastruktur berketahanan iklim, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,
pemanfaatn berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, dan perlindungan dan
pemulihan ekosistem daratan yang berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan,
penanganan penggurunan, penghentian dan pembalikan degradasi lahan dan kehilangan
keanekaragaman hayati.
6. INFORMASI UNTUK MEMFASILITASI KEJELASAN, TRANSPARANSI DAN
PEMAHAMAN (CLARITY, TRANSPARENCY AND UNDERSTANDING)
Tingkat Penurunan Emisi GRK
(a) Penurunan Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi
Unconditional GRK  dengan  kemampuan sendiri  sebesar  26%  dibandingkan
skenario BAU pada tahun 2020.
Komitmen  tersebut  merupakan  kondisi  yang  dibutuhkan  untuk
menuju komitmen yang lebih ambisius untuk penurunan emisi GRK
pada tahun 2030 dengan merinci rencana penurunan emisi GRK
berdasarkan pendekatan  berbasis  hasil  dan  bersifat  inklusif.
Komitmen  tersebut  akan  dilaksanakan  melalui  perencanaan  tata
guna  lahan  dan  tata  ruang  yang  efektif,  pengelolaan  hutan
berkelanjutan  termasuk  program  perhutanan  sosial,  memulihkan
fungsi ekosistem yang telah terdegradasi termasuk ekosistem lahan
basah, meningkatkan  produktivitas  pertanian  dan  perikanan,
konservasi energi dan mendorong sumber energi yang bersih dan
terbarukan serta peningkatan pengelolaan limbah.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara
unconditional  sebesar  29%  terhadap  scenario  BAU  pada  tahun
2030. Skenario BAU diproyeksikan sebesar 2,869 GtCO2e pada
tahun 2030, yang merupakan pemutakhiran dari skenario BAU pada
INDC karena kondisi terakhir dari pengembangan kebijakan energi






(b) Penurunan Indonesia  dapat  meningkatkan  kontribusinya  dalam  menurunkan
conditional emisi  GRK  sampai  dengan  41%  pada  tahun  2030, tergantung
kepada   ketersediaan   dukungan   internasional   dalam   bentuk
pendanaan,   transfer   dan   pengembangan   teknologi   serta
peningkatan kapasitas.
Tipe Penurunan emisi GRK relatif terhadap baseline Business As Usual
(BAU).
Lingkup Skala  nasional  dengan  pendekatan  pengelolaan  lanskap  dan
ekosistem melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan membangun
dan memperkuat kapasitas di tingkat sub-nasional.
Cakupan Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrous Oxida (N2O)
Baseline Skenario BAU dari proyeksi emisi  mulai tahun 2010.
Fair and Ambitious Pertumbuhan  GDP  Indonesia  telah  melambat  pada  tahun  2010-
2015, dari 6.2-6.5% per tahun menjadi hanya 4.0% (triwulan I tahun
2015). Jumlah penduduk telah meningkat dengan rata-rata 1.49%
pada  perioda  tahun  2000-2010,  menempatkan  Indonesia  pada
posisi   yang   harus   memenuhi   kebutuhan   energi,   menjamin
ketahanan   pangan   serta   memenuhi   kebutuhan   lapangan
kerja/sumber  penghidupan  untuk  masyarakat. Pada  saat  yang
sama,  pengentasan  kemiskinan  masih  merupakan  tantangan,
dengan 10.96% dari populasi hidup dalam kemiskinan pada tahun
2014, dan tingkat pengangguran sebesar 5.9%.
Meski   menghadapi   tantangan   yang   sama seperti   negara
berkembang  lainnya,  Indonesia  berkomitmen  untuk  melakukan
transisi  dari  arah  pembangunan  saat  ini  menuju  pembangunan
rendah   karbon   dan   berketangguhan   iklim   secara   bertahap.
Langkah-langkah menuju dekarbonisasi ekonomi akan
diintegrasikan secara penuh ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
Indonesia juga mempertimbangkan untuk memperhitungkan/
menentukan waktu emisi GRK puncak nasional (the peaking time of
national GHGs emissions) dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berkontribusi pada
upaya global mengatasi dampak negatif perubahan iklim.
Asumsi Utama Mitigasi
Pengukuran yang Global  Warming  Potential  (GWP)  skala  100  tahun  berdasarkan






Metodologi untuk Model untuk estimasi emisi:
estimasi emisi

Dashboard AFOLU untuk sektor berbasis lahan;
 ExSS (Extended Snap Shot) using GAMS (General Algebraic
Modeling System) dan CGE (Dynamic CGE) untuk sektor energi;
 Peta  jalan  aksi  mitigasi  untuk  Industri  Semen  (Kementerian
Perindustrian) untuk sektor IPPU;
 First  Order  Decay-FOD  (IPCC-2006)  dan  peraturan  yang
berlaku untuk sektor limbah
Baseline dan asumsi BAU Baseline Scenario and Mitigation Scenario
yang digunakan untuk  Skenario  BAU:  skenario  emisi  ketika  pembangunan  tidak
proyeksi dan Skenario mempertimbangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
Kebijakan tahun  Counter  Measure  1  Scenario  (CM1):  skenario  emisi  dengan
2020-2030 scenario mitigasi dan memertimbangkan target pembangunan
sektoral.
Counter Measure 2 Scenario (CM2) atau skenario conditional:
scenario emisi dengan scenario emisi yang lebih ambisius dan
mempertimbangkan   target    pembangunan   sektoral,   jika
dukungan internasional tersedia.
Lingkup penurunan Dengan  baseline  dan  asumsi  yang  digunakan  untuk  proyeksi
emisi kebijakan  tahun  2020-2030,  BAU  dan  penurunan  emisii  yang
diproyeksikan   baik   untuk   penurunan   emisi   GRK   secara
unconditional (CM1) dan conditional (CM2) ditunjukkan pada Tabel
1 dengan elaborasi dari asumsi untuk setiap sektor seperti
tercantum pada Annex.
Table 1. Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor
GHG GHG Emission Level 2030 GHG Emission Reduction Annual
AverageEmission Average
(MTon CO2e) (MTon CO2e) % of Total BaUNo Sector Level 2010* Growth Growth
BAU 2000-MTon BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 (2010- 2012*
CO2e 2030)
1 Energy* 453.2 1,669 1,355 1,271 314 398 11% 14% 6.7% 4.50%
2 Waste 88 296 285 270 11 26 0.38% 1% 6.3% 4.00%
3 IPPU 36 69.6 66.85 66.35 2.75 3.25 0.10% 0.11% 3.4% 0.10%
4 Agriculture 110.5 119.66 110.39 115.86 9 4 0.32% 0.13% 0.4% 1.30%
5 Forestry** 647 714 217 64 497 650 17.2% 23% 0.5% 2.70%
TOTAL 1,334 2,869 2,034 1,787 834 1,081 29% 38% 3.9% 3.20%
* Termasuk fugitive **Termasuk kebakaran gambut
Notes: CM1 = Counter Measure (kondisi scenario tanpa persyaratan mitigasi-unconditional)





Sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 13 Persetujuan Paris, diberlakukan Kerangka
Transparansi Nasional yang terintegrasi melalui: (a) Sistem Registri Nasional (SRN untuk
mitigasi, adaptasi dan dukungan sumberdaya dari nasional maupun internasional; (b)
Sistem Inventarisasi Gas rumah kaca nasional (SIGN- SMART); (c) Sistem MRV untuk
mitigasi termasuk REDD+; dan (d) Sistem Informasi Safeguards (SIS-REDD+); serta (e)
Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan serta aksi gabungan adaptasi-mitigasi di
tingkat desa melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM).
Indonesia berkomitmen untuk mengkomunikasikan secara periodik laporan emisi gas
rumah kaca dari berbagai sektor, termasuk status dari aksi penurunan emisi GRK dan
capaiannya kepada Sekretariat UNFCCC. Indonesia saat ini sedang menyusun Laporan
Komunikasi Nasional Ketiga (Third National Communication atau TNC) untuk disampaikan
pada tahun 2017. Indonesia juga tetap akan memenuhi kewajibannya dalam menyusun
Biennial Update Report (BUR). BUR Pertama Indonesia disampaikan pada awal tahun
2016.
8. DUKUNGAN INTERNASIONAL
untuk meningkatkan ambisi dalam penurunan Emisi gas rumah kaca, termasuk persiapan
pelaksanaan NDC (pra-2020) pada semua kategori sektor dan pelaksanaan REDD+ pada
Pasal 5 Persetujuan Paris diperlukan dukungan Internasional dari negara maju dalam bentuk
pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Pasal 5 dari Persetujuan Paris memberikan sinyal yang jelas mengenai pengakuan
terhadap peranan hutan dan REDD+. Keputusan COP telah memberikan arahan yang
cukup untuk mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan REDD+. Selain itu,
mempertimbangkan kemajuan persiapan dan transisi REDD+ di tingkat national dan sub
nasional, REDD+ Indonesia telah siap untuk pelaksanaan insentif berbasis hasil (result-
based payment). Sebagai pendekatan kebijakan dan insentif positif, REDD+ harus
mampu untuk mendukung capaian target penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor
kehutanan.
Indonesia menyambut kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam pelaksanaan
NDC sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan Paris, yang memfasilitasi dan
mempercepat proses pengembangan dan transfer teknologi, pembayaran berdasarkan
kinerja, kerjasama teknis, dan akses kepada sumber-sumber pendanaan untuk
mendukung upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju masa depan





9. STRATEGI RENDAH KARBON DAN BERKETANGGUHAN IKLIM
Pendahuluan
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
sebagai konsep yang terintegrasi yang penting untuk membangun ketahanan dalam
menjaga sumberdaya pangan, air dan energi. Indonesia juga memandang pembangunan
yang menuju rendah karbon dan berketahanan iklim adalah konsisten dengan komitmen
untuk berkontribusi dalam upaya global untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals). Agenda global tersebut sesuai
dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan posisinya dalam bentang lautan
global (sirkulasi thermohaline) dan hutan hujan tropis yang luas dengan keanekaragaman
hayati dan nilai cadangan karbon yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang sedang
membangun, dengan kehidupan demokrasi yang stabil dan dengan jumlah penduduk
terpadat keempat sedunia dan dengan proporsi terbesar adalah generasi muda dan yang
paling produktif.
Kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim
Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah pesisir dan kepulauan kecil yang
ekstensif, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia telah
mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta dampak jangka
panjang dari kenaikan muka air laut. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk,
bencana alam yang dipengaruhi oleh perubahan iklim menimbulkan dampak yang lebih
luas terhadap masyarakat dan aset yang dimiliki, sehingga mereka mengalami kesulitan
untuk keluar dari garis kemiskinan.
Perubahan iklim diyakini akan meningkatkan risiko bencana hidrogeometeorgi, menjadi
80% dari total bencana yang tradisi di Indonesia. Penduduk miskin dan populasi yang
terpinggirkan cenderung untuk tinggal di daerah yang berisiko tinggi terhadap banjir,
longsor, kenaikan muka air laut dan kelangkaan air sepanjang musim kering.
Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia
menghadapi risiko tinggi kejadian banjir di pesisir dan kenaikan muka air laut yang akan
berdampak pada 42 juta penduduk yang tinggal di pesisir. Sebagian besar daerah
tersebut merupakan daerah urbanisasi sangat pesat, yang mencapai 50% pada tahun
2010.
Kerentanan pada wilayah pesisir juga diakibatkan oleh tingkat deforestasi dan degradasi
hutan. Hilangnya ekosistem hutan menimbulkan hilangkan ya jasa lingkungan yang
utama, daerah tangkapan air, pencegahan erosi dan banjir.
Untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia harus
memperkuat ketahanan iklim dengan mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi di





Kondisi yang Mendukung Ketahanan Iklim
Arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan berketangguhan iklim harus
dikembangkan dengan membangun dasar yang kuat melalui dukungan kondisi sebagai
berikut:
 Kepastian dalam perencanaan dan tata guna lahan 
 Ketahanan tenurial 
 Ketahanan pangan 
 Ketahanan air 
 Energi terbarukan 
Ketahanan Ekonomi
Perubahan iklim menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap sumberdaya
alam yang akan mengakibatkan gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan, air
dan energi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan semakin meningkatkan tekanan
terhadap sumberdaya yang sudah terbatas. Untuk merespon hal ini, Indonesia
merencanakan untuk bertransformasi menuju ekonomi rendah karbon dan membangun
ketahanan pangan, air dan energi melalui peningkatan aksi berikut:
 Pertanian dan perkebunan berkelanjutan 
 Pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi 
 Penurunan deforestasi dan degradasi hutan 
 Konservasi lahan 
 Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan 
 Perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi 
Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan
Perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya yang
sangat rentan. Bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim menimbulkan dampak
yang lebih besar terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan
menghambat pengumpulan modal. Kenaikan harga pangan, air dan energi, yang
biasanya terjadi setelah bencana kekeringan, banjir dan bencana lainnya, akan
menyebabkan masyarakat miskin makin termiskinkan.
Kesenjangan sosial-ekonomi akan secara potensial berkontribusi terhadap ketidak-
stabilan politik di daerah yang sangat terdampak oleh perubahan iklim. Untuk mencegah
kesenjangan lebih lanjut, Indonesia merencanakan untuk membangun ketahanan social




 Peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem peringatan dini,
kampanye kesadaran public secara luas dan program kesehatan masyarakat; 
 Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan
lokal, untuk mengamankan akses kepada sumberdaya alam utama; 
 Meningkatkan secara cepat program kesiap-siagaan menghadapi bencana dalam
rangka pengurangan risiko bencana; 
 Identifikasi wilayah sangat rentan di dalam perencanaan dan tata guna lahan; 
 Peningkatan permukiman masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar dan
pembangunan prasarana tahan iklim, 
 Pencegahan dan resolusi konflik 
Ketangguhan Ekosistem dan Lanskap
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keaneka-ragaman yang tinggi, ekosistem
dan landsekap Indonesia yang sangat beragam menyediakan berbagai jasa lingkungan
seperti perlindungan daerah aliran sungai, sekuestrasi dan konservasi karbon dan
pengurangan risiko bencana. Untuk membangun ketangguhan iklim, Indonesia harus
melindungi dan menjaga keberlanjutan jasa lingkungan dengan pendekatan integratif,
berbasis lanskap di dalam pengelolaan ekosistem daratan, pesisir dan laut. Aksi-aksi di
bawah ini adalah untuk memperkuat ketangguhan ekosistem dan lanskap:
 Konservasi dan restorasi ekosistem 
 Perhutanan sosial 
 Perlindungan kawasan pesisir 
 Pengelolaan daerah aliran sungai terIntegrasi 
 Kota berketahanan iklim 
10. KAJI-ULANG DAN PENYESUAIAN
NDC mencerminkan kondisi terakhir dalam hal data dan informasi, analisis, dan skenario
ke depan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan
mengalami perubahan dinamis karena adanya perubahan perekonomian di tingkat
nasional dan global. Dalam hal ini, NDC akan dikaji-ulang dan disesuaikan, sesuai
kebutuhan, dengan mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan kemampuan nasional






Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama
Republik Indonesia
Asumsi yang Dipe rgun akan dalam Proye ksi B AU dan Reduksi E misi GRK (
unconditional / CM1 and conditiona l / CM2 reduction )
untuk selu ruh katego ri Sektor (Energ i , L imbah , IPPU, Pe rtanian dan Kehutanan )
S E K T O R :   E N E R G I
BAU Skenario Mitigasi 1 Skenario Mitigasi 2(CM 1) (CM 2)
1. Efisiensi Penggunaan Tidak ada peningkatanefisiensi penggunaanEnergi Final energi final 75% dilaksanakan 100% dilaksanakan
2. Pemanfaatan Teknologi Tidak ada perubahan
CCT teknologi PLTU
Pembangkit Listrik EBT 26 Produksi Listrik EBT sesuai Produksi Listrik 132,743. Produksi Listrik EBT RUPTL (Committed 7,4GW (RUPTL, APBN) TWh *)GW) 19,6%
4. Penggunaan BBN Sektor Transportasi
(Mandatory B30) pada menggunakan BBM 90% dilaksanakan 100% dilaksanakan
Sektor Transportasi
Tidak ada penambahan5. Penambahan Jargas 100% dilaksanakan 100% dilaksanakanJargas
Tidak ada penambahan6. Penambahan SPBG 100% dilaksanakan 100% dilaksanakanSPBG
S E K T O R :   A F O L U
A. Laju deforestasi
- Laju deforestasi untuk BAU 2013-2020 mengikuti baseline FREL-REDD yaitu 0.920 juta ha/tahun, yang
terdiri dari uplanned and planned deforestasi. Laju planned deforestasi dihitung terlebih dahulu oleh
model sesuai dengan skenario pembangunan.
- Untuk skenario CM1 dan CM2, laju deforestasi unplanned diasumsikan lebih rendah sehingga total
deforestasi (planned dan unplanned sebesar 0.450 juta ha
- Laju deforestasi BAU 2021-2030 diasumsikan menurun menjadi 0.820 juta ha/tahun dan untuk CM1
dan CM2 menjadi 0.325 juta ha
BAU CM1 CM2 Note
Total (000 ha) 2013-’20: 920 2013-’20: 450 2013-’20: 450 Setelah tahun 2030
2020-’30: 820 2020-’30: 325 2020-’30: 325 deforetasi unplanned
2030-’50: hasil 2030-’50: hasil 2030-’50: hasil sudah tidak terjadi.
model model model Artinya laju deforestasi
Unplanned Deforestation 2013-’20: 500 2013-’20: 175 2013-’20: 175 sepenuhnya dari model
2020-’30: 409 2020-’30: 92 2021-’30: 66 (planned deforestation
2030-’50: 0 2030-’50: 0 2030-’50: 0 saja, sesuai
Planned Deforestation 2011-’50: hasil 2011-’50: hasil 2011-’50: hasil kebutuhan)
(Dari model) model model model
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B. Asumsi Produksi Kayu
1. Laju ekstraksi kahyu dari hutan alam yang lestari dari beberapa literature berkisar antara 20 - 35
m3ha. Studi ini mengasumsikan ekstraksi masih 50 m3/ha pada tahun 2010 (kelebihan merupakan
dari penebangan ilegal), dan pada tahun 2050 sudah mencapai 30m3 (laju penebangan lestari,
artinya illegal logging sudah hampir tidak ada).
2. Target produksi kayu dari hutan alam untuk CM1 dan CM2 mengikuti RKTN (Dephut, 2011),
sedangkan BAU lebih tinggi berdasarkan perkiraaan APHI
3. Laju pembangunan HTI untuk BAU mengikuti laju historis dan persentase lahan layak tanam sekitar
63% yang didasarkan pada asumsi yang digunakan APHI, 2007)
4. Semua hutan yang dibuka untuk keperluan pembangunan, kayu yang dihasilkan diasumsikan
semuanya dimanfaatkan (tidak dibuang)
5. Pemanfaatan kayu sawit dan karet saat akhir rotasi/peremajaan diasumsikan hanya sebagian saja.
Untuk CM3 diasumsikan 50% (sebagian besar dari kebun negara dan swasta)
C. Asumsi Laju Pertumbuhan:
1. Laju pertumbuhan tanaman dalam satuan tC/ha/tahun hutan alam dihitung berdasarkan riap pohon
dari satuan m3/ha/tahun sehingga digunakan faktor konversi berikut:
a. Biomass Expansion Factor (BEF): 1.4 (Ruhiyat, 1990)
b. Wood density untuk hutan alami: 0.7 t/m3
2. Laju pertumbuhan tanaman HTI dalam satuan tC/ha/tahun dihitung berdasarkan data potensi volume
produksi kayu yaitu dalam satuan m3/ha, dimana BAU, CM1 dan CM 2 masing-masing tahun 2010:
120 dan tahun 2050 sudah meningkat jadi 140, 160 dan 200 m3/ha dengan adanya intervensi
teknologi. Kenaikan terjadi setiap interval 10 tahun. Untuk konversi diperlukan data:
a. BEF: 1.4 (IPCC Default)
b. Wood density untuk HTI: 0.4 t/m3
3. Rotasi: 6 tahun.
D. Hasil hitungan CM2 dibuat yg baru dgn target yang sangat sangat ambisius (capaian 38%), dengan
perubahan asumsi dari hitungan sebelumnya ialah:
1. Restorasi gambut keberhasilannya 90% dan luas yang direstorasi sampai 2030 mencapai 2 juta,
2. Rehabilitasi lahan juga keberhasilan 90% dan hampir semua lahan tidak produktif direhabilitasi
(hampir 12 juta ha), jadi per tahun sampai 2030 laju penanaman sekitar 800 ribu ha/tahun (baseline
hanya sekitar 270 ribu ha).
S E K T O R   :   P E R T A N I A N
BAU CM1
1. Penggunaan varietas Tidak ada Penggunaan varietas rendah emisi
rendah emisi di lahan aksi pada lahan sawah diasumsikan
Sawah mitigasi. mencapai total 926 ribu ha di 2030*.
2. Penerapan sistem Tidak ada Penerapan sistem pengairan sawah
pengairan sawah aksi lebih hemat air mencapai 820 ribu ha
lebih hemat air. mitigasi. di 2030*.
3. Pemanfaatan limbah Tidak ada Pemanfaatan limbah ternak untuk
ternak untuk biogas. aksi biogas mencapai 0.06% dari populasi
mitigasi. ternak pada tahun 2030**.
4. Perbaikan suplemen Tidak ada Penggunaan suplemen untuk pakan
pakan. aksi mencapai 2.5% dari populasi ternak
mitigasi. pada tahun 2030**.
CM2
Penggunaan varietas rendah emisi
pada lahan sawah diasumsikan
mencapai 908 ribu ha di 2030*.
Penerapan sistem pengairan sawah
lebih hemat air mencapai 803 ribu ha
di 2030*.
Pemanfaatan limbah ternak untuk
biogas mencapai 0.06% dari populasi
ternak pada tahun 2030**.
Penggunaan suplemen untuk pakan
mencapai 2.5% dari populasi ternak
pada tahun 2030**.
Note: * penggunaan teknologi terbaik yang telah tersedia akan meningkatkan produktivitas ternak dan menurunkan penggunaan lahan untuk
tujuan peternakan.
** peningkatan populasi ternak dan operasionalisasi biogas (dengan asumsi subsidi pemerintah akan terus berkanjut dengan





A. Indeks penanaman padi dinaikkan dari 2.11 menjadi 2.5 (lokasi Pulau Jawa) dan dari 1.7 menjadi 2.0
(luar Pulau Jawa). Berarti diasumsikan semua sawah di luar Jawa sudah memiliki jaringan irigasi seperti
di Jawa, dan semua jaringan irigasi yang ada di Pulau Jawa berfungsi optimal (kondisi saat ini di Pulau
Jawa: yang beroperasi baik hanya 60-70%).
B. Asumsi Index Penanaman: untuk tanaman semusim, Cropping Intensity atau Indek Penanaman
merupakan rasio antara luas panen dengan luas lahan pertanaman. Jadi kalau IP=2 artinya penanaman
pada lahan yang sama dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk tanaman tahunan, Indek Penanaman
menunjukkan fraksi tanaman yang sudah menghasilkan (umur produktif).
C. Assumsi Populasi/GDP dan Ternak: Untuk semua skenario proyeksi untuk GDP, populasi ternak sama.
uarget yang ditetapkan untuk swasembada daging sulit dicapai, prakiraan ahli pemenuhan kebutuhan
daging relatif sulit. Pertumbuhan populasi ternak mengikuti rate historis, lebih rendah dari rate
pertumbuhan permintaan terhadap daging.
S E K T O R :   L I M B A H
S U B - S E K T O R :  L I M B A H  P A D A T
BAU CM1 CM2
1. Peningkatan penerapan LFG










CH4 dari 0.65% di tahun
2010 menjadi 10% di 2030.
22% di tahun 2020, 30% di
tahun 2030*.
LFG recovery mereduksi
CH4 dari 0.65% di tahun
2010 menjadi 10% di 2030.
22% di tahun 2020, 30% di
tahun 2030*.
3. Peningkatan persentase
PLTSa/RDF (Refuse Derived Fuel),
dibandingkan dengan total
timbulan sampah.
Catatan: PLTSa = Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah
- mencapai 3% dari total
sampah di 2020 dan




- mencapai 3% dari total
sampah di 2020 dan





Notes: *   merujuk pada target nasional dalam pengelolaan sampah 2015-2025.
** mempertimbangkan perencanaan pemerintah dalam pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah) di 7 kota dan tren saat ini dalam hal pemanfaatan sampah melalui RDF di industri.
*** mempertimbangkan ukuran kota, potensi mitigasi dalam RDF dan laju pertumbuhan penduduk.
S U B - S E K T O R :  L I M B A H  C A I R  D O M E S T I K
BAU CM1 CM2
- Penanganan limbah cair   domestik - Penanganan   limbah   cair   domestik
menggunakan septic tank/latrine menggunakan septic tank/latrine
dilengkapi dengan sludge recovery. dilengkapi dengan sludge recovery.
Pengelolaan Tidak ada
- Pembangunan septic tank komunal dan - Pembangunan septic tank komunal dan
biodigester  dilengkapi dengan LFG biodigester  dilengkapi dengan LFG
limbah cair aksi recovery. recovery.
domestik. mitigasi. - Penggunaan Aerobic Septic Tank. - Penggunaan Aerobic Septic Tank.
Catatan:  target  kuantitatif  akan  ditetapkan  oleh Catatan:  target  kuantitatif  akan  ditetapkan  oleh





S U B - S E K T O R :  L I M B A H  C A I R  I N D U S T R I
BAU CM1 CM2
Industri pulp and paper, diasumsikan melakukan Industri pulp  and paper, diasumsikanmelakukan rangkaian kegiatan mitigasirangkaian kegiatan mitigasi berupa: pengerukan berupa: pengerukan sludge IPAL,sludge IPAL,  pengolahan sludge tersebut  di pengolahan sludge tersebut di biodigesterbiodigester serta pemanfaatan gas metan-nya.
Pengelolaan Tidak
serta pemanfaatan gas metan-nya.
Industri pengolahan sawit melakukan kegiatan Industri pengolahan sawit melakukanlimbah cair ada aksi methane capture  & utilization pada  IPAL  dari kegiatan methane capture &  utilizationindustri. mitigasi. limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill pada IPAL dari limbah cair pabrik kelapa
effluent (POME). sawit atau palm oil mill effluent (POME).
Catatan:   target   kuantitatif   akan   ditentukan   oleh Catatan:  target  kuantitatif  akan  ditentukan  oleh
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Hidup dan Kehutanan. Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
S E K T O R :   I P P U
BAU CM1 CM2
Industri semen melaksanakan aksi mitigasi Industri semen melaksanakan aksi mitigasi
melalui pengurangan “clinker to cement melalui pengurangan “clinker to cement
ratio” (blended cement) dari 80% di 2010 ratio” (blended cement) dari 80% di 2010
menjadi 75% di 2030. menjadi 75% di 2030.
Proses
Peningkatan efisiensi industri amonia melalui Peningkatan efisiensi industri amonia melalui
optimasi pemanfaatan gas bumi (feedstock) optimasi pemanfaatan gas bumi (feedstock)
industri dan Tidak dan CO2 recovery pada Primary Reformer. dan CO2 recovery pada Primary Reformer.
penggunaan ada aksi Penambahan aksi mitigasi lainnya seperti Penambahan aksi mitigasi lainnya sepertiproduk di mitigasi. CO2 recovery, improvement process pada CO2 recovery, improvement process padaIndustri
smelter, dan pemanfaatan besi bekas smelter, dan pemanfaatan besi bekasbesar.
(scrap) pada industri besi dan baja serta sisa (scrap) pada industri besi dan baja serta sisa
klaim IPPU (PFCs) dari CDM aluminum klaim IPPU (PFCs) dari CDM aluminum
smelter. smelter.
Catatan: target kuantitatif akan ditetapkan oleh Catatan: target kuantitatif akan ditetapkan oleh
Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian.
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